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SINKRONISASI HUKUM PERCERAIAN AKIBAT ADANYA
PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
RYAN PUTRA HANAFI
NPM : 1520020047
Perkawinan adalah langkah yang ditempuh oleh laki-laki dan perempuan
untuk membentuk keluarga yang bagia dan kekal. Akan tetapi cita-cita tersebut
tidak semua perkawinan dapat mewujudkannya bahkan sebahagian terputus
dengan perceraian. Perceraian memiliki dasar yang beragam salah satu
penyebab perceraian adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam
rumah tangga memiliki kedekatan pada UU Nomor 23 tahun 2004. Akan tetapi
kedudukan undang-undang tersebut tidak ditampakkan pada pengadilan agama
yang merupakan salah satu wadah yang menerima dan memutuskan perkawina
dengan perceraian.oleh sebab tersebut penting menganalisis singkronisasi
singkronisasi hukum perceraian akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan perceraian menurut hukum
perkawinan, mengkaji bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat
dijadikan alasan perceraian serta akibat dari perceraian yang didasari kekerasan
dalam rumag tangga.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan
metode pendekatan kasus, sumber data adalah data sekunder. Kasus berbentuk
putusan pengadilan agama akan di analisis untuk menemukan sinkronisasi
antara undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang perilaku kekerasan dalam
rumah tangga dengan Kompilasi hukum islam dalam bidang perceraian.
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu alasan perceraian berdasarkan
hukum perkawinan terdiri atas 8 point : penjudi, pemadat, pemabuk menjadi satu
kesatuan, meninggalkan keluarga selama 2 tahun tanpa ada izin, adanya
hukuman penjara 5 tahun, kecacatan atau penyakit, melakukan kekejaman,
percekcokan secara terus menerus, melanggar taklik talak dan murtad. Bentuk
kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian diperoleh dari
perincian antara UU No.23 tahun 2004 dengan kompilasi hukum islam yaitu
terdapatnya kekerasan fisik (pemukulan, penganiayaan), kekerasan psikis
(penghinaan, makian kekasaran), kekerasan seksual (pemaksaan berhubungan)
dan penelantaran (tidak manafkahi keluarga yang biasanya didasarkan pada
salah satu pihak meninggalkan pihak lain). Akibat perceraian dengan alasan
kekerasan dalam rumah tangga tidak berjauh berbeda dengan akibat perceraian
pada umumnya seperti : pemenuhan kewajiban orang tua kepada anak sampai
dewasa, pemenuhan nafkah dan mutaah isteri yang tidak nusyud serta
pembagian harta bersama.
Saran penulis : kepada pengadilan agama untuk meerapkan undang-
undang KDRT terhadap pemberian putusan perceraian alasan kekerasan dalam
rumah tangga hal ini dikarenakan norma hukum bersifat saling melengkapi untuk
memperoleh keadilan yang setara.
Kata kunci : Perceraian, sinkronisasi, kekerasan dalam rumah  tangga.
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Abstract




Marriage is a step taken by men and women to form a family that is
eternal and eternal. However, these ideals are not all marriages can make it
happen even some broken with divorce. Divorce has a diverse base one of the
causes of divorce of domestic violence. Domestic violence has closeness to Law
No. 23 of 2004. However, the position of the law is not revealed to the religious
court which is one of the containers that accept and decide the marriage with a
divorce. It is therefore important to analyze the synchronization of the divorce law
synchronization due to the violence in the household.
740The purpose of this study was to find out the reasons for divorce
under marriage law, to examine the form of domestic violence that could be the
reason for divorce and the result of divorce based on violence in the household.
Research conducted is normative juridical research with case approach
method, data source is secondary data. Cases in the form of religious court
verdicts will be analyzed to find synchronization between law number 23 of 2004
on domestic violence behavior with Compilation of Islamic law.
The result of the research is that the reasons for divorce by marriage law
are 8 points: gambler, compactor, drunkard become one unit, leave family for 2
years without permission, 5 years imprisonment, disability or illness, cruelty,
breaking takliktalak and murtad. Forms of domestic violence as a reason for
divorce are derived from the details of Law No. 23 of 2004 with the compilation of
Islamic law: physical violence (beatings, torture), physical violence (humiliation,
abuse), sexual violence (coercion) and neglect not a family that is usually based
on one side leaving the other). The result of divorce with violence in the
household is not much different from the result of divorce in general, such as:
fulfillment of parent obligation to child to adulthood, fulfillment of livelihood and
mutaah wife who is not nusyud and sharing of joint property.
Authors' suggestion: to the religious courts to apply the domestic violence
law to the divorce rationale for domestic violence reasons this is because the
legal norms are complementary in order to obtain equal justice.
Keywords: Divorce, synchronization, domestic violence.
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Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh
Allah SWT yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan
hubungan suami isteri, sehingga seseorang dapat meneruskan
keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain
perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk
membentuk sebuah keluarga.
Sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir sampai meninggal
dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain, atau manusia tidak
dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya.1 Sejak
dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan
sesamanya dalam suatu kelompok. Di samping itu, manusia juga punya
hasrat untuk bermasyarakat. Manusia sebagai mahluk individu bisa saja
mempunyai sifat untuk hidup menyendiri tetapi manusia sebagai mahluk
sosial tidak dapat hidup menyendiri.  Manusia harus hidup bermasyarakat,
sebab ia lahir, hidup berkembang, dan meninggal dunia di dalam
masyarakat.
Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
TentangPerkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir
1Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
Cetakan 3, 2004, halaman. 1.
1
2batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.
Bagi masyarakat Indonesia, sudah menjadi pegangan hidup atau
pandangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan,
kelahiran dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-
ketentuan agama.2Orang yang taat pada agamanya tidak mudah berbuat
sesuatu yang melanggar larangan agamanya dan kepercayaannya. Selain
larangan-larangan, agamanya juga mempunyai peraturan-peraturan yang
memuat perintah-perintah yang wajib dan harus ditaati.3Hal ini disebabkan
Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang besar dalam kehidupan
seseorang, juga bagi orang tua anak gadis, perkawinan anaknya itu
sangat mengharukan, dimana orang tua tersebut melepaskan anak
mereka yang dicintainya itu, lalu berangkat menempuh hidup baru
bersama suaminya.4Hampir dalam semua tradisi hukum, baik civil law,
common law, maupun Islamic law, perkawinan adalah sebuah kontrak
berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang
pria dan wanita untuk menjadi suami-isteri.5Dalam hal ini, perkawinan
selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti
penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dalam
2Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Penerbit Bina Aksara,
Jakarta, Cetakan I, 1988, halaman. 97.
3Rusdi Malik, Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit
Universitas Trisakti, 1990, Jakarta, halaman. 11.
4Chainur Arrasjid, Op.Cit., halaman. 5.
5Retnowulan Sutanto, Wanita dan Hukum, Himpunan Karangan Hukum yang
Penting Bagi Kaum Wanita, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, halaman. 35.
3pembentukan peradaban. Mulai secara tradisional, suami dalam semua
sistem tersebut bertugas
menyiapkan tempat tinggal, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan
melindungi keluarga secara umum. Sementara itu isteri berkewajiban
mengurus rumah tangga, tinggal di rumah, melakukan hubungan seksual
dengan suami dan memelihara anak-anak.
Beragamnya kepentingan antar manusia dapat terpenuhi secara
damai, tetapi juga menimbulkan konflik jika tata cara pemenuhan
kepentingan tersebut dilakukan tanpa ada keseimbangan sehingga akan
melanggar hak-hak orang lain.6walaupun prinsip- prinsip perkawinan
merupakan hal yang harus dipegang teguh dan di jaga sampai selamanya
atau sifatnya kekal, Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan
dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali
perkawinan harus putus di tengah jalan. Hal ini bisa disebabkan karena
banyak faktor, antara lain ialah karena adanya kekejaman/kekerasan
(Perilaku Destruktif) yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/isteri)
dalam sebuah perkawinan.
Perilaku kekerasan dalam rumah tangga sering ditemui di dalam
sebuah perkawinan, dan tidak jarang sampai kerana hukum dan
persidangan yang berujung pada perceraian. Tindak kekerasan dalam
rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain
adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya. Negara
6Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta,
Cetakan I, 1994, halaman. 1.
4indonesia sangat melarang adanya tindakan kekerasan dalam rumah
tangga sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
bahwa: “Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama
kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia
dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”.
Hal ini berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar
Tahun 1945 yang menentukan bahwa : “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Rumusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat ditemui
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan
bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga”. Tindakan kekerasan dalam rumah
tangga yang menjadikan perempuan sebagai korban adalah lebih sering
terjadi, walaupun tidak menutup kemungkinan perempuan bertindak
5sebagai pelaku dan laki-laki menjadi korbannya. Hal ini antara lain
disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia yang cenderung
menganut sistem patriarkhal.
Patriarkhal sebagai suatu struktur di mana kaum laki-laki yang
memegang kekuasaan yang nyata baik di dalam kebijakan pemerintah
maupun dalam perilaku masyarakat.7 Menurut Adeela Shabazz,
perkawinan yang dilanjutkan atau dijalani dalam kondisi yang tidak
bersahabat apalagi bila diwarnai perilaku destruktif maka hal tersebut
tidaklah dapat diterima8 dan apabila hal tersebut tidak dapat di atasi maka
perkawinan akan berakhir pada perceraian.
Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974
yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena
Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis
perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkkan putusnya
hubungan sebagai suamiisteri.9
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak
terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus.Sesuai
dengan asas perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu tujuan
perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya
putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada
kenyataannya Undang-undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai
7Rifyal Ka’bah, Op.Cit., halaman. 8.
8SP. Wasis, Pengantar Ilmu Hukum, UMM Press, Malang, Cetakan I, 2002,
halaman. 7.
9Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian : Palembang : Sinar Gravika, 2012
Halaman.15
6larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian
yang memutuskan perkawinan.10
Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang
telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan. Berdasarakan Pasal
19 PP No. 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi
karena alasan sebagai berikut :
1. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya
yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua Tahun berturut-
turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat
yang mengancam jiwa pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
sukar disembuhkam sehingga tidak bisa menjalankan
kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk
dirukunkan.
10H. Rusdi Malik, Memahami Undang-undang Perkawinan, Jakarta : Penerbit
Universitas Trisakti, 2010, Halaman. 89
7Menurut KUH Perdata Pasal 208 Dasar-dasar yang berakibat
perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :
1. Zinah
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk
3. Dikenakan penjara lima Tahun atau hukuman yang berat lagi
setelah dilangsungkan perkawinan
4. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh
salah seorang sumai atau isteri terhadap orang lainnya
sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa
atau mendatangkam luka-luka yang membahayakan.
Berdasarkan uraian diatas menujukan bahwa untuk mewujudkan
keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada
kualitas perilaku dan kemampuanpengendalian diri dari masing-masing
anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut, jika kualitas perilaku dan
kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup
rumah tangga tersebut buruk dan tidak dapat dikontrol maka keutuhan
dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu, karena kondisi
tersebut berpotensi menimbulkan adanya tindak kekerasan dalam rumah
tangga yang pada akhirnya memunculkan rasa tidak adil atau tidak aman
bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.
Sinkronisasi antara Undang-undang perkawinan dengan Undang-
undang KDRT sering memunculkan kesenjangan, dalam konsep Undang-
undang No.1 1974 menerangkan perkawinan merupakan suatu hal yang
8bersifat kekal yang sifat hukumnya berdasarkan keperdataan sedangkan
Undang-undang KDRT sifat hukumnya lebih kepada sistem hukum pidana
Oleh karena itu dengan dilatarbelakangi dan di dasari uraian di atas,
makapenulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengakaji sikronisasi
tersebut yang dituangkan dalam tesis penulis dengan judul :“Sinkronisasi
Hukum Perceraian Akibat Adanya Perilaku Kekerasan Dalam Rumah
Tangga”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di
atas, makatimbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh
penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok
permasalahan sebagai berikut :
1. Mengkaji dan menganalisis alasan perceraian dalam sistem
hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.
2. Mengkaji dan menganalisisbentuk Kekerasan dalam Rumah
Tangga yang dapat dijadikan alasan perceraian.
3. Mengkaji Sinkronisasi hukum perceraian akibat kekerasan dalam
rumah tangga dan akibat hukum yang ditimbulkanya.
9C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini terutama untuk memperoleh jawaban
ataspermasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan dalam
perumusan masalah di atas, yaitu :
1. Untuk mengkajidan menganalisis alasan perceraian dalam sistem
hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk kekerasan dalam
rumah tangga yang dapat dijadikan alasan perceraian
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Sinkronisasi hukum perceraian
akibat kekerasan dalam rumah tangga dan akibat hukum yang
ditimbulkanya.
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis
maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum.
1. Kegunaan secara teoritis.
Penelitian ini semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Kegunaan secara praktis.
Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang




Keaslian penelitian dalam pembuatan karya ilmiah berbentuk tesis
harus betul – betul diperhatikan, hal ini akan dibutuhkan peninjauan
terhadap penelitian terdahulu apakah penelitian yang hendak kita lakukan
memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Peninjauan untuk
memperoleh keaslian penelitian (bukan tiruan) diperlukan untuk
menunjukkan bahwa penelitian yang kita lakukan merupakan penelitian
autentik dan karya asli penulis.
Walaupun terdapat penelitian yang lebih dahulu dilakukan terkait
perceraian disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga namun secara
detail penelitian yang dilakukan penulis ini mengangkat substansi yang
berbeda yang mengakibatkan penelitian yang dilakukan dikatakan murni
bukan tiruan ataupun bajakan. Berikut penulis lampirkan 3 (tiga) penelitian
yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
teteapi secara substansional berbeda.
1. Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah
Tangga di Kota Solok Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Penelitian ini dilakukan oleh Atrianti untuk menyelesaikan studinya
pada Masgister Kenotariatan UGM Tahun 2010. Penelitian ini
berusaha untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Solok; faktor-
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faktor terjadinya perceraian di Kota Solok; serta bagaimana
perlindungan hukum terhadap perempuan yang diceraikan akibat
KDRT dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004. Atrianti menyimpulkan
bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kota Solok
adalah karena kurang keharmonisan dalam rumah tangga, kurang
tanggungjawab, gangguan pihak ketiga, penganiayaan, krisis
akhlak dan faktor cemburu. Sedangkan faktor-faktor yang
menyebabkan KDRT adalah ekonomi, karena pekerjaan isteri,
perselingkuhan suami, campur tangan pihak ketiga, pemahaman
yang salah terhadap ajaran agama, kebiasaan suami minum-
minuman keras, dan kebutuhan biologis. Perlindungan hukum yang
diberikan oleh negara dapat dilihat dalam Pasal 33, 34, 41 UU No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4, 5 dan 26 UU No.
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Salah Satu Sebab
Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Propinsi
DI. Yogyakarta
Penelitian ini merupakan tesis yang ditulis oleh A. Awaludin Tahun
2006 pada Program Magister Ilmu Hukum UGM. Fokus
permasalahan yang diteliti adalah tentang bagaimana
pertimbangan hakim dalam memutus perkara KDRT sebagai salah
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satu sebab perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan
Negeri di Propinsi DI. Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa perkara KDRT sebagai salah satu sebab perceraian di
Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) merupakan
permasalahan perdata. KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis,
seksual dan penelantaran keluarga. Pertimbangan hukum yang
digunakan majelis hakim dalam memutus perkara KDRT sebagai
penyebab perceraian di PA dan PN adalah Pasal 39 ayat (2) UU
No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bagi
muslim dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bagi
non muslim dan tak satupun dalam perkara perdata perceraian
tersebut menggunakan UU P-KDRT sebagai konsideran dalam
putusannya.
3. Siti Nakiyah, Kekerasan Terhadap Isteri dalam Rumah Tangga
sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Salatiga Tahun 1999-2001), dengan fokus penelitian bagaimana
bentuk kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga yang dapat
dijadikan sebagai alasan perceraian, bagaimana motif tindakan
kekerasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga di Pengadilan
Agama Salatiga Tahun 1999-2001 dan bagaimana sikap
Pengadilan Agama Salatiga dalam penyelesaian proses perkara
perceraian dengan alasan kekerasan terhadap isteri dalam rumah
tangga. Hasil penelitiannya yaitu: bentuk kekerasan terhadap
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isteridalam rumah tangga dapat berbentuk fisik dan psikis, motifnya
dikarenakan masalah ekonomi, nilai budaya dan pemahaman
agama yang kurang dan sikap hakim sangat bijaksana dan
memberi keadilan kepada kedua belah pihak. Penelitian ini jelas
berbeda dengan penelitian penulis baik dari judul, fokus penelitian
dan hasil penelitiannya.
F. Kerangka Teori dan Konsepsi
1. Kerangka teoritis
Teori akan membantu peneliti dalam merumuskan masalah yang
akan ditinjauan dalam permasalahn yang diteliti, kerangka teori
memberikan arahan kepada peneliti untuk lebih menspesifikan penelitian
untuk memperoleh arah yang jelas dan pengembangan masalah yang
berpatokan kajian umum yang diharapkan dapat menerangkan konflik
dalam suatu permasalahan. Teori merupakan salah satu konsep dasar
penelitian sosial. Teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, defenisi
dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu
fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.11
Erwan dan Dyah (2007) teori menurut definisinya adalah
serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk
menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu. Lebih lanjut beliau
mengatakan bahwa teori merupakan salah satu hal yang paling
11Ali Hosien Hakeem, et.al., Membela Perempuan, Al-Huda, Jakarta, 2005,
halaman. 255.
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fundamental yang harus dipahami seorang peneliti ketika ia melakukan
penelitian karena dari teori-teori yang ada peneliti dapat menemukan dan
merumuskan permasalahan sosial yang diamatinya secara sistematis
untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis
penelitian.
Kerlinger (1978) mengemukakan bahwa Theory is a set of
interrelated construct (concepts), definitions, and proposition that present
a systematic view of phenomena by specifying relations among variables,
with purpose of explaining and predicting the phenomena. Teori adalah
seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi
untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan
antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan
meramalkan fenomena.Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori adalah
seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara
sistematis yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan
fenomena.Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Teori berfungsi
untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar merumuskan
hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian.
Semua peneliti harus berbekal teori agar wawasannya menjadi lebih luas
dan dapat menyusun instrumen penelitian yang baik.
Pentingnya teori adalah sebagai kerangka kerja penelitian. Teori
sangat berguna untuk kerangka kerja penelitian, terutama untuk
mencegah praktek-praktek pengumpulan data yang tidak memberikan
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sumbangan bagi pemahaman peristiwa. Empirisme yang polos, menurut
Suppes (dalam Bell, 1986) merupakan bentuk coretan mental dan
ketelanjangan tubuh yang jauh lebih menarik daripada ketelanjangan
fikiran. dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan 3 teori yang
diharapkan sebagai dasar menerangkan segala masalah yaitu, teori
perjanjian, teori hukum dan teori Perlindungan hukum.
1. Teori Kepastian Hukum
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma
adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das
sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang
harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia
yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang
bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu
maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu
menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau
melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan
pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga)
nilai identitas, yaitu sebagai berikut :
1) Asas kepastian hukum(rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari
sudut yuridis.
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2) Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut
filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua
orang di depan pengadilan
3) Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid
atau utility.
Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian
hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih
menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum
Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya
dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa
lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat
melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan
demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum
satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif
adalah keadilan
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua
pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak
boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu
dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
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bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.12
Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-
Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di
dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu
yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini,
hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,
tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya
kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum
dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang
bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan
bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau
kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
2. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo
awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini
bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran
ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno
(pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan
bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal
dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.
Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral
12Komnas Perempuan, Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang
Kekerasan Dalam
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adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari
kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.13
Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond
bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat
karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan
terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan
cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan
hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia,
sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan
kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni
perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala
peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada
dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk
mengatur hubungan prilaku antara anggota - anggota masyarakat
dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap
mewakili kepentingan masyarakat.
Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)
yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan
13Rumah Tangga, http://www.komnasperempuan.com, halaman. 81.
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oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan
perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,
melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk
mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan
politik untuk memperoleh keadilan sosial.14
Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa
perlindungan hukum bagi rakyatsebagai tindakan pemerintah
yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang
mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan
yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa,
termasuk penanganannya di lembaga peradilan.15
Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa
fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan
yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang
lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula
untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujud
kan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila
dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum
mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya
dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit
14https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/
15Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com.
(02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014
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mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari
penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan
hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum
agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat
penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang
diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.16
Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan
yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus
memberikan perlindungan terhadapsemua pihak sesuai dengan
status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang
sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib
menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum,
maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan
perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek
dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.
Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori
interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno
Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan
salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan
yang gamblang mengenai teks Undang-undang agar ruang
lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa
tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang
16Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman.59.
21
harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh
masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa
konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk
mengetahui makna Undang - Undang. Pembenarannya terletak
pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkritdan
bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.17
Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan
hukum (rechtsvinding),berangkat dari pemikiran, bahwa
pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau
penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju
kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat
mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.
Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui
makna Undang-undang.18
3. Teori Sikronisasi Hukum
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkron berarti
pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai,
selaras. Sinkronisasi yaitu perihal menyinkronkan,
penyerentakan. Dan sama juga dengan kata harmonisasi yaitu
upaya mencari keselarasan. Sinkronisasi peraturan perundang-
undangan adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai
17Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya
Bakti,Bandung, 1999, halaman.23.
18Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, halaman.82-83
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peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan
perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun
yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan
sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk
perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi
(suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis
pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi
muatannya.
Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk
mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang
dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi
penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.
Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu :
1) Sinkronisasi Vertikal
Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang
tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang
lain. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan hirarkhi
peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
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a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;





Di samping harus memperhatikan hirarkhi peraturan
perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi
vertikal, harus juga diperhatikan kronologis Tahun dan
nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan.
Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat
apakah suatu peraturan perundangan-undangan yang
berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling
bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari
sudut vertikal atau hirarki peraturan perundang-undangan
yang ada.
2) Sinkronisasi Horisontal
Sinkronisasi Horisontal dilakukan dengan melihat
pada berbagai peraturan perundang-undangan yang
sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait.
Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara
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kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Sinkronisasi secara horizontal bertujuan untuk
menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-
undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu
mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang
sederajat mengenai bidang yang sama.
Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini
sinkronisasi membahasa tentang keselarasan hukum dalam
menjalankan fungsinya yaitu antara Undang-undang
perkawinan ( Undang-undang No.1 Tahun 1974) dengan
Undang-undang yang mengatur tentang kekersana dalam
rumah tangga (Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Melihat
keselarasan yang dimaksud dengan memkaji tujuan dan
kepentingan hukum tersebut, sebagaimana dalam penelitian
ini yaitu mengkaji keselarasan kedua produk hukum yaitu
Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang
tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai hukum
yang mengatur kekeluargaan.
Keterbentukan atau hadirnya Undang-undang No 23
Tahun 2004 merupakan produk hukum yang salah satu
tujuannya menciptakan keluarga yang tentram. Kehadiran
Kata “menciptakan” tersebut memberikan pandangan lewat
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hukum tersebut  bahwa Undang-undang tersebut bukan
semata-mata aturan saja melainkan memperjelas antara hak
dan kewajiban dalam sebuah keluarga, agar hendaknya
keluarga yang terbentuk itu bukan keluarga yang
menanggung kesengsaraan atau keluarga yang penuh
polemik hukum yang bahkan mengakibatkan perpecahan.
2. Kerangka Konsepsi
1) Perkawinan
Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita
kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah
tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama
dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul
dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling
berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.
Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut
“keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa,
keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah
adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha
dari Tuhan Yang Maha Esa.19
Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia
sebagaimana disebutkan di atas, maka diperlukan perkawinan.
19Setiady, Tolib, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan),
Penerbit Alfabeta, Bandung
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Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan
norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya
perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami isteri tersebut
sangat tergantung pada kehendak dan niat suami isteri yang
melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu
perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan
suami isteri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang
semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu
biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu
perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu
perceraian, maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh
keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.20
Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga
adalah sendi masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya
bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai
kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan.
Oleh karena itu, masalah perkawinan ini dengan prolog dan
epilognya, pengamanan, dan pengamalan tata aturannya adalah
menjadi tugas suci bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam
agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang
sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang
telah ditetapkan dalam kitab suci.
20Soekanto Soerjono, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung, 1983
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Demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-
nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat
prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati
aturan pelaksanaan sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai
dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama.
Demikian pula dengan negara Indonesia, masalah perkawinan
merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak
Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian
yang sangat serius dalam hal perkawinan ini. Banyak aturan
perundang-undangan telah dibuat untuk mengatur masalah
perkawinan ini, terakhir adalah lahirnya Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 serta beberapa peraturan lain yang intinya
mengatur tentang perkawinan agar dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan,21
seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Bab I Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang
sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
21Sudantra, I Ketut, dkk, Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali, Udayana
University Press, Denpasar, 2011
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Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan
dengan hal tersebut, agar perkawinan perkawinan terlaksana
dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu harus di
dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pihak keluarga
masing-masing calon mempelai juga diharapkan untuk memberikan
restu perkawinan yang dilaksanakan itu.22
Perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua
instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat
perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau
lembaga yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan
untuk nikah, talak, dan rujuk bagi orang-orang yang beragama
Islam, dan Kantor Catatan Sipil (Bugerlijk Stand).23
2) Perceraian
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam berusaha semaksimal mungkin adanya
perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian
kepada titik yang paling rendah. Pembuat Undang-undang ini
menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan
sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja
22Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1998
23Tjokrowisastro, Soedjito, Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil, PT. Bina
Aksara, Jakarta, 1985
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kepada pasangan suami isteri tersebut, tetapi juga kepada anak-
anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh
karena itu, pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah
harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar
perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat
dikandung badan.
Banyak Sosiolog mengemukakan bahwaberhasil atau
tidaknya membina suatu masyarakat sangat ditentukan
olehmasalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor di
antara beberapafaktor yang lain. Kegagalan membina rumah
tangga bukan saja membahayakanrumah tangga itu sendiri, tetapi
juga sangat berpengaruh kepada kehidupanmasyarakat. Hampir
separuh dari kenakalan remaja yang terjadi beberapanegara
diakibatkan oleh keluarga yang berantakan. Di suatu masyarakat
yangbanyak terjadinya perceraian merupakan ukuran kondisi dari
masyarakattersebut.24
Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan
dalih bahwaperceraian itu hak suami harus segera dihilangkan.
Pemikiran yang keliru iniharus segera diperbaiki dan dihilangkan
dalam masyarakat. Hak cerai tidakdipegang oleh suami saja, tetapi
isteri pun dapat menggugat suami untukmeminta cerai apabila ada
hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tanggayang dibina itu
24Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan I,
Kencana,Jakarta, 2006, halaman. 1.
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tidak mungkin diteruskan. Untuk itu, Undang-undang
inimerumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan
pengadilan.Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan
dianggap tidakmempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak
diakui kebenarannya.
Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk
mendamaikan agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap
sidang dilaksanakan. Undang-undangNomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanyadipersulit
pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian
jikaseandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan,
itupun harusdilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang
pengadilan. Perceraianyang demikian ini merupakan hal baru
dalam masyarakat Indonesia, yangsebelumnya hak cerai
sepenuhnya berada di tangan suami yangpelaksanaannya dapat
dilakukan secara semaunya.
Pelaksanaan yang sepertiini sungguh sangat
memprihatinkan pihak isteri, biasanya pihak suami
setelahmenceraikan isterinya sama sekali tidak memperhatikan
hak-hak isteri dan anaka-naknya.Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Pasal 38menerangkan bahwa
perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, danatas
keputusan Pengadilan, kemudian dalam Pasal 39 disebutkan
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bahwaperceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan setelahPengadilan yang bersangkutan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikankedua belah pihak. Untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan bahwaantara suami isteri itu
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
Tata caraperceraian di depan sidang Pengadilan diatur
dalam peraturan perundangundangantersendiri. Adapun alasan-
alasan yang dapat digunakan sebagaidasar untuk perceraian
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 PeraturanPemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi, danlain sebagainya yang sukar
disembuhkan pemboros, pemakai obat-obatterlarang);
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua)
Tahun berturut-turuttanpa izin pihak yang lain dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya
(pergi tanpa kabar berita);
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun
atau hukumanyang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yangmembahayakan terhadap pihak lain;
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5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkantidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
membedakanantara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai gugat
diajukan ke pengadilan olehpihak isteri, sedangkan cerai talak
diajukan oleh pihak suami ke pengadilandengan memohon agar
diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada
isterinyadengan suatu alasan yang telah disebutkan.Pada
Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditambahkan beberapa
mengenaialasan perceraian selain alasan cerai yang ditetapkan
secara enumeratif dalamPasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 juncto Penjelasan Pasal 39 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974. Alasan tersebut tercantum dalamPasal
116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :
1. Suami melanggar taklik talak; dan
2. Peralihan agama atau murtad.
Penambahan ini di dasarkan atas pengalaman selama
ini. Sering Pengadilan Agama menolak gugatan perceraian atas
dalil suami atau isteriberalih agama (murtad). Alasan penolakan
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yang dilakukan Hakim di dasarkan pada pertimbangan bahwa
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak mengatur murtad
sebagai alasan cerai. Padahal ditinjau dari segi Hukum Islam,
hal itu sangat beralasan untukmemecahkan perkawinan.
3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia,
aman, tenteram,dan damai merupakan dambaan setiap orang
dalam rumah tangga. NegaraRepublik Indonesia adalah negara
yang berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa dijamin oleh Pasal 29
Undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.
Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumahtangga dalam
melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh
agama.25Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka
membangun keutuhanrumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan
dan kerukunan tersebut, sangattergantung pada setiap orang
dalam lingkup rumah tangga, terutama kadarkualitas perilaku dan
pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah
tanggatersebut.
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika
kualitas danpengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada
akhirnya dapat terjadikekerasan dalam rumah tangga sehingga
25Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1982), halaman
103.
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timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang
berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.Kekerasan dalam
Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadapseseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
ataupenderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atauperampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumahtangga.Kekerasan dalam
rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasanberbasis
gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi
genderdalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan
masyarakat.26
Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak
kekerasan secara fisik,psikis, seksual, dan penelantaran rumah
tangga pada kenyataannya seringterjadi sehingga keutuhan rumah
tangga tidak dapat terselamatkan.
1) Kekerasan fisik;
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa
sakit,jatuh sakit, atau luka berat.
2) Kekerasan psikis;
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan,hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
26Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana,
2007, halaman 228.
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kemampuan untuk bertindak, rasatidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.
3) Kekerasan seksual;
a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap
orang yangmenetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang
dalam lingkuprumah tangganya dengan orang lain untuk
tujuan komersial dan/atautujuan tertentu.
4) Penelantaran rumah tangga.
Penelantaran rumah tangga ada perbuatan di mana
seseorang tidakmemberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang dilingkup keluarganya. Penelantaran
dimaksud juga berlaku bagi setiap orangyang mengakibatkan
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasidan/atau
melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar
rumahsehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.27
d. Sikronisasi Hukum
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkron berarti pada waktu
yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Sinkronisasi yaitu perihal
menyinkronkan, penyerentakan. Dan sama juga dengan kata harmonisasi yaitu
upaya mencari keselarasan.
27Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap perempuan korban
kekerasan seksual : Advokasi atas hak asasi perempuan, PT. Rafika Adhitama,
Bandung.
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Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan
penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang
mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar
substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih,
saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis
pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun
tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan
suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai
bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.
Sinkronisasi hukum yang akan dibawas dalam penelitian ini adalah
sinkronisasi antara Undang-undang larangan kekerasan dalam Rumah Tangga
(UU No. 23 Tahun 2004) terhadap Kompilasi hukum islam pada materi
perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. Pada bahasan akan
membahas kedekatan antara Undang –undang tersebut yang salah satunya
yaitu produk hukum untuk peradilan umum dengan kecenderungan pidana.
Sementara Kompilasi hukum islam mengacu pada keperdataan. Penulis dalam
membahas akan mengkaji sekaligus menganalisis jenis-jenis perbuatan
kekerasan yang digolongkan pada UU No. 23 Tahun 2004 yang memiliki




Dalam penulisan tesis ini diperlukan sebuah metode penelitian, hal
ini dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan data-data yang valid
dan akurat sehingga dapat dipercaya kebenaranya dan pada akhirnya
dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka
dari itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian
sebagai berikut :
2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, dengan
meneliti asas – asas kepustakaan terkait data-data yang menyangkut
hukum yang mengatur perceraian. Pelaksanaan penelitian normatif dalam
penelitian ini dilakukan dengan meneliti sinkronisasi Kompilasi Hukum
Islam terhadap Undang-undang yang mengatur kekerasan dalam rumah
tangga. Kesingkronan tersebut akan di kaitkan dengan pemberian putusan
oleh majelis hakim terhadap kasus perceraian yang memiliki
kesinambungan dengan masalah KDRT. Metode penelitian hukum
normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau
cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama
penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk
mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan
penelitian terhadap masalah hukum.
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Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang
ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).28
Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana hukum dalam melindungi
seluruh pihak yaitu pihak suami, isteri dan pihak ketiga dalam pembuatan
perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Spesifikasi
penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu
memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai
segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni
kaitannya dengan perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam
rumah tangga yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang
menyangkut permasalahan yang diteliti.
3. Metode Pendekatan
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka
penulis menggunakan metode metode pendekatan normatif, karena
penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau
data sekunder berkaitan dengan cerai talak dan cerai gugat dengan
alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya dengan
menggunakan pendekatan kasus, dimaksudkan untuk mendapatkan
kejelasan mengenai perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam
rumah tangga. Melalui analisis kasus akan menemukan kesingkronan
penggunaan Undang-undang kdrt terhadap kompilasi hukum islam
berdasarkan pemberian putusan hakim.
28Edi Warman, 2015, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Medan, PT
Sofmedia halaman. 25-30
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4. Alat Pengumpul Data
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data
sekunder ini mencakup :
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
dan terdiri dari :
1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
2) Undang-undang Dasar 1945;
3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;
5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;
6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;
8) Kompilasi Hukum Islam;
9) Peraturan Perundang-undangan di bidang Perkawinan; serta
10) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkawinan,
perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perkawinan;
2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perceraian; dan
3) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.
c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk




4. Proses Pengambilan dan Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya
pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.
Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman
pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan
membaca dan menganalisa sumber hukum tertulis. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini meliputi : Alat pengumpul data yang digunakan dalam
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a. studi kepustakaan, meliputi :29
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat, yangterdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar,
peraturan dasar, peraturanperundang-undangan, bahan
hukum yang tidak dikodifikasikan,yurisprudensi, traktat, dan
bahan hukum dari zaman penjajahan yanghingga kini masih
berlaku;
2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan
penjelasanmengenai bahan hukum primer, seperti
rancangan Undang-undang, hasilpenelitian, hasil karya dari
kalangan hukum, dan seterusnya; serta
3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan
petunjuk maupunpenjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder.
5. Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis
secarakualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara
sistematis untukselanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan
mengenai perceraian denganalasan adanya kekerasan dalam rumah
tangga. Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa
melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang
29E.Zaenal Arifin, Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah, Gramedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998
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dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Secara
sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan yang memberikan
telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah
atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan
terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang
telah dikuasai.30
Semua data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisa secara
deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan
menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas
dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas,
dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga
diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.
Kemudian peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan
hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang
diharapkan atau diperlukan, dan data atau bahan hukum mana yang tidak
relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian, sehingga
dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah
kualitas data,31 kualitas data yang berhubungan dengan norma-norma,
asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan peranan Majelis
Kehormatan Notaris dalam membina dan melindungi Notaris terhadap
kepentingan penyidikan.
30Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 47.
31Mukti Fajar Ibid.,Halaman 192.
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BAB II
ALASAN PERCERAIAN DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN
YANG BERLAKU DI INDONESIA
A. Perceraian dalam Konteks Hukum Perkawinan
1. Defenisi perceraian
Pada dasarnya setiap manusia menginginkan agar perkawinan
yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan untuk selama-lamanya,
namun dalam kenyataannya harapan itu tidak selalu dapat diwujukan.
Menurut K. Wantjik Saleh seperti yang dikutip oleh Rachmadi Usman
bahwa perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah
berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.32
Dalam kenyataannya sering terjadi suami isteri tidak memahami hak dan
kewajibannya dalam rumah tangga sehingga menimbulkan pertengkaran
yang dapat menyebabkan hubungan suami isteri tidak harmonis. Ketidak
harmonisan dalam rumah tangga ada kalanya masih dapat diatasi tetapi
ada jugayang harus diakhiri dengan perceraian.
Perceraian adalah berakhirnya kehidupan rumah tangga antara
suami-isteri ketika para pihak masih hidup dengan didasarkan pada
alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu
keputusan Hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Pasal 38 UU No. 1
32Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di
Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I, 2006, halaman. 231.
43
44
Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena
kematian, perceraian, atau atas keputusan Pengadilan.33Hukum Islam
membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu dianggap
jalan yang lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan
yang tidak bahagia.
Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi
penderitaan, karena itulah undang –undang perkawinan maupun hukum
Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah
perceraian.34Perceraian itu hendaklah hanya dilakukan sebagai tindakan
yang terakhir setelah segala upaya telah dilakukan untuk memperbaiki
dan mempertahankan kehidupan perkawinan. Dengan kata lain
perceraian itu adalah sebagai way outpintu darurat bagi suami-isteri demi
kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.
Pengertian perceraian menurut para ahli diantaranya, adalah:
1. Menurut R. Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan
dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam
perkawinan itu.35
2. Menurut Soemiyati, perceraian adalah putusnya ikatan
perkawinan antara suami isteri dengan keputusan Pengadilan
33Al Munawar, ibid, Halaman 97
34Hasan, Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. Cet. 2; Jakarta:
Siraja, 2006.
35Soebekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Bandung: Inter Masa, 1987.
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dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan
dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.36
3. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran
suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan
Hakim atas tuntutan salah satu pihak atau kedua belah pihak
dalam perkawinan.37
4. Menurut Erna, perceraian adalah cerai hidup antara pasangan
suami isteri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan
obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat
sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana
pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi
diakui oleh hukum yang berlaku.
Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “At-Talak”
yang secara bahasa (etimologi) bermakna meninggalkan atau
memisahkan, ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya,
secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam
antara suami dan istri atas kehendak suami. Dalam Bahasa Indonesia,
kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah,
kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran“an”, yang berfungsi
sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”,
36Soemiyati, 1986,Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,
Liberty , Yogyakarta,
37 NPH.Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung,
1984.
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yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.38 Menurut Syekh
Muhamad bin Qosim Al Ghozy dalam sebuah kitabnya yang berjudul
Fathul Qorieb memberikan pengertian talak sebagai nama bagi suatu
pelepasan tali pernikahan, pendapat ini hampir sama dengan pendapat
yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz dalam
kitabnya Fathul Mu’in, dalam kitab tersebut talak diartikan sebagai cara
melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz tertentu.
Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa
pendapat Imam Madzhab, Imam Syafi’I berpendapat bahwa talak ialah
melepaskan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan
itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian talak sebagai
suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa
yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan
pengertian talak secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang
mengartikan talak sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan
gugurnya kehalalan hubungan suami istri.39 Perceraian bisa juga diartikan
sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.60
Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian talak terdapat dalam Pasal 117
yang menyatakan : “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang
Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”.
Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan




ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak
dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.
2. Dasar Hukum Perceraian
Dasar hukum perceraian pada Undang-undang Perkawinan
terdapat pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya
Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang
Putusnya Perkawinan Pasal 113-Pasal 128. Selain dalam aturan-aturan
yang dikoodifikasi, para ahli-ahli fiqih juga memiliki pendapat yang
berbeda mengenai hukum percerain menurut Islam, pendapat yang paling
benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan “terlarang”, kecuali
karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat seperti ini ialah
golongan Hanafi dan Hambali. Adapun alasannya yaitu:
Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka
merasai dan bercerai.” (Maksudnya: suka kawin dan bercerai).
Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan kawin
adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi tidak
halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat memperbolehkan cerai bila
suami meragukan kebersihan tingkah laku isteri, atau sudah tidak punya
cinta dengannya. Golongan Hambali lebih menjelaskannya secara
terperinci dengan baik, yang ringkasnya sebagai berikut:
“Talak itu, adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah dan
adakalanya sunnah”
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Menurut Sayyid Sabiq, talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak
hakam (penengah), karena perpecahan antara suami isteri yang sudah
berat. Ini terjadi jika hakam berpendapat bahwa talaklah jalan satu-
satunya menghentikan perpecahan.
Talak haram yaitu talak tanpa ada alasan. Oleh karena merugikan
bagi suami dan isteri serta tidak ada kemaslahatan yang mau dicapai
dengan perbuatan talaknya itu, jadi talaknya haram. Dalam riwayat lain
dikatakan talak dibenci oleh Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda:
perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak, dalam kalimat lain
disebutkan: “tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibenci-Nya
selain daripada talak”. Talak itu dibenci bila tidak ada alasan yang benar,
sekalipun Nabi SAW. Menamakan talak sebagai perbuatan halal karena ia
merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang
dianjurkan oleh agama. Talak sunnah yaitu dikarenakan isteri
mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti sholat dan sebagainya,
sedangkan suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan
kewajibannya tersebut, atau isteri kurang rasa malunya.40
Dalam keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras
kepada isterinya, agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan
maharnya untuk bercerai. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-
Nisaa Ayat 19 :
40Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an Huruf Arab dan Latin,
Fa.Sumatra, Bandung, 1978.
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“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka
karen hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakuka perbuatan keji
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian
bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan
padanya kebaikan yang banyak”.
B. Alasan Perceraian Berdasarkan Hukum Perkawinan
Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Oleh karena tidak ada
perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.41
Dengan demikian, perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau
jasmani,tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.
Adakalanya suami isteri dalam rumah tangga tidak mengetahui dan
menghayati makna dan tujuan perkawinan, sehingga dalam mengarungi
bahtera rumah tangga mengalami sesuatu yang tidak diinginkan.
Perkawinan yang sudah tidak menemukan kebahagiaan dan
membawa kemaslahatan serta jauh dari ridha Tuhan, maka dapat
dimaklumi kalau perkawinan itu harus diakhiri, akan tetapi perceraian
janganlah dianggap semudah membalikan telapak tangan. Perceraian
tidak diperbolehkan kalau hanya terjadi keributan-keributan sepele, tetapi
perceraian baru dibolehkan jika terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang
41Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar
Maju,Bandung, Halaman 23
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sangat prinsip dalam kehidupan rumah tangga.Pasal 39 ayat (2) UU No. 1
Tahun 1974 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup
alasan, bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami-isteri.42
Alasan perceraian dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1
Tahun 1974, semata-mata hanya didasarkan kepada tidak tercapainya
kerukunan antara suami-isteri dalam suatu kehidupan rumah tangga.
Namun, sebenarnya alasan ini diperjelas lagi dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975). Adapun alasan yang
dimaksud terdiri dari:43
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar ditentukan
Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan
dalam Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 menengaskan bahwa salah
satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau lain
sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum
perceraian. Selanjutnya keseluruhan alasan-alasan hukum perceraian
tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.Zina dapat dijadikan alasan hukum
42Zein, Satria Effendi M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Cet.
1;Jakarta: Kencana, 2004, Halaman 47
43Hasan, Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. Cet. 2; Jakarta:
Siraja, 2006.
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bagi suami isteri yang berkehendak melakukan perceraian. “Zina” menurut
Kamur Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang berarti:44
a. perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak
terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
b. perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan
dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang
perempuan yang terikan perkawinan dengan seorang laki-laki yang
bukan suaminya.45
Perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari
perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam
perkawinan.Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya
suatu ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan isteri sebagai pondasi
bagi terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.Oleh
karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam suatu
perkawinan, pihak suami atau isteri yang kesucian dan kesetiaannya
dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian. Ditinjau dari segi
kesehatan, para dokter telah sepakat perzinaan itu menyebabkan
penyakit-penyakit kotor, dimana banyak orang melakukan pekerjaan keji
itu, maka disanalah muncul penyakit-penyakit kotor.46 Rajasinga dan
kencing nanah tidak saja melemahkan rohani dan jasmani, tetapi juga
44Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. 1;
Jakarta: Balai pustaka, 2002.
45Basyir, Ahmad azhar. Hukum Perkawinan Indonesia. Yogyakarta: UII Press,
2000.
46Fatihuddin Abdul Yasin, Risalah Hukum Nikah, Terbit Terang, Surabaya, 2006,
Halaman 121
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membahayakan keselamatan rumah tangga. H.W Miller menjelaskan
bahwa perzinaan, sifilis atau rajasinga, dan gonorhoa atau  kencing
nanah, ialah dua jenis penyakit kotor yang berbahaya dan banyak
terdapat di zaman sekarang. Sesungguhnya hama penyakit ini dapat juga
masuk dalam badan dengan tidak melalui kemaluan, tetapi boleh
dikatakan bahwa penularan penyakit-penyakit ini hampir selalu
disebabkan oleh persetubuhan. Kedua macam penyakit ini telah banyak
membinasakan jiwa manusia. Penyakit kotor itu turun-temurun sampai
pada anak cucu.47
Zina merupakan salah satu alasan yang paling banyak
dipergunakan pasangan suami-isteri untuk memisahkan perkawinan
dengan cara cerai talak ataupun cerai gugat di muka Pengadilan. Zina
adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh suami atau isteri dengan
seseorang pihak ketiga, akan tetapi hubungan kelamin itu harus dengan
pihak ketiga yang berlainan seks yaitu suami atau isteri dari pasangan
lain.Dengan demikian perbuatan homoseksual ataupun lesbian tidak
termasuk pada pengertian perbuatan zina.48
Jadi, zina tidak hanya perbuatan bejat yang menodai kesucian dan
mengkhianatai kesetiaan dalam perkawinan.Tetapi juga sangat
membahayakan atau mengancam jiwa suami atau isteri, karena zina yang
dilakukan secara berulang-ulang dengan beragam atau berganti-ganti
pasangan dapat menimbulkan penyakit yang mematikan.
47Fatihuddin Abdul Yasin, Ibid. Halaman, 17
48Labib Mz, Menciptakan Keluarga Sakinah, Bintang Usaha Jaya,Surabaya,2006
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Pemabuk juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau isteri
yang berkehendak melakukan perceraian. “Pemabuk” menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang berarti “Orang yang
suka atau biasa mabuk” Kemudian “mabuk” adalah kata kerja (v), yang
berarti: 1.berasa pening atau hilang kesadaran; 2.berbuat diluar
kesadaran; lupa diri; 3.sangat gemar (suka) ; 4.tergila-gila, sangat birahi.
Selanjutnya selain zina dan pemabuk, pemadat juga dapat menjadi
alasan hukum bagi suami isteri untuk melakukan perceraian. “Pemadat”
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n), yang
artinya: Orang yang suka atau biasa mengisap madat. Adapun “madat”
adalah: kata benda juga (n) yang artinya “mengisap candu”.Pemabuk
adalah suatu predikat (sebutan) negative yang diberikan kepada
seseorang yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami
ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan dan minuman yang
memabokkan yang umumnya mengandung alcohol melebihi kadar yang
ditoleransi (over dosis) menurut indicator kesehatan, misalnya minuman
keras, gadung, dan lain-lain.49
Kemudian penjudi juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami
atau isteri yang berkehendak melakukan perceraian. “Penjudi” menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang artinya
“orang yang suka berjudi”. “Judi” adalah kata benda (n) yang artinya:
“Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan (seperti main dadu,
49Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia danIndonesia,
Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
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kartu). “Berjudi” adalah kata kerja (v), yang artinya: mempertaruhkan
sejumlah uang atau harta Jadi, pemadat adalah suatu predikat negatif
yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks suami atau isteri) yang
suka atau biasa mengkonsumsi (mengisap, memakan) bahkan mengalami
kecanduan atau ketergantungan (adiktif) terhadap narkotika dan obat-
obatan terlarang (narkoba), misalnya morpin, ganja, opinium, heroin, pil
koplo, pil ekstasi, dan lain-lain. Kemudian penjudi juga dapat dijadikan
alasan hukum bagi suami atau isteri yang berkehendak melakukan
perceraian.
“Penjudi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata
benda (n) yang artinya “orang yang suka berjudi”. “Judi” adalah kata
benda (n) yang artinya: “Permainan dengan memakai uang sebagai
taruhan (seperti main dadu, kartu). “Berjudi” adalah kata kerja (v), yang
artinya:
a. mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan
tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan
sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang
atau harta yang semula;
b. bermain judi, bermain dadu (kartu dan sebagainya) dengan
bertaruh uang.50
Penjudi adalah suatu predikat negatif yang diberikan seseorang
yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan terhadap
50Mulia, Siti Musdah. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: PT. Gramedia
PustakaUtama, 2004.
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judi.Implikasi negatif dari judi adalah menjadikan penjudi banyak
berangan-angan atau berkhayal, ingin cepat kaya dengan jalan pintas,
boros lemah hati dan fikiran.Baik zina, pemabuk, pemadat serta judi
adalah niat serta perilaku yang sukar utuk disembuhkan. Karena bila salah
satu pihak sudah terindikasi dengan hal-hal ini maka akan sering terjadi
cekcok antara rumah tangga dan berakibat tidak dapat lagi untuk
mempertahankan rumah tangga mereka agar tetap utuh.
Alasan perceraian untuk perbuatan judi, pemabuk dan pemandat,
haruslah sudah menjadi kebiasaan yang tidak mungkin dipulihkan lagi.
Alasan zina, penjudi, pemabuk adalah alasan-alasan yang dapat
dipergunakan untuk bercerai. Apabila isteri melakukan zina, memberi hak
kepada suami untuk menjatuhkan talak, sebaliknya apabila suami
melakukan zina, maka isteri dapat meminta cerai dengan hak meminta
agar perkawinan mereka dapat dipisahkan. Demikian juga dalam hal
suami pemabuk dan penjudi, isteri dapat minta cerai gugat agar
Pengadilan memisahkan perkawinan. Sebaliknya juga terhadap isteri
penjudi dan pemabuk, suami dapat menceraikannya dengan jalan
mentalakkannya.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua Tahun
berturut-turut tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar
kemampuannya.
Pasal 39 ayat (2) UU Np.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan
dalam Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah
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satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa
izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian. Meninggalkan
pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami
atau isteri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau
isteri baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah.51 Ini berarti
bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan
rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta,
sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau isteri
yang ditinggalkannya.Jadi, perceraian adalah solusi yang tepat untuk
keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada tapi secara
faktual sudah tidak ada lagi.
Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal
lain diluar  kemampuannya juga merupakan alasan hukum perceraian
menurut hukum Islam.52 Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh
Sudarsono, mengatur tentang nusyuzbaik yang datang dari pihak suami,
yaitu tidak mau menggauli dan tidak mau memberikan hak-hak,
sedangkannusyuz dari pihak isteri misalnya meninggalkan rumah tanpa
seizin suami, isteri berjalan dengan bukan muhrimnya tanpa seizin suami
dan sebagainya, disamping perbuatan lain yang senada dan sejenis.
Dalam arti luas nusyuzadalah suami atau isteri yang meninggalkan
51Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalamania
Indonesia,Jakarta, 1982
52Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh
Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Prenada Media, Jakarta, , 2006
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kewajiban bersuami isteri yang membawa kerenggangan hubungan di
antara keduanya dalam status sebagai suami isteri yang sah menurut
hukum yang berlaku.53
Pasal 211 KUH Perdata meninggalkan tempat kediaman sebagai
alasan untuk perceraian baru dapat dilakukan sesudah lewat tempo 5
Tahun, akan tetapi dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974
temponya dipersingkat menjadi 2 Tahun.Kemampuan memberikan nafkah
baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak
meninggalkan pihak lain dalam waktu yang lama tanpa seizin
pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya
pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya
sehingga bila pasangannya tidak rela, maka alasan tersebut dapat
dijadikan dasar pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan.
Ketentuan tersebut dipertimbangkan mengingat masing-masing
pihak baik suami maupun isteri mempunyai kewajiban masing-masing
dalam menjalankan hubungan kekeluargaan, kewajiban tersebut
merupakan inti dalam pemenuhan keluarga yang harmonis. Kewajiban
masing masing-masing pihak tersebut terealisasi apabila sepanjang
perkawinan setiap pihakmampu mewujudkan apa yang menjadi ketentuan
dalam sebuah keluarga.
53A.Nurani, Sikap Jender Patriarkhis dan Kekerasan Terhadap Isteri, Skripsi,
Yogyakarta, 2004.
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3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan
dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah
satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum
perceraian. Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat
membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami isteri untuk
melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat
suami isteri untuk melaksanakan kewajibannya.54Baik kewajiban yang
bersifat lahiriah maupun batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir
dan bathin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk
dipertahankan. Kemudian, hukuman penjara atau hukuman berat lainnya
dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, karena suami atau isteri terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu yang
ancaman hukumannya lebih dari 5 Tahun, misalnya tindak pidana
pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.
Secara psikologi hukum, tindak pidana yang dilakukan oleh suami
atau isteri yang kemudian dihukum penjara atau hukuman berat lainnya
berdasarkan putusan hakim di pengadilan, menunjukkan bahwa suami
atau isteri sebagai pelaku tindak pidana mempunyai perilaku hukum yang
54Koeswadji, Hermien Hadiati. Perkawinan dan Hukum Perkawinan. Ed.
1.Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga, 1976.
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sangat buruk, yang bermula atau bersumber dari ketidakmampuan suami
atau isteri untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku itulah
yang dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga,
karena terdapat potensi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tindak
pindana yang sama pernah dilakukan oleh suami atau isteri akan terulang
atau terjadi lagi.55
Dalam hukum islam, tidak ada ketentuan hukum khusus yang
mengatur tentang hukuman penjara atau hukuman berat lainnya sebagai
alasan hukum perceraian. Namun, implikasi negatif dari hukuman penjara
dan hukuman berat lainnya tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya
sebagai suami atau isteri.Selain itu, perilaku yang sangat buruk  sebagai
refleksi dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani
suami atau isteri juga dapat menjadi alasan hukum perceraian menurut
hukum Islam. Sedemikian buruknya perilaku suami atau isteri tersebut
(yang terefleksi dari hukuman penjara atau  hukuman berat lainnya yang
dijalaninya), menimbulkan perasaan was-was atau cemas akan
berulangnya kembali tindak pidana yang dilakukan suami atau isteri yang
bersangkutan.
Hukuman 5 Tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan kepada salah
satu pihak dan hukuman itu dijatuhkan sesudah terjadinya perkawinan.
Jadi baik suami maupun isteri dapat menuntut perceraian jika salah satu
pihak mendapat hukuman badan, tetapi hal ini baru merupakan alasan jika
55W.A.Gerungan, Psikologi Sosial, Refika Aditama, Bandung, 2002
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hukuman badan tersebut dijatuhkan setelah terjadinya perceraian.56Dalam
hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara
yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 Tahun atau lebih,
pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan
perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan
sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup
terpisah satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara
tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi
hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan
kebahagiaan rumah tangga.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang  membahayakan terhadap pihak yang lain.
Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan
dalam Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah
satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan hukum perceraian.
“Kejam”57 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata sifat (a)
yang artinya: “1.tidak menaruh belas kasihan; bengis; lalim; 2.sangat kikir”
Kemudian “aniaya” adalah kata benda (n) yang artinya “perbuatan bengis
(seperti penyiksaan, penindasan). Sedangkan “menganiaya” adalah kata
56Himyun, Syuri. Segi Tiga Emas Keluarga. Jakarta: Gedung Persada Press
Jakarta, 2010.
57Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
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kerja (v), yang artinya: “Memperlakukan dengan sewenang-wenangnya
(seperti menyiksa, menyakiti).58
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan bagaikan fenomena
gunung es, hal ini dikarenakan untuk mengetahui jumlah kekerasan
terhadap perempuan hanya berdasarkan data laporan masyarakat,
sedangkan kemungkinan lebih banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan
karena alasan ada hubungan khusus dengan korban dan perasaan malu
dari korban apabila kasusnya diketahui oleh orang banyak.Jadi perilaku
kejam dan penganiayaan berat adalah perilaku sewenang-wenang, bengis
dan zalim, yang membahayakan dan menyakiti orang lain baik secara fisik
maupun psikis, yang bersifat menyiksa dan menindas, tanpa ada rasa
belas kasihan.
Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat
berdampak penderitaan fisik dan mental (psikologi) bagi suami atau isteri
yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk
tindak kekerasan yang membahayakan “nyawa” tersebut.Tindak
kekerasan, terutama tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami
terhadap isteri sering terjadi hampir disemua lapisan masyarakat di
Indonesia, meskipun data resminya sendiri tidak tersedia.59Ketentuan
nomor 4 tersebut menghubungkan antara Undang-undang perkawinan
yang mengkaji tentang perkawinan dan perceraian dengan Undang-
undang no. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.
58Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. Cet. 3. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
59Elli N. Nasbianto, Kekerasan dalam rumah tangga ; Sebuah Kejahatan yang
tersembunyi, dalam syafik hasyim: Menakar harga perempuan, Mizan, Bandung, 1999
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Perkawinan yang tidak harmonis lagi, namun tetap dipertahankan
akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika
perkawinan itu diputus dengan perceraian, tetapi harus bisa dibuktikan,
bahwa ada tindakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan
seseorang. Dengan demikian, alasan tersebut dapat diterima oleh majelis
Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami atau isteri.
Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan
dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah
satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dapat menjadi alasan
hukum perceraian.“Cacat badan” menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah kata benda (n) yang artinya: “cacat pada badan (seperti
bopeng, buta, tuli)”. Adapun “cacat” adalah kata benda (n) yang artinya:
a. kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik
atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin
atau akhlak);
b. cacat (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadannya menjadi
kurang baik (kurang sempurna);
c. cela; aib;
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d. tidak (kurang) sempurna”.60
Selanjutnya “penyakit” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah kata kerja (n) yang artinya: 1) sesuatu yang menyebabkan
terjadinya gangguan pada makhluk hidup; 2) gangguan kesehatan yang
disebabkan oleh bakteri, virus atau kelainan sistem faal atau jaringan
pada organ tubuh (pada makhluk hidup); 3) kebiasaan yang buruk;
sesuatu yang mendatangkan keburukan.”
Jadi cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada
diri suami atau isteri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau
sakit tuli, buta dan sebagainya) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat
mental, gila, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami
atau isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri
sehingga dengan keadaan yang demikian dapat menggagalkan tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
Satu diantara beberapa kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
karena suami atau isteri cacat badan atau ada penyakitnya, adalah
kewajiban yang bersifat lahiriah yaitu melakukan hubungan kelamin
(persetubuhan) antara suami dan isteri, berarti hak suami atau isteri untuk
menikmati persetubuhan tidak terpenuhi. Padahal menurut penjelasan
Mohd Idris Ramulyo, perkawinan menurut hukum Islam bermakna nikah
yang menurut arti aslinya ialah hubungan seksual dan menurut arti
majazinya (methaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang
60Fatihuddin  Abdul Yasin, Risalah Hukum Nikah, Terbit Terang, Surabaya, 2006
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menjadikan halah hubungan seksual sebagai suami istru antara seorang
pria dan wanita. Cacat badan atau penyakit yang dialami salah satu pihak
sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri
dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan
gugatan perceraian.61
6. Antara suami-isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.
Apabila perselisihan/ pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga
berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang
lebih besar kedepan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan
perceraian kepada Pengadilan.62Dalam kehidupan suami – isteri sudah
selayaknya apabila tiap-tiap pasangan tersebut mempunyai cita-cita agar
selama dalam mengarungi bahtera rumah tangga senantiasa dapat
bahagia, kebahagiaan tersebut akan tercapai bila kebutuhan lahir maupun
batin kedua pasangan suami Isteri selalu terpenuhi. Dalam hal memang
diperlukan adanya saling pengertian dan saling mempercayai diantara
mereka.
Maka daripada itu, sesungguhnya mereka sama sekali tidak
menghendaki terjadinya hidup tidak rukun dalam kehidupan rumah
tangganya. Bila timbul masalah semacam itu tentu hubungan suami
61Amir Syarifuddinc, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antaraFiqh
Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Prenada Media,Jakarta, 1999
62Abdurrahman, dan Riduwan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di
Indonesia, Alumni, Bandung, 1978
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Isteridalam rumah tangga akan menjadi retak hingga kebahagiaan yang
dicita-citakannya akan menjadi sirna. Menurut hal tersebut diatas maka
yang dimaksud dengan rukun disini bukan dalam arti rukun tetangga,
rukun kampung, berkumpul menjadi satu (kumpul kebo), melainkan rukun
disini memberikan arti rukun sebagai, “Baik dan damai (tentang pertalian
persahabatan, suami Isteri, tidak bertengkar, dan sebagainya).63
Pengertian rukun tersebut didalamnya terkandung makna, antara lain :
a. Baik disini mengandung makna adanya keserasian dan
persesuaian batin (saling mencintai, saling mengerti, saling
mempercayai) ;
b. Damai disini mengandung makna adanya keserasian dan
persesuaian lahir (tidak bertengkar dan tidak cekcok).
Jadi dalam hal ini, pengertian hidup tidak rukun ialah antara suami
Isteri selalu terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada lagi persesuaian dan
keserasian baik lahir maupun batin di dalam rumah tangga.  Bila hal
tersebut lebih diteliti lagi, maka timbulnya rumah tangga yang tidak rukun
tersebut pasti ada faktor yang menyebabkannya. Adapun yang menjadi
faktor tersebut adalah apa yang ada didalam kehidupan suami Isteri /
rumah tangga itu sendiri.
Apabila kehidupan suami Isteri tersebut tidak dapat berbahagia lagi
sebagai keluarga, maka dalam keadaan yang benar-benar memaksa,
63W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet V, Balai
Pustaka, Jakarta, 1976. halaman.835
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lebih baik mereka bercerai. Selanjutnya akan saya bahas pula pengertian
hidup tidak rukun yang diatur antara lain didalam :
a. Undang – Undang Perkawinan (UUP)
b. Hukum Islam
Negara kita sekarang sudah mempunyai hukum perkawinan yang
bersifat nasional, yaitu yang disebut dengan Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 194 (UUP). UUP ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari
1974, berlakunya secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 yakni sejak
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal ini
menunjukkan sebenarnya UUP tidak menghendaki timbulnya perceraian.
Kalau memang timbul perceraian kemungkinan besar menang ada alasan
yang benar-benar memaksa.
Hidup tidak rukun merupakan salah satu alasan untuk
berlangsungnya perceraian. Dalam hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 ayat
2 UUP, yang menunjuk pada Pasal 19 f PP NO.9 Tahun 1975 dan Pasal
22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975. adapun Pasal 39 ayat 2 UUP, berbunyi
“Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami Isteri
tidak akan hidup rukun sebagai suami Isteri. Pasal 19 f PP No.9 Tahun
1975 berbunyi : “Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup
rukun lagi dalam rumah tangganya”. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun
1975 berbunyi : “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima bila telah
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cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran itu.64
Hubungan ketiga Pasal tersebut sangat erat. Hal ini disebabkan
Pengadilan baru akan mengabulkan gugatan cerai semacam itu bila
upaya untuk mendamaikan mereka tetap menemui kegagalan serta
terdapat sebab-sebab yang wajar bahwa mereka tidak mungkin lagi
meneruskan kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian, sebenarnya
ada beberapa faktor penyebab hidup tidak rukun yang menjadi kuasa
prima timbulnyaperceraian. Yang dimaksud kuasa prima adalah beberapa
persoalan yang dapat menyebabkan antara para suami Isteri tidak
mungkin dapat menyebabkan antara para suami Isteri tidak mungkin
dapat hidup rukun lagi didalam rumah tangga. Akhirnya, jalan yang harus
ditempuh mereka tidak lain adalah mereka harus bercerai.  Jadi,
pengertian hidup tidak rukun menurut UUP ialah perselisihan dan
pertengkaran antara suami Isteri yang terus menerus dan tiada mungkin
dapat didamaikan lagi.
Khusus bagi mereka yang beragama Islam, alasan perceraian
ditambah 2 (dua) hal lagi, yaitu:
7. Suami melanggar ta‟lik talak
Ta‟lik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu
syarat. suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin
terjadi dan telah disebutkan dalam suatu perjanjian, atau
64Djasadin Saragih dan Asis Safioedin, Op Cit. halaman. 9,10
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menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal yang disebutkan
setelah akad nikah.65
istilah taklik talak adalah suatu bentuk khusus dari talak dengan
persyaratan tertentu. Taklik dalam bahasa Arab berarti “syarat atau janji”.
Talak berlaku segera setelah diucapkan oleh suami. Akan tetapi dalam
masalah taklik talak, maka talak tidak berlaku saat diucapkan, tetapi saat
terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan sebelumnya. Contohnya
apabila suami mengatakan kepada isterinya, “engkau ku talak besok
pagi”, maka perceraian atau talak baru jatuh pada pagi berikutnya.66
Menurut Sayuti Thalib taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan
jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau
syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah
kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh isteri, kalau ia
menghendaki demikian itu.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 poin e menyebutkan
bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria
setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak
yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi
dimasa yang akan datang.67 Berkaitan dengan waktu yang akan datang
atau waktu tertentu, maksudnya talak itu akan jatuh apabila syaratnya
65Bisri, Cik Hasan. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem
Nasional. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
66Koeswadji, Hermien Hadiati. Perkawinan dan Hukum Perkawinan. Ed.
1.Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga, 1976.
67Al Munawar, Said Ali Husain. Problematika Hukum Keluarga Islam. Jakarta:
Kencana, 2010.
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telah dilanggar. Imam madzhab sendiri mempunyai pendapat yang
berlainan. Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa perempuan
tertalak seketika itu juga, tetapi Imam Syafi‟i dan Ahmad mengatakan
belum berlaku sebelum waktu itu tiba, adapun Ibnu Hazm baik sekarang
atau yang akan datang talak semacam itu tidak jatuh.
Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu yang
mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian, setelah
akad nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
a. Pasal 45, yang terdiri dari:
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan
dalam bentuk:
1) Taklik talak
2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam
b. Pasal 46, yang berisi:
1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam
2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul - betul
terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, isteri harus
mengajukannya ke Pengadilan Agama.
3) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada
setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah
diperjanjikan tidak dapat dicabut.
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dalam hukum islam juga disertakan syarat -syarat Taklik Talak
Jumhur ulama fiqh mengemukakan tiga syarat bagi berlakunya taklik
talak:
a. Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan
mungkin terjadi. Misalnya: ucapan suami pada isterinya “ jika kamu
keluar negeri tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh”, artinya keluar
negeri sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka
taklik al-Muallaq jatuh sendirinya.
b. Ketika lafal taklik talak diucapkan suami, wanita tersebut masih
berstatus isteri.
c. Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak terpenuhi,
wanita tersebut masih berstatus isteri.68
Syarat yang kedua dan ketiga, seorang isteri yang di taklikkan
talaknya harus dalam keadaan dapat dijatuhi talak. Adapun keadaan itu
adalah:
a. Berada dalam ikatan suami-isteri secara sah
b. Bila dalam keadaan talak raj‟i atau iddah talak ba‟in sughra, sebab
dalam keadan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami isteri
masih berlaku sampai habisnya mas iddah.
c. Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap
sebagai talak, seperti pisah badan karena suami tidak mau Islam,
68Mohd.Idris.Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-
undangNomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
71
jika isterinya masuk Islam, atau karena ila‟. Keadaan seperti ini
dianggap talak oleh golongan Hanafi.
Sedangkan syarat dalam rumusan taklik talak, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 berbunyi
sebagai berikut:
Sewaktu-waktu saya:
a. Meninggalkan isteri saya dua Tahun berturut -turut;
b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan
lamanya;
c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
d. Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) isteri saya enam bulan
lamanya;
Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada
Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus
pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh
Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang
sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti)
kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya.
8.Peralihan agama atau Murtad
Murtad merupakan salah satu alasan perceraian yang tercantum
dalam Pasal 116 butir (h) KHI yang menyebutkan peralihan agama atau
murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah
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tangga.69 Pencantuman murtad sebagai salah satu alasan untuk bercerai
dalam KHI sudah menutupi kekurangan yang terdapat dalam UU No.1
Tahun 1974, dan PP No. 9 Tahun 1975yang tidak mencantumkan murtad
sebagai salah satu alasan bercerai.
Murtad dijadikan alasan perceraian artinya jika salah pihak keluar
dari agama Islam, maka suami atau isteri dapat mengajukan permohonan
cerai kepada Pengadilan. Kemudian, di dalam Kompilasi Hukum Islam
juga dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan ini yang
tercantum dalam Pasal 116 yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan
atau alasan-alasan :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebaga inya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua Tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau
isteri.
69Hosen Ibrahim, Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nilah, Talak, dan Rujuk,
IhyaUlumuddin, Jakarta, 2012
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f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan
dalam rumah tangga.
Jadi sudah jelas bahwa apabila salah satu pihak murtad yang
menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sesuai
dalam Pasal tersebut di atas, maka murtad bisa dijadikan alasan suatu
perceraian. Sedangkan akibat hukum perceraian dengan alasan pindah
agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sama halnya
dengan perceraian dengan alasan yang lain. Perkawinan yang telah putus
dengan alasan pindah Agama atau murtad mempunyai beberapa akibat
hukum sebagai berikut : Terhadap status perkawinan, terhadap hak dan
kewajiban pemeliharaan anak, terhadap harta yang diperoleh selama
masa perkawinan berlangsung. Banyak terjadi murtad ditimbulkan oleh
suatu keragu-raguan dalam jiwa sehingga mendesak iman untuk keluar.
Bila demikian, maka haruslah orang yang berbuat murtad itu diberi
kesempatan untuk menghilangkan keraguan itu. Ia harus diberi dalil-dalil
dan bukti-buktiyang dapat mengembalikan iman di dalam hatinya
sehingga ia yakin.
Dengan demikian, maka menganjurkan kepadanya bertaubat dan
kembali lagi ke dalam Islam adalah termasuk hal yang wajib.Para ulama
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beragam dalam membuat batasan tentang perbuatan murtad. Murtad
dapat dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalan perbuatan), dengan
ucapan, dan dengan i‟tikad. Yang dimaksud dengan murtad dengan
perbuatan ialah melakukan perbuatan yang haram yang dianggapnya
tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya
tidak wajib, misalnya menganggap zina bukan suatu perbuatan yang
haram. Murtad dengan ucapan ialah ucapan yang menunjukkan kekafiran,
seperti menyatakan bahwa Allah mempunyai anak dengan anggapan
bahwa ucapan tersebut tidak dilarang.
Adapun murtad dengan i‟tikad ialah i‟tikad langgengnya alam, Allah
sama dengan makhluk. Tetapi semata-mata i‟tikad tidak menyebabkan
seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau
perbuatan.Adapun ketentuan di antara para ahli hukum bahwa tindak
pidana ini diancam dengan hukuman mati perlu dikaji ulang. Karena
pernyataan Nabi ketika orang yang mengganti Agama harus dihukum
mati, hal itu terjadi pada musim perang, yakni ada sebagian tentara Islam
yang berjiwa munafik bertindak disersi (pengkhianat negara), maka orang
yang melakukan disersi diperintahkan untuk dibunuh. Itupun diawali
dengan upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada
Islam.
Seharusnya konseptualisasi perbuatan murtad yang ada di dalam
Al-qur‟an maupun As-sunnah dipertemukan dengan pendekatan
komplementatif dan kontradiktif. Artinya kalau perbuatan murtad hanya
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ditujukan kepada keyakinan dirinya sendiri, tanpa mempengaruhi dan
mengajak orang lain untuk murtad, kondisi negara sedang damai, serta
orang lain tidak terganggu dengan kemurtadan orang tersebut. Maka
baginya tidak ada sanksi di dunia, melainkan hanya ada sanksi yang
bersifat ukhrawi.70
Selain alasan-alasan yang tersebut diatas, khusus bagi aparatur
negara ditambah lagi dengan aturan “wajib memperoleh izin lebih dahulu
dari pejabat”. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut
PNS), ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin
Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya
disebut PP No. 45 Tahun 1990), menyebutkan bahwa Pegawai Negeri
Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat
keterangan lebih dahulu dari pejabat.71
Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI)
izin tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi
Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan (selanjutnya disebut
PMP No. 23 Tahun 2008), menyebutkan bahwa pegawai yang akan
melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari pejabat yang
berwenang. Bagi Kepolisian Repubik Indonesia (selanjutnya disebut
70Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Alumni, Bandung,
1993, halaman 21
71Gatot Supramono, ibid, halaman 29
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POLRI) izin tersebut diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri
Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut
PKAPOLRI No. 9 Tahun 2010), menyebutkan bahwa setiap perceraian
harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan
mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.72
Dalam hal pemberian izin ini diharapkan pejabat yang berwenang
untuk lebih dahulu mengupayakan perdamaian dan membina
bawahannya agar dapat rujuk kembali. Kewajiban adanya izin ini
dimaksudkan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai abdi
negara dan abdi masyarakat. Kewajiban ini dimaksud untuk menyadarkan
PNS, TNI dan POLRI bahwa prinsip perkawinan adalah untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh
karena itu perceraian sangat dipersulit.




BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DAPAT
DIJADIKAN ALASAN PERCERAIAN
A. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1. Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-undang No.
23 Tahun 2004
Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini
secara tegas diungkapkan dalam Undang-undang Dasar 1945, bahwa
setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum danpemerintahan itu tanpa
kecuali”. Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan
perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.73
Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban,
dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan
kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Namun, dalam kehidupan
keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling
berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap
isteri. Sehingga suami yang mestinya berfungsi sebagai pengayom justru
berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya.74
73Amir Mu’alim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, UIIPress,
Yogyakarta, 1999




Secara umum Hadi dan Aminah memberikan pengertian
kekerasanadalah serangan terhadap fisik dan mental,75sedangkan Hayati
menyatakan bahwa kekerasan, pada dasarnya adalah semua bentuk
perilaku baik verbalmaupun nonverbal yang dilakukan oleh seseorang
ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang
lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan
psikologi.76Lebih lanjut Nurhadi mendefinisikan kekerasan sebagai suatu
tindakan pemaksaan baik secara persuasif maupun fisik ataupun
gabungan keduanya.77Kekerasan suami terhadap isteriadalah berbagai
bentuk perilaku penyerangan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi
dengan maksud melukai fisik atau emosi.78 Lebih lanjut menurut Galtung
kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan
realitas seseorang di bawah realitas potensialnya.79
Maksudnya kekerasan adalah sebuah situasi yang dapat
menyebabkan potensi individu seseorang menjadi terhambat sehingga
orang tersebut tidak dapat mengoptimalkan ekspresinya serta
kemampuannya, hal ini dapat disebabkan karena adanya teror, bencana,
atau kejadian yang lain yang mengakibatkan seseorang menjadi
ketakutan dan tertekan. Pengertian kekerasan dalam lingkup rumah
75M.S.Hadi dan Aminah, Kekerasan Di Balik Cinta, Rifka Anisa Women Crisis
Center, Yogyakarta, 2000, hlm. 2.
76E.N.Hayati, Derita Di Balik Harmoni, Rifka Anisa Women Crisis Center,
Yogyakarta, 2001,halaman. 25.
77Nurhadi, Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal
Perempuan, Jakarta, 2002, hlm. 72.
7870 A.Nurani, Sikap Jender Patriarkhis dan Kekerasan Terhadap Isteri, Skripsi,
Yogyakarta, 2004,hlm. 19.
79E.N.Hayati, Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, Rifka
Anisa WomenCrisis Center, Yogyakarta, 2002, hlm. 72.
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tangga juga dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor
23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang
menyatakan bahwa :
“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga”.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan
oleh seseorang terhadap orang lain yang berupa serangan fisik, seksual,
psikologis ataupun ekonomi yang menimbulkan efek negatif secara fisik,
emosional, dan psikologis atau menimbulkan rasa sakit dan kesengsaraan
pada diri seseorang.
Kekerasan terhadap isteri dalam suatu rumah tangga sering oleh
para ahli, dianggap sebagai Hidden crime. Meskipun telah memakan
cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT), masih merupakan masalah sosial serius
yang kurang mendapat perhatian masyarakat, yaitu :
a) Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang
relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privacynya karena persoalannya
terjadi dalam rumah tangga (keluarga).
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b) Kekerasan dalam Rumah Tangga sering dianggap wajar karena
adanya keyakinan bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami
adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
c) Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang legal
yaitu perkawinan.
Namun seiring berjalannya waktu, kekerasan dalam rumah tangga
mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan
baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun non pemerintah
hingga lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Dalam kamus bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan
perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang
menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan
kerusakan fisik.80 Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud
perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit
atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidak
relaan pihak yang dilukai. Menurut para ahli kriminologis, kekerasan yang
mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang
bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan
kejahatan.81Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijaring dengan
80Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Cet. VII, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1996), halaman. 425
81Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung:PT,
Eresco, 1992, halaman.55
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Pasal-Pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi
yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal
Justice, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku
yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata
maupun berupa kecaman, ancaman yang mengakibatkan pembinasaan
atau kerusakan hak milik.82
Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1
disebutkan : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.83
Undang-undang diatas menyebutkan bahwa kasus kekerasan
dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun
psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga
yang lain (yang dapat dilakukan suami kepada isteri dan anaknya, atau
oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian
korban yang dominan adalah kekerasan terhadap isteri dan anak oleh
sang suami.Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja
termasuk ibu, bapak, suami, isteri, anak atau pembantu rumah tangga.
Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih
82Romli Atmasasmita , ibid, halaman 70
83Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (t.t : Lima Bintang , t.th), halaman. 3.
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dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap isteri. hal
ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga adalah isteri. sudah barang tentu pelakunya adalah suami
“tercinta”. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat
pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh isterinya.
Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan
perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi
hukum pidana maupun hukum Perdata.
Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan
salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat
kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan
hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan
mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan
dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Misalnya kejahatan
seksual, ada diantaranya yang tidak dilakukan dengan cara-cara
kekerasan tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka dan melalui
transaksi yaitu imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan
seksual seseorang atas dasar perjanjian seperti pelacuran.
Bentuk kekerasan terhadap perempuan (dalam rumah tangga)
sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar,
meludahi, menggunduli, menyulut rokok dan lain-lain); kekerasan
terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar,
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mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain);
kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberi uang belanja
kepada isteri dan memakai atau menghabiskan uang isteri; kekerasan
seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual
sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (isteri). Dengan demikian
kekerasan terhadap perempuan bisa berbentuk antara lain ; pemukulan,
kekerasan seksual terhadap anak gadis, kekerasan sehubungan dengan
mas kawin, kekerasan seksual, intimidasi di tempat kerja, prostitusi paksa,
sunat terhadap anak perempuan, perkosaan dalam rumah tangga, dan
kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap perempuan.84
Semua kekerasan tersebut berkaitan dengan ketimpangan
hubungan kekuasaan antara perempuan dengan laki-laki, atau anak
dengan pengasuhnya, dan juga pertimbangan ekonomi yang semakin
besar baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian, kekerasan
bukan hanya kekerasan fisik saja yang biasanya berakibat langsung bisa
dilihat mata seperti memar-memar tubuh atau goresan-goresan luka tetapi
berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata, seperti kecaman kata kasar
yang meremehkan dan sebagainya. Sedangkan kekerasan emosional dan
psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya dapat
memutusasakan apabila berlangsung berulang-ulang termasuk dalam
kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-kata kasar,
merendahkan atau mencemooh. Misalnya membanding-bandingkan isteri
84M.S.Hadi dan Aminah, Kekerasan Di Balik Cinta, Rifka Anisa Women Crisis Center,
Yogyakarta, 2000.
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dengan orang lain dengan mengatakan bahwa isteri tidak becus dan
sebagainya.
Kekerasan seksual lebih sulit lagi dilihat karena tempat terjadinya
yang sangat tersembunyi, yaitu dalam kandungan inti suami isteri. Antara
lain pemaksaan dalam hubungan seks. Sedangkan yang bisa dikatakan
sebagai kekerasan ekonomi, misalnya tidak memberikan uang belanja,
menjual atau memaksa isteri kerja sebagai pelacur, atau menghambur-
hamburkan penghasilan isteri untuk bermain judi, minum-minuman
beralkohol dan sebagainya. Keadaan sosial misalnya membatasi
pergaulan isteri dengan melarangnya mengikuti kegiatan di luar rumah.
Dengan demikian, paling tidak terdapat lima kategori bentuk kekerasan
dalam rumah tangga. Fisik, emosional atau psikologis, seksual, ekonomi
dan sosial.
Namun demikian, perempuan-perempuan sering tidak menyadari
bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun
mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan
tersebut dihentikan, tetapi bukan sesuatu hal yang mudah bagi
perempuan untuk memutus mata rantai kekerasaan, karena secara sosial
budaya perempuan dikontruksikan untuk menjadi isteri yang baik yang
pandai dan menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga.
Dengan demikian perempuan/isteri dituntut untuk memiliki tanggung jawab
yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik
muncul, maka pertama kali isteri akan menyerahkan diri sendiri atau
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mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya. Walaupun introspeksi suatu
hal positif tapi dapat pula menjadi hambatan ketika perempuan akan
membuat keputusan saat mengalami kekerasan. Disamping itu, bagi
perempuan tidaklah mudah untuk hidup sebagai janda. Tidak saja stigma
negatif yang melekat pada janda, tapi ketergantungan pada suami
menjadi faktor penting.
Perempuan yang telah berkondisi untuk tergantung secara ekonomi
dan emosional pada suami, akan merasa sangat sulit ketika harus
mengambil keputusan dan faktor lainnya adalah faktor perasaan.
Disamping itu, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga
seperti pemukulan terhadap isteri oleh suami adalah hal yang sangat sulit
diungkap, karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi. Hal ini
juga disebabkan adanya legitimasi keagamaan yang membenarkan bagi
suami untuk ”memukul” isterinya dengan istilah ”isteri durhaka”, sehingga
secara luas dikalangan umat islam lahir keyakinan bahwa suami berhak
memukul isterinya dan terkadang juga seorang suami tidak merasa
melakukan tindak kekerasan bila ia membentak, main serong, atau ia
tidak memberi uang belanja, sedang isteri merasa hal ini adalah suatu
tindak kekerasan yaitu kekerasan psikologis atau kekerasan ekonomi.
Berbagai pandangan yang telah dikemukakan di atas tentang
bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut hemat penulis




Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka
berat (Pasal 6), meliputi pemukulan, penganiayaan dan
sebagainya.
b) Kekerasan Psikis
Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,
dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7),
misalnya : ancaman terhadap seseorang, tekanan , dan lain-lain.
c) Kekerasan Seksual
Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang
yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap
seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain
untuk tujuan komersil dan /atau tujuan tertentu (Pasal 8);
d) Penelantaran Keluarga
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 Ayat
1) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi
dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar
rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang
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tersebut.(Pasal 9 Ayat (2). Menurut M. Thalib, menyakiti hati isteri
dan keturunannya dengan cara tidak memberikan keperluan dan
memenuhi kebutuhan wajar isteri dan anaknya, atau dengan
pemenuhan kebutuhan suami tidak sama dengan pemenuhan
kebutuhan anak isteri (seperti pembedaan makan, dimana suami
lebih enak makananya dibandingkan isteri dan anaknya) adalah
suatu perbuatan dosa. Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk
kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan
psikis, dan penelantaran anak isteri karena tidak dicukupi
kebutuhan sehari-harinya.
2. Kekerasan dalam rumah tangga alasan perceraian berdasarkan
kompilasi hukum islam
Kekerasan menurut hukum Islam ini paling sulit dideteksi karena
umumya terjadi di lingkungan domestik yang mencakuphubungan
perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja
keluarga (ekonomi) talak, dan lain sebagainya. Al-Qur’an sebagai sumber
hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan
terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai
kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam
sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.




Al-Qur’an dan hadits diyakini semua umat Islam sebagai sumber
acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari
dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga
lumrah jika terjadi banyak penafsiran. Al-Qur’an memberi perhatian bagi
istri yang Nusyuz hal ini dijadikan dasar pemikiran Surat an-Nisa’ ayat
34.Dalam tafsif al Azhar dijelaskan tindakan-tindakan yang patutdilakukan
suami terhadap istri yang Nusyuz yaitu dengan cara “maka ajarilah
mereka” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilahmereka dengan
baik, sadarkan mereka akan kesalahanya. Suamihendaklah menunjukan
pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yangkedua yaitu dengan cara
“pisahkanlah mereka dari tempat tidur’ kerapkali istri menjadi hilang
kesombonganya karenapengajarandemikian.
Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan carayang
lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “dan pukulah mereka” tentu
saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepadaperempuan yang sudah
memang patut dipukul.85Dari pemahamansurat an Nisa’ inilah banyak
suami yang melakukan kekerasanterhadap istri dalam segala bentuknya.
Sebagian Ulama’ menafsirkan al-Qur’an tentang pemukulan ini,pertama,
pemukulan tidak boleh di arahkan ke wajah, kedua,pemukulan tidak boleh
sampai melukai, dianjurkan dengan bendayangpaling ringan, seperti sapu
tangan. Ketiga pemukulan dilakukan dalamrangka mendidik. Keempat,
85Mohd.Idris.Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-
undangNomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
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pemukulan dilakukan dalam rangkasepanjang memberikan efek manfaat
bagi keutuhan dan keharmonisankembali relasi suami istri.86Nabi
Muhammad melarang seseorang melakukan kekejamandan penyiksaan.
Beliau bersabda, “tidak seorangpun boleh dijatuhi hukuman dengan api”
dan juga memperingatkan agar tidak memukulsiapapun pada wajahnya.
Dalam hukum pidana, beberapa hukumanmungkin terlihat berat atau
bahkan keras. Hukuman berat diancam bagi beberapa kejahatan seperti
perzinaan. Islam memandangkejahatan tersebut adalah perbuatan yang
keji dan konsekuensinyasangat menyakitkan. Contoh lainnya adalah
pencurian yangdikategorikan dalam hukuman hudud, Hukuman bagi
kejahatan iniadalah potong tangan.
b) Kekerasan Psikis
Selain kekerasan fisik Islam juga memperhatikan kekerasan psikis,
sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah
karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang
muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun
dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabaranya
karena dizhihar suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada
makanan. Malam harinya Khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa
ini diajukan pada Rasulullah lalu turunlah surat al Mujadalah ayat 1-6
tentang zhihar ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah
86Usman, Rachmadi, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di
Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 1, 2006.
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menzhiharistrinya.18Para ulama sepakat ketika suami mengilla’ istrinya
selama 4 bulan berturut-turut maka tidak boleh menjima’nya.
Suami ketika akan menjima’ istrinya lagi ia harus membayar kifarat
yaitu memerdekakan budak jika ada. Apabila tidak menemukan budak,
makapuasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak mampu, maka memberi
makan 60 orang miskin.87Banyak ayat Al-Qur’an yang menunjukan bahwa
antara perempuan dan laki-laki itu sama atau setara misalnya
tentangkesempatan mendapatkan pahala, hubungan perempuan dengan
lakilaki dan juga kerabatnya. Dalam hal kepemilihan, Islam memberi hak
bagi perempuan untuk memilih jodoh. Semula hak itu ditentukan olehwali,
setelah Islam datang tuntutan Islam anak gadis yang akan dinikahkan,
diajak bicara dan ikut menentukan pilihanya.
c) Kekerasan Seksual
Yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual
oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadapistri, atau sebaliknya
yang biasa disebut dengan marital rape, akan tetapi pemahaman ini lebih
dipahami berbagai kalangan marital rape adalah istri yang beroleh tindak
kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga.
Dengan demikian marital rapemerupakan tindak kekerasan atau
pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan
aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri.Berdasarkan pada
beberapa pengertian marital rape di atas, dapat dirumuskan bentuk-
87Suhardana, F.X., Hukum Perkawinan, Penerbit Prenhallindo, Jakarta, 2001.
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bentuk marital rape sebagai berikut: (1) Hubungan seksual yang tidak
dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.
(2) Hubungan seksualyang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral
atau anal. (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau
dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan
ataupun berat.Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri
wajibmelayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak
terangsanguntuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau
menangguhkannya, danbagi istri yang sedang sakit atau tidak enak
badan,maka tidak wajibbaginya untuk melayani ajakan suami sampai
sakitnyahilang. Jikasuami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah
melanggar prinsipmuasyaroh bil ma’ruf dengan berbuat aniaya kepada
pihak yang justruseharusnya ia lindungi.
d) Kekerasan Ekonomis
Yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suamitidak
memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum
yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istritersebut. Selain itu juga
yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi
atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah,
sehingga korban dibawah kendali orang tersebut. Islam mengatur secara
jelas melalui pengalaman-pengalaman masa kenabian Muhammad,
jelaslah bahwa Islam tidak menoleransi penelantaran dan kekerasan dari
segi ekonomi. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri,
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oleh karena itu seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya
telah berdosa kapada istrinya dan Tuhan. Dan para istri yang menuntut
suami untuk membelikan sesuatu selain keperluan-keperluanpokok yang
menjadi tanggung jawab suami harus benar-benar dipertimbangkan
apakah menurut ajaran agama sesuatu yang dimintanyaitu merupakan
pemborosan ataukah benarbenar menjadi kebutuhan hidup, sedangkan
keperluan istri yang menjadi tanggung jawab suami adalah:
1) Keperluan makan dan minum
2) Keperluan pakaian
3) Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan
4) Seorang istri juga hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan
diminta kepada suaminya, sehingga tidak membebani suami dengan
tuntutan diluar kewajibannya.24 Dari beberapa paparan di atas jelas
sekali bahwa Islam benarbenar telah melarang bertindak kekerasan
terhadap istri, termasuk juga penelantaran pemberian nafkah. Bahkan
ketika terjadi cerai pun Islam masih memberi perhatian terhadap
perempuan, salah satunya adalah dengan adanya Iddah,
B. Konsep Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan
perceraian
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Berkenaan dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang
dapat dinilai pengadilan dalam menentukan putusnya perkawinan berikut
beberapa putusan pengadilan diangkat peneliti sebagai bukti keterkaitan
bentuk kekerasan tersebut terhadap pemberian putusan perceraian oleh
majelis hakim :
1. PUTUSAN Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Putusan Pengadilan Agama pada perkara cerai gugatyang diajukan
oleh “Isteri ” pada 6 Januari 2017 di Banjar Baru. Cerai gugat ini dilakukan
karena suami  pemakai narkoba dan suka selingkuh dan bertepatan juga
suami di tanggap polisi karena kasus narkoba dan diadili sesuai dengan
Putusan Nomor: 211/Pid.Sus/2014 PN.BJB. dengan hukuman penjara
selama 5 Tahun, serta suami tidak peduli dengan keluarga
“Isteri” menjelaskan dalam materi gugatannya :
a) Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang
menikah di kota Banjarbaru pada tanggal 08 Maret 2003, yang
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota
Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : --------------------------
---- tertanggal 10 Maret 2003;
b) Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da
dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 4 orang, yang bernama:
a. ANAK PERTAMA , lahir tanggal 03 Januari 2004;
b. ANAK KEDUA , lahir tanggal 23 Juni 2006;
c. ANAK KETIGA, lahir tanggal 20 April 2010;
d. ANAK KEEMPAT, lahir tanggal 13 Oktober 2011;
Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
c) Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 Tahun,
akan tetapi sejak Tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
d) Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut disebabkan:
a. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
b. Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba;
c. Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat beserta
anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada
kepentingan rumah tangga bersama;
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e) Bahwa, pada 10 Juni 2014 Tergugat ditangkap oleh pihak
Kepolisian dan telah dijatuhi vonis penjara selama 5 Tahun
berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 211/Pid.Sus/2014 PN.BJB.
Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga
saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2,5 Tahun;
f) Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan
suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik,
namun pada kenyataannya tidak demikian;
Gugatan Pemohon atas kondisi di atas adalah memohon Hakim dapat
memutuskan hal-hal berikut :
a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
b) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
c) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;
Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan
Agama,pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-
menjawab hingga Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup
tentang dudukperkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan.
Dalam hal ini Hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa
dan membuat putusan, yakni:
a) Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
b) Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus
ada cukup alasan dimana suami isteri tidak dapat hidup rukun
sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
c) Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu
alasan perceraian yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi
pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan;
d) Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba’in sughra
berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak
boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru
e) Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat
Mengadili :
a) Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
b) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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c) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru
untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;
d) Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara
sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
2. PUTUSAN Nomor 2452/Pdt.G/2017/PA.Medan
Putusan Pengadilan Agama Medan pada perkara cerai gugatyang
diajukan oleh “Isteri ” pada 24 6 Desember 2017 di pengadilan agama
nMedan. Cerai gugat ini diajukan karena suami merupakan pengguna
narkoba, suka merendahkan isteri dengan makian serta karena
perselisihan dan pertengkaran yang tidak terdamaikan.
“Isteri” menjelaskan dalam materi gugatannya :
a) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah secara Islam pada tanggal 09 Rajab 1435 H atau
bertepatan pada tanggal 09 Mei 2014 M, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli,
Kota Medan, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2014;
b) Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari
Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan
Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak awal pernikahan
sekitar bulan Oktober 2014, dengan saat ini telah berada dalam
kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan
karena;
1) Tergugat seorang pemakai narkoba.
2) Tergugat sesukahati memberikan nafkah rumah tangga kepada
Penggugat untuk biaya dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
3) Tergugat bersifat tidak jujur.
4) Tergugat sering tidak pulang kerumah.
5) Tergugat bersikap kasar, apabila marah sering mengucapkan kata-
kata kasar dan mencaci-maki Penggugat sehingga membuat sakit
hati Penggugat.
c) Bahwa puncak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 yang disebabkan karena
Tergugat yang tidak juga mau berhenti memakai narkoba padahal
sudah sering kali Penggugat menasehati dan melarang Tergugat,
kemudian terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugat, dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari
rumah dan kembali kerumah orang tua Penggugat, maka sejak
saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama
lagi sampai dengan sekarang;
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d) Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya
untuk menegur dan mendamaikan hubungan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
Gugatan Pemohon atas kondisi di atas adalah memohon Hakim dapat
memutuskan hal-hal berikut :
a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
b) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
c) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;
Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama,
pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga
Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk
perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini
Hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat
putusan, yakni:
a) Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang
perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka
perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama
Banjarbaru untuk menerima.
b) Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar
tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut
ternyata tidak berhasil
c) Pasal 149 ayat (1) R.Bg; tentang pemanggilan dan pemberian
putusan tanpa tergugat
d) Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar
hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami
isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut
dibebankan pembuktian
e) Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana Penggugat
didalam gugatannya menyatakan berdomisili di dalam yurisdiksi
Pengadilan Agama Banjarbaru
f) Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang pengadilan
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g) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
h) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan
Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu “ salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa
izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya“;
Mengadili:
a) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
b) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
c) Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara
sejumlah Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)
3. PUTUSAN Nomor 119/Pdt.G/2018/PA.Medan
Putusan Pengadilan Agama pada perkara cerai gugatyang diajukan
oleh “Isteri ” pada 10 januari 2018 di pengadilan agama medan. Cerai
gugat diajukan isteri didsarkan pada perilaku sumi yang pemarah,
berselingkuh, melakukan penghinaan serta ringan tangan yaitu mau
memukul saat terjadi pertengkaran.
“Isteri” menjelaskan dalam materi gugatannya :
a) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
menikah secara Islam pada tanggal 19 Jumadil Awal 1421 H yang
bertepatan pada tanggal 19 Agustus 2000 M sesuai bukti Kutipan
Akta Nikah Nomor: 312/55/VIII/2000 yang diterbitkan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan; 2. Bahwa
setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir
tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat
yang beralamat sebagaimana dengan alamat Penggugat diatas,
antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah
tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3
(tiga) orang anak yang bernama : ANAK
b) Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari
Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan
Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar Tahun 2001,
dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan
bertengkar secara terus menerus disebabkan karena:
1) Tergugat bersikap kasar, pemarah, apabila bertengkar Tergugat
suka mengucapkan kata-kata kasar, mencaci-maki, menghina,
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sehingga membuat sakit hati Penggugat, dan bahkan Tergugat
juga memukul Penggugat.
2) Tergugat memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat
untuk biaya dan keperluan rumah tangga sehari-hari, namun
uang tersebut Tergugat ambil kembali apabila Penggugat dan
Tergugat bertengkar.
3) Tergugat dan Penggugat selalu berselisih paham dalam
mengurus-urusan rumah tangga, dan akhirnya Tergugat
langsung marah dan membesarkan masalah;
c) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara
Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar bulan
Nopember 2017, yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak juga
mau merubah sikap Tergugat dan terus menerus marah dan
memarahi Penggugat tanpa alasan, seehingga memicu terjadinya
pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu
setelah pertengkaran tersebut Tergugat keluar dari rumah dan
membawa 2 (dua) dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat serta
membawa barang-barang rumah tangga, maka sejak saat itu
Penggugat dan Tergugat berpisah dan sudah tidak hidup bersama
sampai sekarang;
Gugatan Pemohon atas kondisi di atas adalah memohon Hakim dapat
memutuskan hal-hal berikut :
a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
b) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
c) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;
Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama,
pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga
Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk
perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini
Hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat
putusan, yakni:
a) Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; tentang kedewasaan penggugat
b) Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus
ada cukup alasan dimana suami isteri tidak dapat hidup rukun
sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
c) Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu
alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun kembali
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d) Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun
upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur
ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;
e) Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirim
ke tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat.
Mengadili
a) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
b) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
c) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlahRp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
4) PUTUSAN Nomor : 861/Pdt.G/2016/PA.Medan
Putusan Pengadilan Agama pada perkara cerai gugatyang diajukan
oleh “Isteri ” pada 18 April 2016 di pengadilan agama medan. Cerai gugat
ini dilakukan karena suami tidak memiliki temperamen tinggi yang selalu
emosi, suami seorang penjudi serta sering mengucapkan kata kasar
kepada isteri.
“Isteri” menjelaskan dalam materi gugatannya :
a) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
menikah secara Islam pada tanggal 14 Zulhijjah 1432 H atau
bertepatan dengan tanggal 10 Nopember 2011 M sesuai bukti Akta
Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang diterbitkan tanggal 14
Nopember 2011 M;
b) Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah bercerai sah di
Pengadilan Agama Medan, namun Penggugat dan Tergugat
kembali rujuk dan menikah lagi;
c) Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat sebagimana
alamat Penggugat tersebut diatas serta antara Penggugat dan
Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana
layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang yang
bernama XXX, laki-laki, lahir tanggal 01 Mei 2005 M;
d) Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari
Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan
Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak awal pernikahan
dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan
bertengkar secara terus menerus disebabkan karena:
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1) Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah
tangga kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;
2) Tergugat suka bermain judi;
3) Tergugat apabila marah sering mengacam Penggugat dan
katakatanya kasar dan memaki-maki;
e) Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tanggal 17 Maret 2016 disebabkan oleh
permasalahan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
sedang sakit dimana Penggugat sangat mengharapkan dan
membutuhkan Tergugat untuk merawat Penggugat dan anak
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada dan pergi
bermain judi, kemudian terjadilah perselisian dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat, lalu tidak lama kemudian
Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai
dengan sekarang, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
tidak hidup bersama sampai dengan sekarang;
Gugatan Pemohon atas kondisi di atas adalah memohon Hakim dapat
memutuskan hal-hal berikut :
a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
b) Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat(PENGGUGAT);
c) Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus
karena perceraian
Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama,
pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga
Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk
perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini
Hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat
putusan, yakni:
a) Pasal 125 HIR tentang pemeriksaan perkara tanpa tergugat
b) Psl 82 ayat 1(satu) Undang-undangNo 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama Jo. Psl 39 Undang-undang No 1 Tahun1974 Jo
Psl 31 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun
1975, namunusaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap
pada gugatannya serta mohon putusan;
c) Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, namun
karena Tergugat tidakpernah hadir, meskipun Pengadilan telah
memanggilnya dengan patut, maka mediasitidak layak
dilaksanakan;
d) Pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formal Pengadilan Agama
101
berwenangmenerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
gugatan Penggugat
e) Pasal 1 Undang-undang No; 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan
untuk menciptakan keluarga yang sakinahmawaddah dan rohmah
sebagaimana dimaksud surat Arrum ayat 21 tidak mungkin
lagidapat terwujud;
f) Pasal 5 Bab III Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga;
Mengadili :
a) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
b) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
c) Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;
e. PUTUSAN Nomor: 1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs
Putusan Pengadilan Agama pada perkara cerai gugatyang diajukan
oleh “Isteri ” pada 13 Mei 2013 di Tangerang. Cerai gugat ini dilakukan
karena tergugat melakukan KDRT kepada penggugat serta perbuatan
penelantaran .
“Isteri” menjelaskan dalam materi gugatannya :
1) Bahwa Penggugat orang tidak mampu berdasarkan surat
keterangan tidakmampu yang dikeluar kan oleh Kepala kelurahan
Cempaka Putih, KecamatanCiputat Timur, Kota Tangerang Selatan
bagaimana surat keterangan Nomor :- , tanggal 9 Juli 2008;
menerangkan Penggugat adalah orang yang tidakmampu tetapi
bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
2) Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telahberhubungan sebagaimana layaknya suami isteri
dan dikaruniai seorang anakbernama : Anak Penggugat dan
Tergugat, laki-laki, umur 4 Tahun;
3) Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalanrukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Februari
2012 yang lalu, rumahtangga dirasakan mulai goyah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yangsulit untuk dirukunkan lagi yang
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
a. Tergugat sering melakukan Kekerasan KDRT kepada Penggugat
b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4) Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai
puncaknyaterjadi sejak 1 Tahun 6 bulan yang lalu, kemudian antara
Penggugat denganTergugat berpisah rumah, sampai sekarang
sudah tidak ada hubungan sepertilayaknya suami isteri, Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahuikeberadaannya;
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5) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dibina menjadisuatu rumah tangga yang baik dan harmonis
kembali, sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk suatu
rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah sudah tidak
mungkin tercapai lagi;
Gugatan Pemohon atas kondisi di atas adalah memohon Hakim dapat
memutuskan hal-hal berikut :
1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap tergugat
2) Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;
Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama,
pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga
Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk
perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini
Hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat
putusan, yakni:
1) Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini
termasuk absolute kompetensi
2) Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana
dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan
yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
Mengadili
1) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3) Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;
f. PUTUSAN Nomor 1834/Pdt.G/2017/PA.Medan
Putusan Pengadilan Agama pada perkara cerai gugatyang diajukan
oleh “Isteri ” pada 13 september 2017 di pengadilan agama medan. Cerai
gugat ini dilakukan karena suami meninggalkan isteri serta tidak
memberikan nafkah selama kurang lebih 8 Tahun .
“Isteri” menjelaskan dalam materi gugatannya :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah secara Islam pada tanggal 25 Januari 1995 M, sesuai
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bukti kutipan Akta Nikah No. 239/25/I/95 yang dikeluarkan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin
hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, dan
sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing
bernama:
a. Anak Penggugat perempuan, 21 Tahun;
b. Anak Penggugat perempuan, 20 Tahun;
c. Anak Penggugat, perempuan, 18 Tahun;
d. Anak Penggugat, perempuan, 18 Tahun;
e. Anak Penggugat, laki-laki, 15 Tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah
kontrakan di Jalan Garu II No. 24 LK I Kel. Harjo Sari Kecamatan
Medan Amplas, Kota Medan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari
Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan
Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak Tahun 1996, telah
berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus
menerus disebabkan oleh :
a. Tergugat kerap kali meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak
pulang;
b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan
Tergugat terjadi sekitar Tahun 2009 yang disebabkan karena
Tergugat kerap kali pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan
tidak pulang dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya
untuk menegur dan mendamaikan hubungan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
Gugatan Pemohon atas kondisi di atas adalah memohon Hakim dapat
memutuskan hal-hal berikut :
1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap tergugat
2) Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;
Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama,
pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga
Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk
perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini
Hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat
putusan, yakni:
1) Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975jo. Pasal 73
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan
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Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50
Tahun 2009; tentang bukti perkawinan
2) Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila
salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya
untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta
cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara Penggugat
dan Tergugat tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi.
3) Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Jo. Pasal 19huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka
gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;
4) Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar
biaya perkara;
Mengadili :
1) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus
sembilan puluhsatu ribu rupiah);
g. PUTUSAN Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Mtk
Putusan Pengadilan Agama pada perkara cerai gugatyang diajukan
oleh “Isteri ” pada 11 maret 2014 di Pengadilan Agama Mentok. Cerai
gugat ini dilakukan karena tergugat berselingkuh dan sering melakukan
pemukulan terhadap penggugat .
“Isteri” menjelaskan dalam materi gugatannya :
1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah di hadapanPegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan
Agama Kecamatan Muntok, padatanggal 23 Agustus 1998,
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah
Nomor234/29/IX/pw.01/1998, tanggal 24 Agustus 1998;
2) Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniaiempat orang anak, anak pertama bernama ANAK I
PENGGUGAT DANTERGUGAT umur 15 Tahun, ANAK II
PENGGUGAT DAN TERGUGATberumur 11 Tahun, ANAK III
PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 7Tahun, dan ANAK IV
PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 2 Tahun,sekarang anak-
anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
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3) Bahwa pada awal bulan Desember 2013, rumah tangga antara
Penggugat danTergugat tidak rukun kembali penyebabnya:
a. Tergugat sering memukul Penggugat pada bagian kepala, pipi,
dan badanPenggugat;
b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
c. Tergugat menuduh anak yang sedang di kandung Penggugat
sekarang inimerupakan anak hasil selingkuhan Penggugat,
padahal tidak benar;
4) Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama wanita
idamanlain bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, Tergugat
jugasering membawa selingkuhannya tersebut ke rumah orang tua
Tergugat bahkanPenggugat dan Ketua RT setempat pernah
menangkap basah Tergugat berduaandengan selingkuhannya
tersebut;
5) Bahwa selain itu Tergugat telah mengucapkan kata cerai kepada
Penggugat,diantaranya dihadapan paman Penggugat;
6) Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebutmengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak ada kebahagiaanlahir dan batin dan tidak ada harapan untuk
kembali membina rumah tangga;
7) Bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian ini Penggugat tidak
mempunyaibiaya karena miskin, Penggugat tidak mempunyai harta
dan tidak mempunyaipekerjaan tetap;
8) Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar
dengan sikapTergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah
dan akhirnya Penggugatsudah tidak sanggup lagi untuk membina
rumah tangga dengan Tergugat;
Gugatan Pemohon atas kondisi di atas adalah memohon Hakim dapat
memutuskan hal-hal berikut :
1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap tergugat
2) Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;
Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama,
pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga
Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk
perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini
Hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat
putusan, yakni:
1) Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
PeradilanAgama sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara initermasuk dalam
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kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga
secaraformil perkara ini dapat diterima;
2) Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 jo.
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal
tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri yangsah dan karenanya Penggugat
berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (personastandi in
judicio);
3) Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Olehkarena
itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi
MajelisHakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa
hadirnya Tergugat(Verstek);
4) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun
2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilantidak dapat
dilaksanakan;
5) Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan
6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 76 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana diubah denganUndang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009;
Mengadili
1) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3) Membebaskan biaya perkara
h. PUTUSAN Nomor __/Pdt.G/2015/PA.Sgr.
Putusan Pengadilan Agama pada perkara cerai gugatyang diajukan
oleh “Isteri ” pada 11 MEI 2015 di Pengadilan Agama Singaraja . Cerai
gugat ini dilakukan karena tergugat melakukan KDRT dan penganiayaan
secera psikis .
“Isteri” menjelaskan dalam materi gugatannya :
1) Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.18.7.1/PW.1/144/2015 tanggal 21
April 2015;
2) Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun tidak berlangsung lama karena
Tergugat temperamental;
3) Bahwa Penggugat selalu ingin mempertahankan rumah tangganya
walaupun Tergugat sering menghina Penggugat dan mengatai
Penggugat dengan kata-kata yang tidak menyenangkan dan
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menghina Islam karena Tergugat seorang mualaf dengan harapan
Allah memberikan hidayah kepada Tergugat;
4) Bahwa sekitar akhir 2014 Penggugat tidak sengaja membuka HP
Tergugat dan melihat SMS Tergugat dengan wanita lain yang
isinya tidak pantas dan tidak menyenangkan, namun ketika SMS
tersebut Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat
mengatakan wanita itu hanya teman dan Tergugat melakukan
tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sempat
Penggugat laporkan ke Polres Buleleng, namun laporan tersebut
tidak Penggugat lanjutkan dan Penggugat memaafkan Tergugat;
5) Bahwa pada 08 Januari 2015 jam 20.30 WITA Tergugat kembali
melakukan KDRT yaitu ketika Penggugat sedang sholat, lalu
Penggugat laporkan ke Polres Buleleng sesuai tanda bukti lapor
Nomor; TBL/06/I/2015/BALI/RES BLL;
6) Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi
dengan kelakuan Tergugat yang sudah keluar dari keyakinan
seorang muslim serta sering melakukan ritual agamanya terdahulu
yaitu Hindu;
7) Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai
ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
Gugatan Pemohon atas kondisi di atas adalah memohon Hakim dapat
memutuskan hal-hal berikut :
1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap tergugat
2) Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;
Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama,
pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga
Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk
perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini
Hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat
putusan, yakni:
1) Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan
kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;
2) Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, terhadap panggilan tersebut
3) Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama
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dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg.,
jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil
4) Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan), selain itu bukti tersebut tidak ada yang
membuktikan sebaliknya (menyangkal) sehingga Majelis Hakim
menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat.
5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu
rupiah);
Mengadili
1) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3) Membebaskan biaya perkara
i. PUTUSAN Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Medan
Putusan Pengadilan Agama pada perkara cerai gugatyang diajukan
oleh “Isteri ” pada 2 Januari 2018 di Pengadilan Agama Medan Cerai
talakini dilakukan karena pertengkaran yang tidak terdamaikan dan
tergugat selingkuh .
“Suami” menjelaskan dalam materi gugatannya :
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah
menikah secara Islam pada tanggal 06 Sya’ban 1429 H bertepatan
pada tanggal 08 Agustus 2008 M sesuai Duplikat bukti Kutipan
Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi
Sumatera Utara, tanggal 08 Nopember 2017 M;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir
tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat dijalan
Namorambe Komplek Johor Baru dan kemudian antara Pemohon
dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga
sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang bernama ;
a. XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada 12-10-2009 M
b. XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada 11-11-2011 M
3. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama menggugat cerai dari
Termohon adalah mengenai masalah hubungan Pemohon dengan
Termohon sebagai suami isteri terhitung sekitar Tahun 2016,
sampai dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan
bertengkar secara terus menerus disebabkan karena:
a. Termohon berselingkuh dengan pria lain;
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b. Termohon bersifat egois, suka melawan perkataan Pemohon;
c. Termohon sering pulang kerumah pada waktu malam hari;
4. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi pada sekitar Februari 2017,
disebabkan ketika Pemohon menyuruh agar Termohon pergi
kerumah orang tua Pemohon yang kebetulan pada saat itu sedang
ada acara ulang Tahun orang tua Pemohon. Akan tetapi Termohon
tidak pergi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon justru pergi
meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi kerumah
Pemohon dan Termohon. Maka sejak itu, Pemohon dan Termohon
tidak pernah hidup bersama lagi sampai dengan saat ini;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha
untuk mendamaikan dan sudah menegur serta menasehati
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah
tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama
dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati
untuk menceraikanTermohon dihadapan sidang Pengadilan Agama
Medan;
Gugatan Pemohon atas kondisi di atas adalah memohon Hakim dapat
memutuskan hal-hal berikut :
1) Mengabulkan permohonan Pemohon
2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap
Termohon;
3) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama,
pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga
Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk
perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini
Hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat
putusan, yakni:
1) Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undangNomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
2) Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah tersebut dan Penjelasannya
jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untukdapat melakukan
perceraian dengan alasan
3) Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PPNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134
KHI telah terpenuhi dan oleh karenanyaMajelis Hakim
berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup
alasanuntuk melakukan perceraian
4) Pasal 39 ayat (2) UUPerkawinan, permohonan Pemohon dapat
dikabulkan dengan memberi izinkepada Pemohon untuk
mengucapkan ikrar talak di muka sidang PengadilanAgama Masohi
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Mengadili :
1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah
Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
j. Putusan Nomor : 1801/Pdt.G/2011/PA.Bgl
Putusan Pengadilan Agama pada perkara cerai talakyang diajukan
oleh “suami ” pada 24 nopember 2011 di Pengadilan Agama Bangil. Cerai
talak ini dilakukan karena pertengkaran yang tidak terdamaikan dan
tergugat selingkuh.
“Suami” menjelaskan dalam materi gugatannya :
1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
Menikah padatanggal 14 Maret 2000, sebagaimana tertera dalam
Kutipan Akta Nikah :787/29/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, yang
dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Gempol
Kabupaten Pasuruan ;
2) Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup
bersamasebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman
dirumah bersamaselama ± 11 Tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai
2 orang anak, bernama :
a. ANAK I, umur 10 Tahun ;
b. ANAK II, umur 4 Tahun ;
3) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup
harmonis danbahagia tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi
karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;
4) Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sejak ±
3 Tahunyang lalu Pemohon mencurigai Termohon menjalin asmara
dengan laki-lakilain yang bernama PIL, anggota POLDA Jatim,
karena setiap hari laki-lakitersebut selalu berangkat dan pulang
bersama, padahal jam dinas Termohonhanya sampai sore, tapi
seringkali Termohon pulang hingga pulang pukulsebelas malam,
Pemohon pernah menanyakan hubungan Termohon
namunTermohon tidak mengakui, namun pada 31 Desember 2010
akhirnyaTermohon mengakui hal tersebut bahkan minta diceraikan
Pemohon ;
Gugatan Pemohon atas kondisi di atas adalah memohon Hakim dapat
memutuskan hal-hal berikut :
1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
2) Mengijinkan Pemohon (PEMOHON ) untuk mengucapkan ikrar
talak terhadapTermohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan
Agama Bangil ;
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3) Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.
Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama,
pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga
Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk
perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini
Hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat
putusan, yakni:
1) PP RI No. 10 Tahun1983 jo PP RI No. 45 Tahun 1990 dan atau
setidak-tidaknya sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 26 dan
27 Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor :
9 Tahun 2010
2) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil jo.
3) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara
pengajuan perkawinan,perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri
pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia ;
4) Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975,
bahwa permohonan perceraian dapat diterima apabilatelah cukup
jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan
danpertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan saksi-
saksi dari keluargaatau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri;
5) Pasal 1 Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam
6) Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor Reg. 38.K/AG/1990
tanggal 05 Oktober 1991
7) Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.
8) Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
9) Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam
10)Pasal 14 dan 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002Tentang Perlindungan Anak
11)Pasal 149 huruf (b) danPasal 152 Kompilasi Hukum Islam
12)Pasal 89 ayat (1) Undang-undangNomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun2006 dan




1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;Memberi ijin kepada
Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap
Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
AgamaBangil ;
2) Menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada
Termohon berupauang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
DALAM REKONPENSI :
1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2) Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang
bernamaANAK I dan ANAK II, dibawah pengasuhan dan
pemeliharaan (hadhonah)Tergugat (PEMOHON);
3) Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini adalah
hartabersama Penggugat dan Tergugat yaitu :
a. (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan
rumahtinggal permanen dengan bukti Setifikat Hak Milik
Nomor : 3364 suratukur tanggal 25-09-2007 Nomor :
20/Karangrejo/2007, luas 194 M²,dengan tanda-tanda batas
: terpasang sesuai PMNA/KBPN No. Tahun1997 Pasal 22,
atas nama Tergugat (TERGUGAT) terletak di
Gempol,Kabupaten Pasuruan ;--
b. (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza 1300 G,
Tahun 2001,warna hitam metalik, Nomor Polisi N-753-VG,
atas nama Penggugat(PENGGUGAT) alamat Gempol,
Kabupaten Pasuruan ;
c. (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi N-3313-
VK Tahun2008 warna hitam/merah, atas nama Penggugat
(PENGGUGAT)alamat Gempol, Kabupaten Pasuruan ;
d. Menetapkan harta bersama sebagaimana diktum nomor 3.1
sampai 3.3tersebut ½ (seperdua) bagian adalah hak dan
milik Penggugat dan ½(seperdua) bagian lagi adalah hak
dan milik Tergugat ;
4) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta
bersamasebagaimana pada diktum nomor 3.1 sampai nomor 3.3
masing-masingmendapatkan ½ (seperdua) bagian atau apabila
harta-harta tersebut tidakdapat dibagi secara natura, maka dilelang
dengan bantuan Kantor LelangNegara dan hasilnya diserahkan ½
(seperdua) kepada Penggugat dan ½(seperdua) lagi kepada
Tergugat ;
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Secara ringkasnya keterkaitan kekersan yang didalilkan dalam
putusan bukan hanya satu saja dapat dilihat dalam tabel berikut :






















1. kelakuan suami suka
main judi







1. sifat pemarah suami























2. dan sering melakukan
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Sumber : Putusan pengadilan
Berdasarkan tabel 3.1 ringkasan putusan yang diangkat penulis
sebagai bahan analisis permasalahan perceraian dengan alasan
kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat 8 (Delapan) putusan yang
tergolong cerai gugat dimana kesemuanya mengandung kekerasan dalam
rumah tangga, seperti penganiayaan terhadap istri, penghinaan, bahkan
tidak membiayai keluarga. Terdapat juga 2 putusan cerai talak dengan
alasan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh isteri terhadap suami
dengan berbagai alasan (dalil) yang disampaikan seperti perzinahan,
hinaan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis putusan
perceraian terutama denga alasan kekerasan dalam rumah tangga paling
banyak dilakukan oleh suami terhadap isteri yang membuat cerai gugat
lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak.
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BAB IV
SINKRONISASI HUKUM PERCERAIAN ALASAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANYA
A. Sinkronisasi Hukum Perceraian alasan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
1. Sinkronisasi Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 dengan
Kompilasi hukum islam tentang kekerasan dalam rumah tangga
Perkawinan bukan hanya sebagai sebuah sarana untuk
keabsahanhubungan suami isteri semata atau hanya sebuah perjanjian
antara laki-laki dan perempuan untuk hidup, namun lebih dari itu
perkawinan merupakan suatu ikatan suci (mistaqon gholidhon), karena
dalam suatu perkawinan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT
yang memiliki dimensi ibadah, dan juga merupakan sarana bagi
pengembangan dan penerusan dari satu generasi kepada generasi
berikutnya. Perkawinan memiliki tujuan yang amat luhur dan mulia, yaitu
membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah atau
dengan kata lain membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, hal ini
sesuai dengan tujuan perkawinan yang dalam Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 junctoPasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
Namun tidak sedikit perkawinan yang harus karena terjadinya
sebuah perceraian, sehingga tujuan perkawinan yang diimpikan dan
didambakan setiap orang tersebut tidak dapat tercapai, salah satu alasan
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terjadinya perceraian antara lain adalah karena adanya kekerasan dalam
rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak. Berdasarkan
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 Undang-undangNomor 3 Tahun
2006 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya yaitu
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak”Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa
beberapa alasan untukmelakukan perceraian yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah memiliki kesesuain atau kesamaan
dengan konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dirumuskan dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu ketentuan Penjelasan Pasal
39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 juncto Pasal 116 huruf a
dan f Kompilasi Hukum Islam yang isinya “Salah satu pihak berbuat zina
atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan” dan “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
dalam rumah tangga” yang berkesesuaian dengan konsep kekerasan
psikis atau mental yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal5
juncto Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi
“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang”Kemudian ketentuan
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sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum
Islam yang isinya “Salah satu pihak meninggalkan pihak lainn selama 2
(dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal di luar kemampuannya” yang berkesesuaian dengan
konsep kekerasan penelantaran rumah tangga yang terdapat dalam Pasal
1 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.
Selanjutnya adalah ketentuan sebagaimana tercantum dalam
PenjelasanPasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto
Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang isinya “Salah satu pihak
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan
pihak lain” yang berkesesuaian dengan konsep kekerasan fisik yang
terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) junctoPasal 6 Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 yang isinya adalah “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
jatuh sakit, atau luka berat”. Dalam praktek pemberian putusan pada
pengadilan agama sebagaimana yang diangkat penulis pada bagian 3
sebelumnya permohonan atau gugatan baik perceraian yang diajukan
isteri maupun yang diajukan suami (talak) yang didasarkan adanya
kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya bentuk yang didalilkan
bukan hanya satu saja, melainkan digabungkan dengan bentuk kekerasan
dalam rumah tangga yang lain. Kedaaan tersebut dapat diperhatikan
dalam putusan yang disajikan penulis diatas.
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Walaupun konsep kekerasan dalam rumah tangga dalam
kompilasi hukum islam tidak diseluas yang dibahas pada Undang-undang
kekerasan dalam rumah tangga ( UU Nomor 23 Tahun 2004). Prinsip
keterkaitan kedua  norma tersebut didasarkan pada pemenuhan rasa
berkeadilan terhadap para pihak dalam keluarga yang pada
pelaksanaanya pada kompilasi hukum islam cenderung dipersempit
cakupanya. Penyempitan tersebut bukan membatasi cakupan Undang-
undang tentang perilaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap
kompilasi hukum islam. Tetapi secara harfiah hukum islam mengatur dan
memveri ketentuan terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga
2. Singkronisasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan
perceraian berdasarkan putusan pengadilan Agama
Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan
dalamUndang-undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaa secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.
Dari definisi di atas maka dapat dirumuskan beberapa bentuk kekerasan




c. Kekerasan seksual; dan
d. Penelantaran rumah tangga.
Rumusan dari definisi di atas kemudian digunakan untuk
menganalisis mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga yang
terdapat dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam. Secara redaksional pengertian kekerasan
dalam rumah tangga yang sama seperti di atas memang tidak dapat
ditemui dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam, namun dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975
juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan beberapa
alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perceraian, yaitu :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, danlain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun
berturut-turuttanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal di luarkemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau
hukumanyang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yangmembahayakan pihak lain;
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e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidakdapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah
tangga;
Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan tersebut ditambah
dengan :
g. Suami melanggar taklik talaknya; dan
h. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan
dalam rumahtangga.
Apabila dibandingkan antara rumusan kekerasan dalam rumah tangga
yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2004 dengan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melakukan
perceraian,maka beberapa alasan tersebut secara subtansial sesuai
dengan rumusan kekerasan dalam rumah tangga, alasan-alasan tersebut
adalah :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, danlain sebagainya yang sukar disembuhkan (Penjelasan
Pasal 39 ayat (2)Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto
Pasal 19 huruf a PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto
Pasal 116 huruf a Kompilasi HukumIslam);
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun
berturut-turuttanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal di luarkemampuannya;
c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yangmembahayakan pihak lain;
d. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah
tangga;
Hal tersebut di atas menunjukan bahwasanya konsep kekerasan
dalamrumah tangga yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :
a. Kekerasan Psikis;
Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang baik secara
langsungmaupun tidak langsung mengakibatkan penderitaan atau
kesengsaraanpsikis/mental yang berat pada seseorang.Dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi HukumIslam,
konsep kekerasan dalam rumah tangga seperti di atas dapat
ditemui pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) juncto Pasal 116 huruf a
KompilasiHukum Islam, yaitu “Salah satu pihak berbuat zina atau
menjadi pemabuk,pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang
sukar disembuhkan”.
Kemudian dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,
yaitu“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
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pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah
tangga”. Kedua alasan perceraian tersebut termasuk dalam
kekerasan psikisdalam rumah tangga, karena baik secara langsung
maupun tidak langsungdapat mengakibatkan tekanan jiwa yang
kemudian dapat menimbulkanpenderitaan psikis/mental berat pada
seseorang (suami/istri).
Penggunaan alasan kekerasan dalam rumah tangga dalam
bentuk keklerasan psikis ditemukan dalam putusan yang diangkat
oleh penulis sebagai bahan analisa beberapa diataranya yaitu pada
putusan cerai gugat nomor. 2452/Pdt.G/2017/PA. Medan, pada
gugatan isteri menyampaikan penyebab perceraian adalah suami
seorang pemakai narkoba, suami bersikap kasar dan sering
memaki penggugat yang mengakibatkan sakit hati. Pada putusan
cerai gugat nomor 119 /Pdt.G/PA.Medan, diterangkan bahwa
alasan perceraian yang diajukan penggugat adalah sifat suami
yang kasar, kekasaran tersebut ditunjukkan dengan kata kata
makian serta hinaan yang dilontarkan kepada isteri. Selanjutnya
pada putusan cerai talak nomor 25/Pdt.G./2018/PA.Medan yang
menerangkan bahwa alasan perceraian yang ajukan suami kepada
pengadilan yaitu karena isteri melakukan perselingkuhan. Bagitu
juga pada putusan lainya sebagaimana penulis daftarkan pada
tabel 3.1.
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Alasan dengan adanya penghinaan, makian, perselingkuhan
baik oleh suami maupun isteri dapat dietrima sebagai bagian dari
kekerasan psikis. Kekerasan psikis sebagaimana dalam kompilasi
hukum islam maupun Undang-undang tentang larangan kekerasan
dalam rumah tangga tidak bisa diterima, artinya perilaku tersebut
harus dihindarkan karena dapat merusak psikologi maupun mental
yang mendapat cacian, makian maupun hinaan. Keterkaitan
perselingkuhan sebagai bentuk dari kekerasan secara psikologis
diterjemahkan sebagai bagian dari perilaku yang dapat menekan
kejiwaan pasangan yang diselingkuhi. Pasangan yang telah
diselingkuhi cenderung akan mengalami ketertekanan,
direndahkan.
b. Kekerasan fisik;
Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan seseorang yang
dapatmenimbulkan atau mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau
luka berat.Kekerasan fisik ini lebih mengarah kepada jasmani atau
raga seseorang.Konsep kekerasan secara fisik dalam rumah
tangga seperti tersebut diatas dapat ditemukan dalam Penjelasan
Pasal 39 ayat (2) juncto Pasal 116huruf d Kompilasi Hukum Islam,
yang memuat ketentuan salah satu alasanperceraian adalah “Salah
satu pihak melakukan kekejaman ataupenganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain”. Dalam putusan pengadilan yang
dianalisis penulis terdapat beberapa putusan yang mendalilkan
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kekerasan dalam bentuk fisik, seperti putusan cerai gugat nomor
119/Pdt.G/2018/PA. Medan yang memberikan salah satu alasan
perceraian yaitu suami melakukan pemukulan. Pada putusan cerai
gugat lain nomor 50/Pdt.G/PA.Mtk  memberikan penjelasan bahwa
dalil gugatan yang diajukan penggugat adalah bahwa tergugat
melakukan kekerasan dalam bentuk pemukulan terhadap
penggugat.
Kekerasan fisik sebagai alasan perceraian menjadi bagian
yang sangat mendalam untuk dipahami. Kekerasan fisik dalam
putusan perceraian hampir keseluruhanya tidak dapat didalilkan
dalam pengambilan keputusan hakim. Akan tetapi terdapat
sebagain kecil yang dapat memaparkan hal tersebut. Keterkaitan
kekerasan fisik dalam alasan perceraian akan diterima oleh
pengadilan agama apabila kekerasan tersebut sudah dilaporkan
pada pihak berwajib dan sudah memperoleh status hukum yang
berkekuatan sempurna. Dalam hal tersebut hakim akan
menggunakan salinan perkara pada proses pidana sebagai wujud
bukti perilaku kekerasan fiisik yang dapat diterima pengadilan
agama sebagai alasan perceraian.88
c. Penelantaran rumah tangga.
Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan seseorang
yangberupa penelantaran atau menelantarkan seseorang dalam
88Saleh, K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1980.
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lingkup rumahtangganya, sedangkan menurut ketentuan yang
berlaku, ia berkewajibanmemberikan penghidupan, perawatan atau
pemeliharaan kepada orangtersebut.
Penelantaran rumah tangga, walaupun dalam redaksi yang
berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, secara
jelas juga telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf b
Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai salah satu alasan yang
dapat digunakan untuk melakukan perceraian adalah “Salah satu
pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di
luar kemampuannya”.89
Uraian di atas secara tidak langsung juga telah menunjukan
bahwa konsep kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam lingkupnya lebih sempit dan tidaklah seluas konsep yang
dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hal tersebut dapat
terlihat bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
menyebutkan pula kekerasan yang dilakukan terhadap pembantu
rumah tangga, namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam lebih mempersempit lingkup kekerasan
89Rasyidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia,
Alumni, Bandung, 1982.
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dalam rumah tangga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang
dapat digunakan sebagai alasan mengajukan gugatan/permohonan
perceraian adalah kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak,
baik pihak suami maupun pihak istri dalam suatu ikatan
perkawinan.
Penelantaran menjadi dasar perceraian ditemukan dalam
kasus yang analisis peneulis yaitu. Putusan cerai gugat nomor
1834/Pdt.G/PA. Medan menerangkan bahwa, puncak
pertenmgkaran antara penggugat dengan tergugat pada Tahun
2009 dima tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit
hingga sampai putusan gugatan diajukan kepengadilan agama
medan tergugat tidak memberitahu keberadaanya serta tidak
memberi nafkah kepada isteri dan anak. Berdasarkan dalil diatas
yangmana hakim menerimnaya atas dasar telah melakukan
penelantaran dengan tidak memberi nafkah selama kurang lebih
delapan Tahun.
Penelantaran sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang
larangan kekerasan dalam rumah tangga dan kompilasi hukum
islam melarang salah satu pihak dari kuarga (suami atau isteri)
meninggalkan keluarga melebihi 2 Tahun (KHI). Oleh sebab hal
tersebut hakim dapat menerima perceraia dengan alasan tidak
menafkahi.
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Berdasarkan tabel ringkasan dalil diatas penulis memberikan
kesimpulan bahwa dalil yang digunakan pada perceraian alasan adanya
KDRT dilakukan dengan mengakumulasikan lebih dari satu dalil,
walaupun pembuktian yang dilakukan dipengadilan agama terhadap
perkara perceraian bersifat alternatif bukan bersifat kumulatif. Keterlibatan
KDRT dalam lingkup perceraian apabila dipandang secara sederhana hal
ini akan bertentangan dimana lingkup KDRT berada pada peradilan
umum. Menurut penulis pentingnya perlindungan bagi para pihak yang
Hak asasinya diberlakukan semena-mena menyebabkan norma tersebut
dikaitkan sebagai alasan yang sah dalam kasus perceraian.
Majelis Hakim dalam merumuskan pertibangan hukumnya
sebagaimana dalam putusan yang diangkat oleh penulis tidak serta
memerta mencantumkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Larangan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketidak munculan Undang-undang
tersebut menurut penulis dikarenakan perbedaan tujuan dari apa yang
dilakukan hakim dengan tujuan UU tersebut. Hakim dalam dalam kasus
perceraian bertugas memutuskan pasangan pertalian pasangan suami-
isteri apabila upaya mediasi telah dilakukan, sedangkan tujuan UU No. 23
Tahun 2004 adalah menjaga keutuhan keluarga atau perkawinan. Hal
tersebut lah yang mendasari hakim tidak menyertakan UU tersebut.
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B. Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Perkawinan
Perceraian ialah suatu keadaan dimana antara suami dan seorang
isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya tali
perkawinan melalui putusan Pengadilan.90 Perceraian dalam Hukum Islam
merupakan suatu hal yang diperbolehkan akan tetapi dibenci oleh Tuhan.
Seorang isteri yang beragama Islam yang hendak mengajukan perkara
perceraian, harus mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan
Agama.91 Gugatan cerai dibuat sedemikian rupa yang secara formal
berisikan identitas para pihak, posifa atau dudukperkaranya dan petitum
atau tuntutan. Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai
kedudukan yang sama dalam hukum termasuk mengajukan gugatan cerai
terhadap suami. Untuk melakukan perceraian harus ada bukti yang cukup
dan alasan yang kuat, bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat hidup
rukun sebagaisuami isteri.92
Apabila telah tidak ada ketidakcocokan tersebut, maka sesuai
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan gugatan perceraian sesudah putusan perceraian mempunyai
90Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,
Kencana, Jakarta, 2004
91Siti Musdah Mulia, “Menuju Hukum Perkawinan yang adil” dalam buku
Perempuan dan Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan keadilan,
Penerbit YOI, Jakarta, 2008
92Oneng Nurul Bariyah dan Siti Aisyah (ed.), Memecah Kebisuan: Agama
Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon
Muhammadiyah),Komnas Perempuan, Jakarta, 2009
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kekuatan hukum tetap. Sudah menjadi ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, bahwa siapapun yang mengajukan perkara perceraian, baik
cerai talak maupun cerai gugat dalam permohonan atau dalam
gugatannya harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya
cerai talak atau cerai gugat. Yang harus dipahami benar adalah
pemahaman terhadap alasan perceraian, karena untuk melakukan
perceraian harus ada alasan, hingga dengan alasan itu antara suami dan
isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
Putusnya status keluarga oleh perceraian hendaknya menjadi
sorotan kepada masing-masing pihak hal ini dimaksudkan sebagai
pertimbangan bagi para pihak (suami-isteri) yang akan bercerai.
Banyaknya akibat atau dampak yang diperoleh oleh masing-masing pihak
setelah melakukan perceraian bukan saja akibat perceraian yang
disebutkan dalam Undang-undang perkawinan Pasal 41. Kenyataan yang
terjadi di ranah umum lebih mendominankan kepada dampak negatif dari
perceraian tersebut.
Undang-undang perkawinan mengatur tentang akibat perkawinan
tidak lain dan tidak bukan berfokus kepada kebebasan dan tanggung
jawab masing-masing pihak, sementara yang cenderung tampak pada
masyarakat yaitu dampak buruk perceraian tersebut. Akibat perceraian
yang didasarkan pada kekerasan dalam rumah tangga tidak memiliki
perbedaan yang signifikan hakim dalam memberikan putusanya hanya
mengacu pada Pasal 41 UUP. Berdasarkan hemat penulis diatas maka
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layaknya dikaji akibat hukum perceraian berdasarkan Undang-undang
perkawinan dan akibat yang tampak di masyarakat.
1. Terhadap Anak Hasil Perkawinan
Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
Pasal 41 : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan
anak pengadilan memberikan keputusan.
b. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam
kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,
pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu
kewajiban bagi bekas isteri. Dengan adanya putusan pengadilan
tentang putusnya suatu perkawinan, karena kedua belah pihak
tidak dapat berdamai kembali maka perceraianlah terbaik bagi
keduanya.
Namun demikian dengan adanya perceraian tersebut, selain akibat
yang disebutkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41, perceraian
antara suami isteri dapat pula berdampak terhadap isteri, suami, anak-
anaknya (apabila sudah mempunyai anak) dan juga terhadap kedua orang
tua dari kedua belah pihak atau keluarganya. Dampak perceraian tersebut
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secara ekonomi dan psikologi tentu saja tidak hanya di rasakan mantan
pasangan suami dan isteri saja tetapi juga pada anak-anak mereka.93
Setelah terjadinya perceraian tentu saja membawa dampak yang
sangat besar terhadap mantan suami, bekas isteri, dan anak-anak
mereka. Secara otomatis setelah perceraian perubahan yang terjadi
adalah perubahan status dari mantan pasangan yang pernah hidup
bersama sebagai suami isteri, meskipun ada perubahan status bagi orang
tua tetapi hal tersebut tidak berlaku terhadap anak, karena tidak adanya
istilah mantan anak. Ditemukan hampir separuh dari anak-anak tersebut
merasa “dimanfaatkan” oleh salah satu atau bahkan kedua orang tua
mereka. Beberapa perlakuan orang tua lainnya setelah terjadinya
perceraian adalah berusaha menarik simpati anak untuk mencari
informasi melalui anak tentang mantan pasangan, menceritakan hal-hal
yang tidak benar tentang mantan pasangan, serta melibatkan anak dalam
kondisi permusuhan.
Perlakuan-perlakuan orang tua ini menurut Ahrons ada pada
ketegori ketiga hubungan antar mantan pasangan yang bercerai. Selain
harus menyesuaikan diri dengan lingkungan mantan suami dan isteri
harus terbiasa hidup tanpa mengandalkan bantuan dari mantan pasangan
hidupnya. Demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin sulit maka
seorang janda atau seorang ibu harus merelakan waktunya bersama sang
anak demi pemenuhan kebutuhannya. Permasalahan yang tidak
93E.N.Hayati, Derita Di Balik Harmoni, Rifka Anisa Women Crisis Center,
Yogyakarta, 2001.
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terselesaikan baik sebelum dan sesudah perceraian akan lebih
memperburuk hubungan antar keduannya, sehingga mereka akan
semakin menjelek-jelekan satu sama lain. Hal tersebut akan membuat
sang anak mengalami luka batin.
Luka batin tersebut meliputi perasaan kecewa, takut, rasa tidak
aman dan frustasi yang berkapanjangan. Kemungkinan anak akan
menunjukan perasaan tersebut dengan perubahan sikap, cenderung
untuk menyerang dan depresi. Orang tualah yang harus berlaku bijak
dalam bersikap karena bagi seorang anak sangatlah sulit menerima
perpisahan dari kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tua harus
bekerja sama agar sang anak dapat menyesuaikan diri secara positif
terhadap perceraian orang tuanya. Orang tua harus memberikan
tanggung jawab terhadap pendidikan, pengontrolan perilaku anak,
penanaman nilai-nilai moral dan etika, menjamin kesehatan anak,
perawatan, kasih sayang, pakaian, tempat tinggal (sandang, pangan dan
papan).
2. Terhadap Pembagian Harta Bersama
Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan
akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Harta bersama
adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan. Harta
tersebut akan menjadi harta bersama, jika tidak ada perjanjian mengenai
status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan,
kecuali harta yang dapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau
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bawaan masing-masing suami isteri yang dimiliki sebelum dilangsungkan
pernikahan, seperti tercantum pada Pasal 35 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974.
Menurut Undang-undang perkawinan, apabila putus perkawinan
karena perceraian harta bersama harus diselesaikan menurut hukumnya
masing-masing yaitu:
Pasal 35
1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama.
2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,
adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak
tidak menentukan lain.
Pasal 36
1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.
2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
mengenai harta bendanya.
Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur dalam
hukumnya masing-masing.
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B. Akibat Hukum Perceraian Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga
Berdasarkan Putusan Pengadilan
1. Akibat Hukum Terhadap Hak Nafkah
Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa nafkah adalah
pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk
sesuatuyang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi
tanggung jawabnya.94 Sayyid Sabiq dalam buku fiqh sunnah menyebutkan
bahwa nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal,
pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang
kaya.95Menurut Djamaan Nur dalam buku fiqh munakahat, nafkah adalah
suatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada
miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu
adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dari beberapa
definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan
nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang
untukmencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.96
Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami
wajib memberi kepada Isterinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata
iddah berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan
suaminya, jadi nafkah Iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh
mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud
94 Wikipedia, “Pengertian Hak”, artikel diakses pada 4 Mei 2018 dari
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak.
95Sabiq, Sayid.Fiqh Sunah, Jilid 3, Penerjemah Abu Syauqina dan Aulia Rahma,
Cet II,   Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
96Nur, Djamaan, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993)
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dengan nafkah Iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan
seorang pria kepada mantan isterinya berdasarkan putusan pengadilan
yang menyelesaikan perceraian mereka.97
Terjadinya perceraian menjadi perhatian penting bagi setiap pihak
dan menjadi bahan pelajaran terhadap pihak lain yang mengamati.
Perceraian bukan lah hal yang diinginkan. Mengingat perceraian akan
memutuskan perkawinan yang pada dasarnya dilakukan berdasarkan
agama masing-masing. Akan tetapi keadaan hidup, perkembangan
zaman, tuntutan diri bahkan kepada egoisme menyebabkan perceraian
sebagai hal yang marak. Memperhatikan banyaknya hak yang hilang
berdasarkan perceraian hal ini menjadi bagian yang selalu sorotan. Antara
perceraian yang di mintakan oleh pihak isteri (gugatan cerai) dan pihak
suami (Talak) berbeda kedaanya terkait pemenuhan nafkah. Ketentuan
pemberlakukan pemberian nafkah dilakukan apabila suami menceraikan
isterisnya. Sebagaimana bahasan penulis tentang pemberian hak nafkah,
terdapat 2 jenis nafkah yang harus digenapi suami setelah suami tersebut
mengikrarkan talaknya yaitu :
a. Hak Nafkah Isteri
Nafkah iddah dan mut’ahmerupakan kewajiban dari mantan suami
kepada isteri yang telah diceraikan.98 Hal ini merupakan suatu sikap yang
sepatutnya dilakukan oleh suami karena pada perkara cerai talak pihak
97Rasyidah Dkk, Potret kesetaraan Gender di Kampus, (Aceh: PSW Ar-Raniry,
2008)
98Sastroatmodjo, Aryo, Hukum Perkawianan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,
1981)
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suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan
isterinya. Sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum
cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi nafkah iddah dan
mut’ah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah
dan bisa menjadi penggembira bagi isteri yang diceraikan. Dengan
merujuk pada kepentingan nafkah bagi isteri yang sedang menjalani masa
iddahnya, maka tepat kiranya dalam sistemhukum perkawinan di
Indonesia, jika suami menceraikan isterinya ia harus membayar sejumlah
uang sebagai wujud pemberian nafkah, maskan, dan kiswah isteri
sebagaimana yang telah penulis jelaskan.
Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan
dariisteri.Permintaan dari isteri yang dimaksud dalam hal perkara cerai
talak adalah isteri mengajukan gugatan rekonpensi terkait nafkah iddah
dan mut’ah.Putusancerai talak biasanya diikuti dengan kewajiban suami
untukmembayar nafkah iddah dan mut’ah terhadap isteri yang telah
diceraikan,99 hal ini dikarenakan hakim diberikan kewenangan oleh
undangundang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan
mut’ah isteri. Artinya bahwa hakim secara ex officio dapat menentukan
nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41
huruf (c) Undang-undang No.1 Tahun 1974. Namun hakim tentu saja tidak
serta merta menghukum suami selaku pemohon secara ex officio apabila
termohon tidak mengajukan gugatan rekonpensi.
99Rasyid, Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. 4, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1995
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Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghukum
pemohon secara ex officio diantaranyaadalah nusyuz tidaknya isteri dan
kemampuan suami secara materi.100Nusyuz isteri adalah suatu bentuk
kedurhakaan atau ketidaktaatan isteri terhadap suami baik dalam bentuk
perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Berikut adalah
perbuatanperbuatan yangtergolong nusyuz isteri.
a. Menolak berhubungan dengan suaminya tanpa alasan yang sah;
b. Isteri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang
sah dan tanpa izin suami;
c. Isteri tidak mau mengikuti suaminya dalam hal-hal yang dibenarkan
oleh agama tanpa alasan yang sah;
d. Memukul atau menyakiti suami secara fisik;
e. Perselingkuhan;
f. Boros membelanjakan harta bersama atau harta suami termasuk
boros belanja makanan, minuman, dan pakaian.101
Adapun nusyuz isteridalam bentuk perkataan adalah sebagai berikut.
a. Isteri mengusir suaminya dari rumah.
b. Menghina dan menyepelekan suaminya. Hal ini terkadang
dilakukan isteri ketika pendidikan suaminya lebih rendah atau
ketidaksetaraan status sosial, dalam hal ini status sosial isteri lebih
tinggi dari suami.
c. Berkata-kata kasar pada suaminya.
100Mudjib, Abdul. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta : Kalam Mulia, 2001
101Sabiq, Sayid.Op Cit , 2013. Halaman 12
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d. Menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain. Menceritakan
rahasia suami kepada orang lain dapat membawa kerusakan diri
sendiri. Setiap orang memiliki hak privasi.102
Isteri yang tergolong nusyuz haknya untuk memperoleh nafkah
iddah dari suaminya pasca perceraian menjadi gugur. Suami selaku
pemohon tidak wajib memberikan nafkah iddah pada isteri yang nusyuz,
sesuai dengan Pasal 152 KHI yang telah penulis jelaskan pada bab
II.Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar untuk menghukum
pemohon secara ex officio adalah jika isteri terbukti tidak nusyuz dan
suami mempunyai penghasilan yang cukup. Selain itu hakim juga melihat
kemampuan dari isteri untukmenghidupi dirinya sendiri. Hakim sangat
perlu memberikan perlindungan kepada isteri terlebih jika isteri tidak
bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
Bersentuhan dengan nafkah terhadap isteri pasca perceraian
dalam penelitian ini terdapat putusan yang diangkat penulis sebagai
bahan analisa penelitian ini yaitu :
a. PutusanNomor 3/Pdt.G/2016/PTA.Ab
Putusan pengadilan tingkat banding pada pengadilan agama
ambon yang sebelumnya pada pengadilan agama tingkat pertama
melakukan perceraian talak. Pada pokok permasalahan Suami
menceraiakan isterinya karena dipermalukan di kantor suami hal ini
diniai sebagai pelecehan sekaligus penghinaan.
102 Supriadi, Dedi Dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia
Islam, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009
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Dalam penyelesaian kasus tersebut setelah majelis hakim baik pada
pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding mengupayakan
mediasi tetapi pemohon tetap pada pendirinaya yaitu memutus hubungan
keluarga dengan perceraian.
Selanjutnya pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding
oleh majelis hakim memberikan keputusan terkait pemenuhan hak baik
untuk anak (Hak asuh dan biaya anak) dan hak isteri ( Nafkah Iddah dan
Mut’ah) yang pada putusanya sebagai berikut :
1) Menyatakan permohonan banding Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
2) Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor
359/Pdt.G/2015/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Senin 21 Maret
2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437
Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :
Dalam Konvensi :
1) Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2) Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi
(PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
3) Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah
kepada Termohon Konvensi seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4) Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar mut’ah kepada
Termohon Konvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
5) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk
mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota
Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu ;
Dalam Rekonvensi :
1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2) Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak
pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama :
a) ANAK I bin Rasit Pelupessy, umur 11 Tahun ;
b) ANAK II binti Rasit Pelupessy , umur 5 Tahun ;
3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah
pemeliharaan kedua anak pada butir 2 melalui Penggugat
Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 10 %
(sepuluh perseratus) untuk setiap Tahun, diluar biaya pendidikan
dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-
anak tersebut mencapai umur 21 Tahun (dewasa) ;
4) Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk
selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh
satu ribu rupiah) ;
Membebankan kepada Termohon Konnvensi/Penggugat Rekonvensi/
Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding
sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Berdasarkan putusan tersebut diatas penulis merasa akibat yang
ditimbulkan oleh perceraian dalam hal ini perceraian talak yang dilakukan
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suami. maka oleh suami tersebut berkewajiban memberikan sejumlah
uang atau kebendaan untuk menggenapi apa yang disebut sebagai
nafkah iddah dan mut’ah. Ketentuan tersebut diatas tidak diberlakukan
kepada isteri yang nusyuz sebagaimana kriterianya dijeskan pertama
diatas.
Pembebanan nafkah terhadap isteri pada kasus diatas disesuaikan
dengan penghasilan suami. Pemberian hal tersebut itu juga telah diatur
dalam UUP yang mana menyebutkan pada saat perceraian talak suami
berkewajiban menyerahkan sejumlah uang sebagai nafkah kepada isteri.
Hal ini dilakukan untuk mejamin kebutuhan hidup isteri  yang diceraikan.
Ketentuan pemberian nafkah pada kasus diatas disesuaikan dengan KHI
yang mana menyebutkan apabila terjadi perceraian oleh suami (talak)
maka nafkah diserahkan sebesar 1/3 dari penghasilan suami.
Berdasarkan pemberian putusan hakim pada pengadilan tingkat banding
makasi suami memiliki kewajiban memberikan nafkah sebesar
Rp.4.500.000,-
Sedangkan penyerahan mut’ah dalam putusan diatas dilakukan
suami dengan penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,-. Dalam putusan
diatas kelakuan yang didalilkan oleh pemohon (suami) yaitu bahwa
termohon (isteri) telah mempermalukan pemohon, dalam hal tersebut
pengadilan menilai alasan tersebut tidak menjdikan hak isteri untuk
menerima nafkah dan Mut’ah di hilangkan.
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Ketentuan tentang nafkah isteri yang tidak harus diberikan oleh
suami yang menceraikan dapat dilihat pada putusanNomor :
1801/Pdt.G/2011/PA.Bgl dalam putusan tersebut hakim menggugurkan
nafkah yang harus diserahkan oleh suami terhadap isteri. Gugurnya
pemberian nafkah tersebut berdasarkan penilaian oleh hakim bahwa
termohon yatu isteri telah Nusyuz dalam bentuk melakukan
perselingkuhan dan perzinahan. Keadaan tersebut berdasarkan hukum
yang berlaku. Menyebabkan hak nafkah isteri gugur karena tergolong dari
beberapa ketentuan nusyuz yang diberlakukan hukum yang berlaku.
b. Hak Nafkah Anak
Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai
elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam
keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang
tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui
kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Ayah kandung
berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang
anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik
pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun
perkawinan orangtua si anak telah putus.
Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya
merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan
berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga
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biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan
terjadinya perceraian orang tuanya.
Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan
nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang
membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak
yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling
dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung
jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab
mencarikan nafkah anaknya.
Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan kedalam empat
kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan
berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk
berpartisipasi.103Dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan
anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode
sebelum mumayyiz (anak belum bisa membedakan antara yang
bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur
tujuh atau delapan Tahun) menurut Kompilasi Hukum Islam sampai
berusia 12 Tahun, (Pasal 106 KHI) dan sesudah mumayyiz. Sebelum
anak mumayyiz, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu
lebih mengertikebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak
pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekatnya.
103Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Maz|hab, (Jakarta: Lentera, Cet.
VII, 2008)
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Masa mumayyiz dimulai sejak anak secara sederhana sudah
mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya,
ini dimulai sejak umur 7 (tujuh) Tahun sampai menjelang dewasa (balig
berakal). Pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan
apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu
ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak, demi kepentingan
anak hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang
maslahat bagi anak.
Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian
Perceraian merupakan momok menakutkan bagi setiap keluarga (suami,
isteri , dan anak-anak), penyebab perceraian bisa bermacam-macam,
yaitu antara lain gagal berkomunikasi, ketidaksetiaan, kekerasan dalam
rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan
budaya, dan lain sebagainya.104
Pasca perceraian ada penyesuaian-penyesuain yang harus
dilakukan oleh kedua belah pihak (mantan suami dan mantan isteri)
terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial,
apalagi dari perkawinan antara mereka telah dilahirkan anak. Abdullah bin
Umar radhiallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap
pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.
Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas
104Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet V, Jakarta : UI-Press,
2009.
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rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai
pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di
dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung
jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah
pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung
jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.” (HR. Al-Bukhari No.
844 dan Muslim No. 1829)
Jika didalam keluarga bapak-ibunya baik, rukun dan menyanyangi
maka anak akan mendapatkan unsur positif dari kepribadiannya dan
apabila orangtuanya beragama serta taat melaksanakan agama dalam
kehidupan sehari-hari, maka anak mendapatkan pengalaman keagamaan
yang menjadi unsur dalam kepribadiannya.
Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
menyebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung
jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani
maupun sosial. Tanggung jawab orangtua atas kesejahteraan anak
mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian
rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang
cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan
untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Penjelasan
Pasal 9 UU No.4Tahun 1979 Kesejahteraan Anak.
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Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab
orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya
serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orangtuanya, kewajiban untuk
melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai sianak
mampu berdiri sendiri.105 Didalam beberapa aturan Perundang-undangan
dapat kita lihat beberapa hal yang mengatur kewajiban orangtua terhadap
anak diantaranya, yaitu :Kewajiban orangtua terhadap anak setelah
perceraian menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1979.
Secara hukum kewajiban antara suami dan isteri akan timbul apabila
apabila perkawinan tersebut telah dilakukanatau dilangsungkan, dengan
kata lain kewajiban seorang isteri atau suami tidak akan ada apabila
seorang pria atau wanita belum melangsungkan perkawinan. Adapun
kewajiban dan hak yang seimbang antara suami maupun isteri apabila
dibarengi dengan kewajiban yang sama pula yaitu kewajiban untuk
membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi
dasar dalam membangun rumah tangga. Kewajiban bersama antara
suami dan isteri dalam membina dan menjalin rumah tangga akan luntur
apabila rumah tangga yang dibangun tersebut mengalami goncangan dan
terlebih parahnya lagi apabila tatkala rumah tangga tersebut bubar, perihal
mengenai hal ini ini sebelumnya telah ada dan diatur dalam UU
Perkawinan. Di dalam Pasal45 disebutkan sebagai berikut :
105M.Yahya Harahap,Op.cit,hal.204
147
1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik- baiknya.
2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
berlaku sampai anak anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban
mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.
Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut :
1) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di
dalam dan diluar pengadilan.
Dari beberapa penjelasan UU diatas, maka dapat disimpulkan bahwa UU
Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya
sekalipun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban
orangtua tersebut meliputi :
1) Orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya.
2) Orangtua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan
diluar pengadilan
3) sebagaimana adapun di dalam Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan
bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam
kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan
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dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya
dan pendidikan yang diperlukan anak, Kewajiban tersebut tetap
berlaku meskipun kekuasaan sebagai orangtua dicabut.
Menyimak pada putusan cerai talak yang diangkat peneliti sebagai
bahan analisasi penelitian ini pemberlakuan penerapan kewajiban




a) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
b) Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak
pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama :
ANAK I bin Rasit Pelupessy, umur 11 Tahun ;
ANAK II binti Rasit Pelupessy, umur 5 Tahun ;
c) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah
pemeliharaan kedua anak pada butir 2 melalui Penggugat
Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 10 %
(sepuluh perseratus) untuk setiap Tahun, diluar biaya pendidikan
dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-
anak tersebut mencapai umur 21 Tahun (dewasa) ;
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Keadaan tersebut menjadi menjadi bukti bahwa perceraian antara
suami-isteri tidak menghilangkan kwajiban dalam pemeliharaan anak
sampai pada batas yang telah ditentukan hukum yang berlaku. Pemberian
10% kenaikan untuk jangkauan kenaikan ekonomi dimasa yang akan
datang menjadi pandangan yang sangat baik. Mengingat indonesia adalah
negera yang sedang berkembang serta memperhatikan kebutuhan anak
yang akan meningkat seiring dengan pertumbuhna anak tersebut yang
mengakibatkan kebutuhan dapat meningkat pemenuhanya dalam
keseharianya.  Ketentuan berlainan diberikan pada putusan Nomor :
1801/Pdt.G/2011/PA.Bgl. hakim dalam memberikan putusanya tidak
menyertakan tentang hak nafkah anak. Kedaan tersebut disebabkan hak
asuh anak berada pada suami atau ayah. Oleh sebab itu secara langsung
ayah akan menjamin nafkah tersebut baik kebutuahn pangan, sandang
maupun pendidikan anak tersebut.
2. Hak Terhadap Harta
Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian
akanmenimbulkan akibat hukum salah satunya terhadap harta bersama
atau harta gono-gini yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974.
Menurut Undang-undang yang dimaksud dengan harta bersama atau
harta gono gini (Jawa) dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut: Harta benda yang
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Menurut bunyi
Pasal di atas ternyata menurut Undang-undang ini harta bersama suami
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isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang
perkawinan, artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara
saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik
terputus karena kematian salah seorang diantara suami atau isteri (cerai
mati), maupun karena perceraian (cerai hidup).
Dengan demikian harta yang telah dipunyai atau telah dimiliki
sebelum perkawinan berlangsung yang kemudian dibawa masuk oleh
suami atau isteri ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama.
Ketentuan tersebut tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta itu
diperoleh baik diperoleh suami isteri secara bersama-sama maupun
diperoleh suami isteri secara sendiri-sendiri, maka dapat disimpulkan
bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah:
a) Hasil dan pendapatan suami
b) Hasil dan pendapatan isteri
c) Hasil dan pendapatan dari hasil pribadi suami maupun isteri
sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama,
asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.
Berarti bahwa harta bersama dalam perkawinan dihitung sejak saat
tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan putus. Dengan
demikian harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat
dilangsungkan akad nikah, sampai saat perkawinan putus baik oleh
karena salah satu meninggal dunia (putus karena kematian) atau putus
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karena perceraian (cerai hidup),maka seluruh harta-harta tersebut dengan
sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.
Dengan demikian, patokan untuk menentukan apakah sesuatu
barang atau harta termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami
isteri ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami isteri
berlangsung, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama.
Mendasarkan faktor inilah bahwa penggugat dalam dalil gugatannya
bersikukuh bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah sebagai
harta bersama atau harta gono gini karena diperoleh selama dalam ikatan
perkawinan antara penggugat dantergugat, namun demikian dalil gugatan
penggugat yang dijadikan dasar gugatan penggugat dibantah oleh
tergugat bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut bukanlah merupakan
harta gono gini atau harta bersama antara penggugat dengan tergugat
tetapi merupakan harta benda milik pribadi tergugat.
Ketentuan tentang harta bersama dalam penelitian ini penulis
mengangkat satu buah putusan Nomor : 1801/Pdt.G/2011/PA.Bgl. dalam
putusan tersebut pemohon (suami) maupun termohon (isteri) mengakui
adanya harta bersama sebagai berikut :
a) (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan
rumahtinggal permanen dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak
MilikNomor . 3364, Surat ukur tangga) 25-09-2007 nomor
20/Karangrejo/2007,lugs 194 M2dengan tanda-tanda batas : telah
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terpasang sesuai PMNA/KBPN No. Tahun 1997 Pasal 22, atas nama
PEMOHON terletak diGempol, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ;
b) (satu) unit mobil mini bus, merek Toyata Avanza 1300 G, Tahun
2011,warna hitam metalik, Nomor Polisi N-753-VG, atas nama
(Termohonalamat Gempol, Kab. Pasuruan) yang saat ini ada dalam
penguasaantergugat ;
c) (satu) unit sepeda motor, marek Honda Nomor Polisi N-3313-VK,
Tahun2008 warna Hitam/Merah, atas nama Termohon, Alamat Gempol,
Kab.Pasuruan) yang saat ini ada dalam penguasaan tergugat
Penyelesaian putusan diatas tentang harta bersama baik suami
(pemohon) maupun termohon (isteri) tidak bertentangan, serta kedua
belah pihak saling terima untuk dilakukan pembagian secara rata antara
suami dan isteri. Pembagian yang merata dalam putusan dapat dilihat
pada jawaban pemohon (suami) yang menyatakan harta bersama yang
diperoleh akan dibagi dengan ketentuan ½ dari harta untuk suami dan ½
lainya untuk isteri. Pemohon juga melengkapkan terkait harta tidak
berherak tanah dan rumah maka pembagianya dilakukan setelah rumah
tersebut dijual.
Ketentuan pembagian tersebut diterapkan dikarenakan antara
pemohon dan termohon sebelumnya tidak melakukan perjanjian
perkawinan. Ketidak terdapat perjanjian perkawinan tersebut dapat dilihat
dari dalil yang diberikan masing-masing pihak yang tidak ada sama sekali
menyinggung adanya perjanjian perkawinan. Oleh sebab itu ketentuan
153
yang diterapkan pengadilan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi HukumIslam,
bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak ½
(seperdua)dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan, hal tersebut menurut hemat penulis menjadi akibat
hukum yang berkeadilan.
3. Akibat Terhadap Hak Asuh Anak
Istilah “hak asuh anak” secara hukum sesungguhnya merujuk pada
pengertian kekuasaan seseorang atau lembaga, berdasarkan putusan
atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan,
perawatan, pendidikan, dan kesehatan,karena orang tuanya atau salah
satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara
wajar. Sedangkan pengertian istilah “kuasa asuh” adalah kekuasaan
orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi,
dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya
dan kemampuan, bakat, serta minatnya.106
Dari pengertian istilah diatas, kiranya memang sulit untuk
memahami dan membedakan kedua istilah tersebut tetapi hal ini perlu
dijelaskan karena kalau kita bicara hak asuh anak, itu artinya kita sedang
berbicara tentang anak terlantar dalam pengertian hak seorang anak yang
tidak memiliki jaminan untuk tumbuh kembang secara wajar karena orang
tuanya tidak mampu, baik secara ekonomi dan atau secara psikologis.
106Usman, Rachmadi. 2006. Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan
di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
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Dalam perceraian, yang kerap menjadi masalah bukan “perebutan hak
asuh anak” tetapi masalah “perebutan kuasa asuh anak”.
“Seorang wanita berkata, “Ya Rasul Allah,sesungguhnya anak
saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetak sayalah
yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya.
Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan anakku
pula dari sisiku.” Maka bersabdalah Rasulullah saw. : “Engkaulah yang
lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin (dengan orang lain).107
Demikian halnya saat Umar bin Khattab menceraikan Ummu Ashim
dan bermaksud mengambil Ashim bin Umar dari pengasuhan mantan
isterinya. Keduanya pun mengadukan masalah ini kepada Abu Bakar r.a.
selaku amirul mukminin saat itu. Abu Bakar berkata : “Kandungan,
pangkuan,dan asuhan Ummu Ashim lebih baik bagi Ashimdari pada
dirimu (Umar) hingga Ashim beranjak dewasa dan dapat menentukan
pilihan untuk dirinya sendiri.108 Ayah dan ibu adalah orang tua anak-
anaknya. Walaupun ayah dan ibu telah bercerai, anak tetap berhak
mendapat kasih dan sayang dari keduanya. Ayah tetap berkewajiban
member nafkah kepada anaknya. Anak berhak menjadi ahli waris karena
merupakan bagian dari nasab ayah dan ibunya. Anak gadis pun harus
dinikahkan oleh ayahnya, bukan oleh ayah tiri.Ibu yang menjanda akibat
diceraikan suaminya maka ia berhak mendapat nafkah dari suami hingga
107Moh. Arifin Ilham, 2004. Saat Berharga untuk Anak kita, penulis : Moh. Fauzil
Adhim, nuansa cendika
108Rasyid, Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. 4, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1995
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masa iddahnya berakhir (tiga kali haid).109 serta upah dalam pengasuhan
anak baik dalam masa iddah maupun setelahnya hingga anak mencapai
fase tamyiz (berakal) dan melakukan takhyir yang memungkinkan ia untuk
memilih ikut ibu atau ayah.
Jika anak belum mencapai fase tamyiz, maka ibu tetap
berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh
anaknya misalnya karena kafir/murtad, tidak waras, dan sebab syar’i
lainnya yang tidak memungkinkan dia mengasuh dan mendidik anak,
maka pengasuhan dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak)
hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua yang tergolong mulai
dari ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya tidak mampu
mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari
pengasuh yang mampu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.
Pengasuh yang dipilih bisa ibunya ayah (nenek anak) hingga garis
keturunan seterusnya. Bisa juga perempuan lain yang memang mampu
dalam mengasuh anak. Adapun syarat pengasuh anak adalah baligh dan
berakal,mampu mendidik,terpercaya dan berbudi luhur, Islam, dan tidak
bersuami.
Saat sedang mengurus hak asuh setelah terjadi perceraian, salah
satu pihak mungkin ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-
anaknya.110 Entah itu ibunya, karena merasa ia yang mengandung dan
109Sopyan, Yayan. Islam Negara :Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam
Hukum Nasional, Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2012.
110Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqh Munakahat Undang-
undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2011.
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melahirkan.Atau ayahnya, karena merasa ia yang membiayai. Tidak ada
pihak yang bisa merasa lebih berhak daripada pihak lain. Hak
pengasuhan anak sebenarnya dapat diberikan kepada pihak mana pun,
Baik itu ayah atau pun ibu.UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
menyebutkan anak yang belum mencapai 18 Tahun atau belum
melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya,
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.111 Artinya, kalau
pengadilan memutuskan bahwa hak pengasuhan ada pada ibu, maka
ibunyalah yang akan mengasuh. Bila pengadilan memutuskan sebaliknya,
berarti ayahnya yang akan mengasuh. Selanjutnya, bila anak itu telah
berusia 18 Tahun, barulah ia boleh memilih ingin ikut ayah atau ibunya,
karena ia sudah dianggap dewasa, pengadilan yang dimaksud di sini
adalah pengadilan agama untuk yang beragama Islam dan pengadilan
negeri untuk pemeluk agama lain.
Khusus untuk umat Muslim, pengaturan hak asuh anak, juga diatur
di dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991. Dalam
surat itu dinyatakan bahwa hak asuh anak yang berusia di bawah 12
Tahun sebaiknya diberikan kepada ibunya. Jadi, di pengadilan agama,
biasanya, hak asuh anak yang belum berusia 12 Tahun diserahkan
kepada ibunya. Ketentuan ini sifatnya tidak mutlak. Pada kondisi tertentu,
pengasuhan anak yang berusia 3 Tahun pun bisa diberikan kepada
ayahnya. Jika satu pihak dianggap tak layak mengasuh, hak pengasuhan
111Syaifudin, Muhammad, dkk. Hukum Perceraian, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
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pun diberikan kepada pihak lain. “Yang dimaksud tak layak adalah, kondisi
saat ayah atau ibu dipandang mungkin menelantarkan anak.
Misalnya,ayahnya mungkin dianggap berbahaya karena sewaktu-waktu
bisa melakukan pembunuhan atau tindak kekerasan,contoh lain seperti
salah satu pihak sakit berkepanjangan atau tidak memiliki pekerjaan yang
jelas.112
Berdasarkan putusan yang diangkat oleh penulis putusan Nomor :
1801/Pdt.G/2011/PA.Bgl dimana majelis hasil memberikat putusan bahwa
hak asus terhadap kedua anak pemohon dan termohon yaitu anak I dan
ke-II jatuh ketangan pemohon yaitu Suami. Ketentuan tersebut diberikan
oleh pengadilan lewat hakim yang memutuskan dengan memperhatikan
kronologi perceraian tersebut termasuk penyebab perceraian yang di
dalilkan oleh pemohon. Percerian antara pemohon dan termohon yaitu
didasari karena percekcokan yang secara terus menerus, selanjutnya
termohon melakukan perselingkuhan dengan sesama rekan kerja di
kepolisian.
Pembuktian perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon dengan
rekan kerja sesama polisi diperoleh dari laporan pemohon sebagaimana
termuat dalam Surat tanda lapor STPL Nomor :05/I/2012/YANDUAN
tanggal 04 Januari 2012 yang selanjutnya di adili. Dalam pengakualnya
PIL sebagai pihak ketiga teman selingkuh termohon mengakui
perselingkungan tersebut. Sedangkan termohon telah mengakui bahwa
112Doi, Abdur Rahman I, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari’ah
I),diterjemahkan oleh Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1996
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termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan teman
selingkuhnya yang dilakukan didepan anak ke-II pemohon dan Termohon.
Oleh dalil pembuktian tersebut diatas hakim maka hakim dalam
memberikan putusanya terhadap hak asuh anak tidak memberikan
kepada ibu kandung anak tersebut.
Hak asuh yang tidak diberikan oleh pengadilan terhadap ibu
kandung yang pada dasarnya ibu lah yang seharusnya berhak mengingat
umur kedua anak yang beluh dapat dikategorikan dewasa (dapat
membedakan mana yang baik dan yang buruk terhadap dirinya)
didasarkan pada ketidakmampuan ibu tersebut dari segi mendidik. oleh
karena perselingkuhan yang dilakukan akan memperburuk psikologi dan
mental anak. Keadaan tersebut menjadi pertimbangan mendasar hakim
sebagaimana juga telah diatur dalam UUP bahwa apabila ibu tidak layak
untuk mengasuh anak hasil perkawinan maka secara sah dan
berdasarkan putusan pengadilan hak asuh tersebut dipegang oleh suami.
Menurut hemat penulis bahwa putusan hakim tersebut sangat
sesuai mengingat anak yang perlakuanya sangat vital. Kedaan tersebut
juga sangat mendukung mengingat anak sangat labil keadaanya yang
mungkin akan segera menirukan sikap ibunya. Keadaan tersebut patut
dan layak dihindarkan dari kehidupan anak mengingat anak anak
membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan yang positif, agar





Berdasarkan uraian hasil kajian penulis diperoleh kesimpulan sebagai
berikut :
1. Alasan perceraian dalam hukum perkawinan yang berlaku di
negara indonesia adalah Salah satu pihak berbuat zina atau
menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebaga inya yang
sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain
selama dua Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Salah
satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain, Salah satu pihak mendapatkan
cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai suami atau isteri, Antara suami dan isteri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dua
alasan perceraian di tambahkan oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu
Suami melanggar taklik talak dan Peralihan agama atau murtad
yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.
2. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan
alasan perceraian yaitu : 1)Kekerasan Fisik yaitu Perbuatan yang
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mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6),
meliputi pemukulan, penganiayaan dan sebagainya. 2) Kekerasan
Psikis yaitu Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa
tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang
(Pasal 7), 3) Kekerasan Seksual yaituPemaksaan hubungan
seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam
lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan
/atau tujuan tertentu (Pasal 8); 4) Penelantaran Keluarga yaitu
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut
(Pasal 9 Ayat 1) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi
dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar
rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang
tersebut.(Pasal 9 Ayat (2).
3. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berkibat fatal terhadap para
pihak seperti, putusnya hubungan perkawinan yang menyebabkan
para pihak harus berdiri sendiri, terpisahnya harta (walaupun
dalam putusan yang diangkat peneliti tidak mermbahas harta),
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gangguan terhadap anak baik psikologis seperti hilangnya sosok
pelindung baginya dan gangguan psikologis terhadap suami
maupun isteri yang menyebabkan trauma dalam membentuk
kehidupan baru.
B. Saran
Berdasarkan analisa dan kajian penulis yang merujuk pada
kesimpulan, aka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Walaupun Undang-undang memberikan alasan yang dapat
diajukan sebagai dasar perceraian sebagaimana tertuang dalam
Pasal 128-131 Kompilasi Hukum Islam Jo UU Nomor 1 Tahun
1974 Pasal 39 yaitu (a).Salah satu pihak berbuat zina atau
menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang
sukar ditentukan, (b). Salah satu pihak meninggalkan yang lain
selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau hal
lain di luar kemampuannya, (c). Salah satu pihak mendapat
hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat
setelah perkawinan berlangsung, (d). Salah satu pihak
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain, (e). Salah satu pihak
mendapat cacat badan, atau penyakit yang mengakibatkan tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, (f).
Antara suami-isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
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tangga, (g). Suami melanggar ta‟lik talak, Peralihan agama atau
(h). Murtad hendaknya para pihak berpikir jauh untuk melakukan
perceraian, hal ini akan berdampak buruk dan luas bagi
kehidupan selanjutnya. Bagi para pihak yang hendak melakukan
perkawinan hal ini menjadi bahan sorotan untuk lebih
mempersiapkan segalanya demi terciptanya keluarga damai dan
harmonis. Kepada setiap para keluarga
2. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan
perceraian sebagaimana pada hukum islam yaitu : (a).
Kekerasan Fisik (Dalam ajaran agama islam tidak membenarkan
adanya kekerasan fisik), (b). Kekerasan psikologis (Kekerasan
psikologis dalam pembahasan agama islam didefenisikan
dengan menghindari makian, hinaan yang dapat menjatuhkan
perasaan bahkan melukai persaan salah satu pihak dalam
keluarga), (c). Kekerasan seksual (tindak kekerasan atau
pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk
melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri) dan
(d). Kekerasan Ekonomis (kekerasan ekonomi ialah apabila
suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan
sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami
dan istri tersebut). Bagi pengadilan agama dalam rangka
menyikati bentuk KDRT yang diajukan dalam putusan perceraian
hendaknya memperdalam ilmu seperti psikologi, hal ini penulis
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rasa sangat penting mengingat bentuk kekerasan dalam rumah
tangga yaitu kekerasan psikis ini dinilai berdasarkan perasaan
dengan ketentuan harus tetap mengindahkan norma yang
berlaku.
3. Mengingat akibat perceraian yang didasari KDRT sangatlah
kompleks masalahnya.seperti pada psikologi dapat membuat
rasa ketakutan pada isteri maupun anak hasil perkawinan,
terhadap Ekonomi memberikan pengaruh akan terpuruknya
keadaan ekonomi karena pada dsarnya ayah menjadi penopang
ekonomi keluarga sedangkan isteri mngurus keluarga. Oleh
sebab itu penting memegang prinsip keluarga yang saling
mengalah dan mengasihi serta mencintai pasanganya dalam
rumah tangga. Secara hukum penulis menyarakan agar tidak
begitu mudah memberikan putusan terutama yang sifatnya
verstek hal ini dapat memperparah keadaan keluarga.
Hendaknya mediasi lebih di tingkatkan mengingat bukan satu sisi
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1Abstrak
SINKRONISASI HUKUM PERCERAIAN AKIBAT ADANYA
PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
RYAN PUTRA HANAFI
NPM : 1520020047
Perkawinan adalah langkah yang ditempuh oleh laki-laki dan perempuan untuk membentuk
keluarga yang bagia dan kekal. Akan tetapi cita-cita tersebut tidak semua perkawinan dapat
mewujudkannya bahkan sebahagian terputus dengan perceraian. Perceraian memiliki dasar yang beragam
salah satu penyebab perceraian adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga
memiliki kedekatan pada UU Nomor 23 tahun 2004. Akan tetapi kedudukan undang-undang tersebut
tidak ditampakkan pada pengadilan agama yang merupakan salah satu wadah yang menerima dan
memutuskan perkawina dengan perceraian.oleh sebab tersebut penting menganalisis singkronisasi
singkronisasi hukum perceraian akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui alasan perceraian menurut hukum perkawinan, mengkaji bentuk kekerasan dalam rumah
tangga yang dapat dijadikan alasan perceraian serta akibat dari perceraian yang didasari kekerasan dalam
rumag tangga.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus,
sumber data adalah data sekunder. Kasus berbentuk putusan pengadilan agama akan di analisis untuk
menemukan sinkronisasi antara undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang perilaku kekerasan dalam
rumah tangga dengan Kompilasi hukum islam dalam bidang perceraian.
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu alasan perceraian berdasarkan hukum perkawinan terdiri atas
8 point : penjudi, pemadat, pemabuk menjadi satu kesatuan, meninggalkan keluarga selama 2 tahun tanpa
ada izin, adanya hukuman penjara 5 tahun, kecacatan atau penyakit, melakukan kekejaman, percekcokan
secara terus menerus, melanggar taklik talak dan murtad. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai
alasan perceraian diperoleh dari perincian antara UU No.23 tahun 2004 dengan kompilasi hukum islam
yaitu terdapatnya kekerasan fisik (pemukulan, penganiayaan), kekerasan psikis (penghinaan, makian
kekasaran), kekerasan seksual (pemaksaan berhubungan) dan penelantaran (tidak manafkahi keluarga
yang biasanya didasarkan pada salah satu pihak meninggalkan pihak lain). Akibat perceraian dengan
alasan kekerasan dalam rumah tangga tidak berjauh berbeda dengan akibat perceraian pada umumnya
seperti : pemenuhan kewajiban orang tua kepada anak sampai dewasa, pemenuhan nafkah dan mutaah
isteri yang tidak nusyud serta pembagian harta bersama.
Saran penulis : kepada pengadilan agama untuk meerapkan undang-undang KDRT terhadap
pemberian putusan perceraian alasan kekerasan dalam rumah tangga hal ini dikarenakan norma hukum
bersifat saling melengkapi untuk memperoleh keadilan yang setara.
Kata kunci : Perceraian, sinkronisasi, kekerasan dalam rumah  tangga.
Abstract
Marriage is a step taken by men and women to form a family that is eternal and eternal. However,
these ideals are not all marriages can make it happen even some broken with divorce. Divorce has a
diverse base one of the causes of divorce of domestic violence. Domestic violence has closeness to Law
No. 23 of 2004. However, the position of the law is not revealed to the religious court which is one of the
containers that accept and decide the marriage with a divorce. It is therefore important to analyze the
synchronization of the divorce law synchronization due to the violence in the household.
740The purpose of this study was to find out the reasons for divorce under marriage law, to
examine the form of domestic violence that could be the reason for divorce and the result of divorce
based on violence in the household.
Research conducted is normative juridical research with case approach method, data source is
secondary data. Cases in the form of religious court verdicts will be analyzed to find synchronization
between law number 23 of 2004 on domestic violence behavior with Compilation of Islamic law.
2The result of the research is that the reasons for divorce by marriage law are 8 points: gambler,
compactor, drunkard become one unit, leave family for 2 years without permission, 5 years
imprisonment, disability or illness, cruelty, breaking takliktalak and murtad. Forms of domestic violence
as a reason for divorce are derived from the details of Law No. 23 of 2004 with the compilation of
Islamic law: physical violence (beatings, torture), physical violence (humiliation, abuse), sexual violence
(coercion) and neglect not a family that is usually based on one side leaving the other). The result of
divorce with violence in the household is not much different from the result of divorce in general, such as:
fulfillment of parent obligation to child to adulthood, fulfillment of livelihood and mutaah wife who is not
nusyud and sharing of joint property.
Authors' suggestion: to the religious courts to apply the domestic violence law to the divorce
rationale for domestic violence reasons this is because the legal norms are complementary in order to
obtain equal justice.
Keywords: Divorce, synchronization, domestic violence.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sesuai dengan kodrat alam manusia sejak
lahir sampai meninggal dunia hidup bersama-
sama dengan manusia lain, atau manusia tidak
dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok
manusia lainnya.1 Sejak dahulu kala pada diri
manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan
sesamanya dalam suatu kelompok. Di samping
itu, manusia juga punya hasrat untuk
bermasyarakat. Manusia sebagai mahluk individu
bisa saja mempunyai sifat untuk hidup
menyendiri tetapi manusia sebagai mahluk sosial
tidak dapat hidup menyendiri.  Manusia harus
hidup bermasyarakat, sebab ia lahir, hidup
berkembang, dan meninggal dunia di dalam
masyarakat.
Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan
bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
keTuhanan Yang Maha Esa”.
Bagi masyarakat Indonesia, sudah menjadi
pegangan hidup atau pandangan hidup mereka
sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan,
kelahiran dan kematian adalah sangat dipengaruhi
oleh ketentuan-ketentuan agama.2Orang yang taat
pada agamanya tidak mudah berbuat sesuatu yang
melanggar larangan agamanya dan
kepercayaannya. Selain larangan-larangan,
agamanya juga mempunyai peraturan-peraturan
yang memuat perintah-perintah yang wajib dan
1Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Penerbit
Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 3, 2004, halaman. 1.
2Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap,
Penerbit Bina Aksara, Jakarta, Cetakan I, 1988, halaman.
97.
harus ditaati.3 Hal ini disebabkan Perkawinan
merupakan suatu peristiwa yang besar dalam
kehidupan seseorang, juga bagi orang tua anak
gadis, perkawinan anaknya itu sangat
mengharukan, dimana orang tua tersebut
melepaskan anak mereka yang dicintainya itu,
lalu berangkat menempuh hidup baru bersama
suaminya.4 Hampir dalam semua tradisi hukum,
baik civil law, common law, maupun Islamic law,
perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan
persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara
seorang pria dan wanita untuk menjadi suami-
isteri.5
Perilaku kekerasan dalam rumah tangga
sering ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan
tidak jarang sampai kerana hukum dan
persidangan yang berujung pada perceraian.
Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini
biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara
lain adalah faktor ekonomi, lingkungan,
psikologi, dan lain sebagainya. Negara indonesia
sangat melarang adanya tindakan kekerasan
dalam rumah tangga sebagaimana yang tercantum
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga bahwa: “Negara berpandangan bahwa
segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan
dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi
manusia dan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”. Hal ini
berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-
undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan
3Rusdi Malik, Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan
di Indonesia, Penerbit Universitas Trisakti, 1990, Jakarta,
halaman. 11.
4Chainur Arrasjid, Op.Cit., halaman. 5.
5Retnowulan Sutanto, Wanita dan Hukum, Himpunan
Karangan Hukum yang Penting Bagi Kaum Wanita,
Penerbit Alumni, Bandung, 1979, halaman. 35.
3bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Rumusan kekerasan dalam rumah tangga
sendiri dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
yang menentukan bahwa: “Kekerasan dalam
rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga”. Tindakan kekerasan
dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan
sebagai korban adalah lebih sering terjadi,
walaupun tidak menutup kemungkinan
perempuan bertindak sebagai pelaku dan laki-laki
menjadi korbannya. Hal ini antara lain
disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia
yang cenderung menganut sistem patriarkhal.
Patriarkhal sebagai suatu struktur di
mana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan
yang nyata baik di dalam kebijakan pemerintah
maupun dalam perilaku masyarakat.6 Menurut
Adeela Shabazz, perkawinan yang dilanjutkan
atau dijalani dalam kondisi yang tidak bersahabat
apalagi bila diwarnai perilaku destruktif maka hal
tersebut tidaklah dapat diterima7 dan apabila hal
tersebut tidak dapat di atasi maka perkawinan
akan berakhir pada perceraian.
Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38
UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan
fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena
Kematian, perceraian dan atas putusan
Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti
putusnya perkawinan, yang mengakibatkkan
putusnya hubungan sebagai suamiisteri.8
Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang
tegas mengenai perceraian secara khusus.Sesuai
dengan asas perkawinan dalam Undang-undang
Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah
membentuk keluarga bahagia dan kekal,
6Rifyal Ka’bah, Op.Cit., halaman. 8.
7SP. Wasis, Pengantar Ilmu Hukum, UMM Press, Malang,
Cetakan I, 2002, halaman. 7.
8Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian : Palembang :
Sinar Gravika, 2012 Halaman.15
seharusnya putusnya perkawinan karena
perceraian haruslah dilarang, tetapi pada
kenyataannya Undang- undang Perkawinan tidak
menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi
cukup dengan mempersukar suatu perceraian
yang memutuskan perkawinan.9
Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam
alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-
undang Perkawinan. Berdasarakan Pasal 19 PP
No. 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan,
disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan
sebagai berikut :
1. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat,
penjudi dan lainnya yang sukar
disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain
dua Tahun berturut-turut tanpa seizin pihak
lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara
5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiyaan berat yang mengancam jiwa
pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau
penyakit yang sukar disembuhkam sehingga
tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai
suami/isteri.
6. Serta antara suami dan isteri terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus
sehingga tidak ada harapan untuk
dirukunkan.
Berdasarkan uraian diatas menujukan
bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan
kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung
pada kualitas perilaku dan
kemampuanpengendalian diri dari masing-masing
anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut,
jika kualitas perilaku dan kemampuan
pengendalian diri dari masing-masing anggota
dalam lingkup rumah tangga tersebut buruk dan
tidak dapat dikontrol maka keutuhan dan
kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu,
karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan
adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga
yang pada akhirnya memunculkan rasa tidak adil
9H. Rusdi Malik, Memahami Undang-undang
Perkawinan, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010,
Halaman. 89
4atau tidak aman bagi orang yang berada dalam
lingkup rumah tangga tersebut.
Sinkronisasi antara Undang-undang
perkawinan dengan Undang-undang KDRT
sering memunculkan kesenjangan, dalam konsep
Undang-undang No.1 1974 menerangkan
perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat
kekal yang sifat hukumnya berdasarkan
keperdataan sedangkan Undang-undang KDRT
sifat hukumnya lebih kepada sistem hukum
pidana Oleh karena itu dengan dilatarbelakangi
dan di dasari uraian di atas, maka penulis merasa
tertarik untuk meneliti dan mengakaji sikronisasi
tersebut yang dituangkan dalam tesis penulis
dengan judul :“Sinkronisasi Hukum Perceraian
Akibat Adanya Perilaku Kekerasan Dalam
Rumah Tangga”.
Rumusan Masalah
1. Mengkaji dan menganalisis alasan perceraian
dalam sistem hukum perkawinan yang berlaku
di Indonesia.
2. Mengkaji dan menganalisis bentuk Kekerasan
dalam Rumah Tangga yang dapat dijadikan
alasan perceraian.
3. Mengkaji Sinkronisasi hukum perceraian
akibat kekerasan dalam rumah tangga dan
akibat hukum yang ditimbulkanya.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
Hukum Normatif, dengan meneliti asas – asas
kepustakaan terkait data-data yang menyangkut
hukum yang mengatur perceraian. Pelaksanaan
penelitian normatif dalam penelitian ini dilakukan
dengan meneliti sinkronisasi Kompilasi Hukum
Islam terhadap Undang-undang yang mengatur
kekerasan dalam rumah tangga. Kesingkronan
tersebut akan di kaitkan dengan pemberian
putusan oleh majelis hakim terhadap kasus
perceraian yang memiliki kesinambungan dengan
masalah KDRT. Metode penelitian hukum
normatif atau metode penelitian hukum
kepustakaan adalah metode atau cara yang
dipergunakan di dalam penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum
normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk
mendapatkan hukum obyektif (norma hukum),
yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap
masalah hukum.
Pembahasan
Perceraian adalah berakhirnya kehidupan
rumah tangga antara suami-isteri ketika para
pihak masih hidup dengan didasarkan pada
alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta
ditetapkan dengan suatu  keputusan Hakim yang
didaftarkan pada catatan sipil. Pasal 38 UU No. 1
Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan
dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas
keputusan Pengadilan.10 Hukum Islam
membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau
perceraian itu dianggap jalan yang lebih baik dari
pada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang
tidak bahagia.
Memaksakan kebahagiaan bukanlah
kebahagiaan tetapi penderitaan, karena itulah
undang –undang perkawinan maupun hukum
Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi
tidak pula mempermudah perceraian.11 Perceraian
itu hendaklah hanya dilakukan sebagai tindakan
yang terakhir setelah segala upaya telah
dilakukan untuk memperbaiki dan
mempertahankan kehidupan perkawinan. Dengan
kata lain perceraian itu adalah sebagai way out
pintu darurat bagi suami-isteri demi kebahagiaan
yang dapat diharapkan sesudah terjadinya
perceraian.
Pengertian perceraian menurut para ahli
diantaranya, adalah:
1. Menurut R. Subekti, perceraian adalah
penghapusan perkawinan dengan putusan
Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam
perkawinan itu.12
2. Menurut Soemiyati, perceraian adalah
putusnya ikatan perkawinan antara suami
isteri dengan keputusan Pengadilan dan ada
cukup alasan bahwa diantara suami isteri
tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai
suami isteri.13
3. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian
adalah pengakhiran suatu perkawinan karena
sesuatu sebab dengan keputusan Hakim atas
tuntutan salah satu pihak atau kedua belah
pihak dalam perkawinan.14
4. Menurut Erna, perceraian adalah cerai hidup
antara pasangan suami isteri sebagai akibat
dari kegagalan mereka menjalankan obligasi
peran masing-masing. Dalam hal ini
10 Al Munawar, ibid, Halaman 97
11 Hasan, Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam
Islam. Cet. 2; Jakarta: Siraja, 2006.
12 Soebekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Bandung: Inter
Masa, 1987.
13 Soemiyati, 1986,Hukum Perkawinan Islam dan Undang-
undang Perkawinan, Liberty , Yogyakarta,
14 NPH.Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja,
Alumni, Bandung, 1984.
5perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu
ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan
suami isteri kemudian hidup terpisah dan
secara resmi diakui oleh hukum yang
berlaku.
Dasar hukum perceraian pada
Undang-undang Perkawinan terdapat pada Bab
VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta
Akibatnya Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan pada
KHI pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan
Pasal 113-Pasal 128. Selain dalam aturan-aturan
yang dikoodifikasi, para ahli-ahli fiqih juga
memiliki pendapat yang berbeda mengenai
hukum percerain menurut Islam, pendapat yang
paling benar diantara semua itu yaitu yang
mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan
yang benar. Mereka yang berpendapat seperti ini
ialah golongan Hanafi dan Hambali. Adapun
alasannya yaitu:
Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat
tiap-tiap orang yang suka merasai dan
bercerai.” (Maksudnya: suka kawin dan
bercerai).
Perkawinan yang sudah tidak menemukan
kebahagiaan dan membawa kemaslahatan serta
jauh dari ridha Tuhan, maka dapat dimaklumi
kalau perkawinan itu harus diakhiri, akan tetapi
perceraian janganlah dianggap semudah
membalikan telapak tangan. Perceraian tidak
diperbolehkan kalau hanya terjadi keributan-
keributan sepele, tetapi perceraian baru
dibolehkan jika terjadi pelanggaran terhadap hal-
hal yang sangat prinsip dalam kehidupan rumah
tangga. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974
disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian
harus cukup alasan, bahwa antara suami-isteri
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-
isteri.15
Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Yang Dapat Dijadikan Alasan Perceraian
Hak dan kewajiban setiap warga negara
adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan
dalam Undang-undang Dasar 1945, bahwa setiap
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali”.
Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara
laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan
15 Zein, Satria Effendi M. Problematika Hukum Keluarga
Islam Kontemporer. Cet. 1;Jakarta: Kencana, 2004,
Halaman 47
yang sama dihadapan hukum.16 Perempuan
adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai
hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama
dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan
termasuk dalam rumah tangga. Namun, dalam
kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan
dan perbedaan pendapat yang saling berujung
pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh
suami terhadap isteri. Sehingga suami yang
mestinya berfungsi sebagai pengayom justru
berbuat yang jauh dari harapan anggota
keluarganya.17
Secara umum Hadi dan Aminah memberikan
pengertian kekerasan adalah serangan terhadap
fisik dan mental,18 sedangkan Hayati menyatakan
bahwa kekerasan, pada dasarnya adalah semua
bentuk perilaku baik verbal maupun nonverbal
yang dilakukan oleh seseorang ataupun
sekelompok orang terhadap seseorang atau
sekelompok orang lainnya, sehingga
menyebabkan efek negatif secara fisik,
emosional, dan psikologi.19 Lebih lanjut Nurhadi
mendefinisikan kekerasan sebagai suatu tindakan
pemaksaan baik secara persuasif maupun fisik
ataupun gabungan keduanya.20 Kekerasan suami
terhadap isteri adalah berbagai bentuk perilaku
penyerangan baik psikis, fisik, seksual maupun
ekonomi dengan maksud melukai fisik atau
emosi.21
Pengertian kekerasan dalam lingkup
rumah tangga juga dapat ditemui dalam Pasal 1
ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang
menyatakan bahwa :
“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, dan atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
16 Amir Mu’alim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran
Hukum Islam, UIIPress, Yogyakarta, 1999
17 Basyir, Ahmad azhar. Hukum Perkawinan Indonesia.
Yogyakarta: UII Press, 2000.
18 M.S.Hadi dan Aminah, Kekerasan Di Balik Cinta, Rifka
Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000, hlm. 2.
19 E.N.Hayati, Derita Di Balik Harmoni, Rifka Anisa
Women Crisis Center, Yogyakarta, 2001,halaman. 25.
20 Nurhadi, Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal
Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002, hlm.
72.
2170 A.Nurani, Sikap Jender Patriarkhis dan Kekerasan
Terhadap Isteri, Skripsi, Yogyakarta, 2004,hlm. 19.
6Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di
atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam
rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan
oleh seseorang terhadap orang lain yang berupa
serangan fisik, seksual, psikologis ataupun
ekonomi yang menimbulkan efek negatif secara
fisik, emosional, dan psikologis atau
menimbulkan rasa sakit dan kesengsaraan pada
diri seseorang.
Kekerasan terhadap isteri dalam suatu
rumah tangga sering oleh para ahli, dianggap
sebagai Hidden crime. Meskipun telah memakan
cukup banyak korban dari berbagai kalangan
masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT), masih merupakan masalah sosial serius
yang kurang mendapat perhatian masyarakat,
yaitu :
a) Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki
ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi)
dan terjaga privacynya karena persoalannya
terjadi dalam rumah tangga (keluarga).
b) Kekerasan dalam Rumah Tangga sering
dianggap wajar karena adanya keyakinan
bahwa memperlakukan isteri sekehendak
suami adalah hak suami sebagai pemimpin
dan kepala rumah tangga.
c) Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi
dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.
Namun seiring berjalannya waktu,
kekerasan dalam rumah tangga mendapat
tanggapan yang serius dari berbagai organisasi
perempuan baik yang berhubungan dengan
pemerintah maupun non pemerintah hingga
lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.
Dalam kamus bahasa Indonesia,
“kekerasan” diartikan dengan perihal yang
bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang
menyebabkan cedera atau matinya orang lain,
atau menyebabkan kerusakan fisik.22 Dengan
demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan
yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan
luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu
diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidak
relaan pihak yang dilukai. Menurut para ahli
kriminologis, kekerasan yang mengakibatkan
terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang
bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu,
22 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Cet. VII, ( Jakarta : Balai Pustaka,
1996), halaman. 425
kekerasan merupakan kejahatan.23 Berdasarkan
pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan dalam rumah tangga dijaring
dengan Pasal-Pasal KUHP tentang kejahatan.
Terlebih lagi jika melihat definisi yang
dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam
Encyclopedia of Criminal Justice, beliau
mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis
perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang,
baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa
kecaman, ancaman yang mengakibatkan
pembinasaan atau kerusakan hak milik.24
Sedangkan dalam Undang-undang Nomor
23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan : “Kekerasan
dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan
atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan
atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.25
Masalah kekerasan (khususnya dalam
rumah tangga) merupakan salah satu bentuk
kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat
kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai
jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan.
Namun demikian, tidak semua kejahatan
mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak
semua tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai
komponen kejahatan. Misalnya kejahatan seksual,
ada diantaranya yang tidak dilakukan dengan
cara-cara kekerasan tetapi dilakukan atas dasar
suka sama suka dan melalui transaksi yaitu
imbalan uang atau barang untuk melayani
kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian
seperti pelacuran.
Bentuk kekerasan terhadap perempuan
(dalam rumah tangga) sangat beragam. Mulai dari
kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi,
menggunduli, menyulut rokok dan lain-lain);
kekerasan terhadap perasaan atau psikologis
(menghina, berbicara kasar, mengancam,
memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-
lain); kekerasan ekonomi biasanya berwujud
tidak memberi uang belanja kepada isteri dan
memakai atau menghabiskan uang isteri;
kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual
23Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta
Kriminologi, Bandung:PT, Eresco, 1992, halaman.55
24Romli Atmasasmita , ibid, halaman 70
25Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
tangga (t.t : Lima Bintang , t.th), halaman. 3.
7atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak
memperhatikan pihak lain (isteri). Dengan
demikian kekerasan terhadap perempuan bisa
berbentuk antara lain ; pemukulan, kekerasan
seksual terhadap anak gadis, kekerasan
sehubungan dengan mas kawin, kekerasan
seksual, intimidasi di tempat kerja, prostitusi
paksa, sunat terhadap anak perempuan, perkosaan
dalam rumah tangga, dan kekerasan yang
dilakukan oleh negara terhadap perempuan.26
Berbagai pandangan yang telah
dikemukakan di atas tentang bentuk-bentuk
kekerasan dalam rumah tangga menurut hemat
penulis telah terangkum dalam Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut :
a) Kekerasan Fisik
Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6), meliputi
pemukulan, penganiayaan dan sebagainya.
b) Kekerasan Psikis
Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak
berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat
pada seseorang (Pasal 7), misalnya : ancaman
terhadap seseorang, tekanan , dan lain-lain.
c) Kekerasan Seksual
Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan
terhadap orang yang menetap dalam
lingkungan rumah tangga atau terhadap
seseorang dalam lingkup rumah tangganya
dengan orang lain untuk tujuan komersil dan
/atau tujuan tertentu (Pasal 8);
d) Penelantaran Keluarga
Setiap orang dilarang menelantarkan orang
dalam lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9
Ayat 1) Penelantaran juga berlaku bagi setiap
orang yang mengakibatkan ketergantungan
ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
melarang untuk bekerja yang layak di dalam
atau di luar rumah sehingga korban berada di
bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 Ayat
(2). Menurut M. Thalib, menyakiti hati isteri
dan keturunannya dengan cara tidak
memberikan keperluan dan memenuhi
kebutuhan wajar isteri dan anaknya, atau
dengan pemenuhan kebutuhan suami tidak
26 M.S.Hadi dan Aminah, Kekerasan Di Balik Cinta, Rifka
Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000.
sama dengan pemenuhan kebutuhan anak isteri
(seperti pembedaan makan, dimana suami
lebih enak makananya dibandingkan isteri dan
anaknya) adalah suatu perbuatan dosa. Dapat
disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan
dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik,
kekerasan psikis, dan penelantaran anak isteri
karena tidak dicukupi kebutuhan sehari-
harinya.
Kekerasan menurut hukum Islam ini
paling sulit dideteksi karena umumya terjadi di
lingkungan domestik yang mencakup hubungan
perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual,
wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi) talak,
dan lain sebagainya. Al-Qur’an sebagai sumber
hukum Islam memang tidak mencakup seluruh
persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun
banyaknya ayat yang berbicara mengenai
kekerasan terhadap perempuan sudah cukup
menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi
perhatian terhadap kekerasan dalam rumah
tangga. Adapun kekerasan yang terjadi dalam
rumah tangga perspektif hukum Islam sebagai
berikut:
a) Kekerasan Fisik
Al-Qur’an dan hadits diyakini semua
umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam
semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari
dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan
masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak
penafsiran. Al-Qur’an memberi perhatian bagi
istri yang Nusyuz hal ini dijadikan dasar
pemikiran Surat an-Nisa’ ayat 34. Dalam tafsif al
Azhar dijelaskan tindakan-tindakan yang patut
dilakukan suami terhadap istri yang Nusyuz yaitu
dengan cara “maka ajarilah mereka” beri mereka
petunjuk dan pengajaran, ajarilahmereka dengan
baik, sadarkan mereka akan kesalahanya. Suami
hendaklah menunjukan pimpinan yang tegas dan
bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara
“pisahkanlah mereka dari tempat tidur’ kerapkali
istri menjadi hilang kesombonganya karena
pengajarandemikian.
b) Kekerasan Psikis
Selain kekerasan fisik Islam juga memperhatikan
kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah
binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah
karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin
Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat
beribadah dan taat pada suami. Sehingga
walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada
suatu hari hilanglah kesabaranya karena di zhihar
suaminya, lantaran marah hanya karena pulang
tidak ada makanan.
8c) Kekerasan Seksual
Yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan
aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak
lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya yang
biasa disebut dengan marital rape, akan tetapi
pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan
marital rape adalah istri yang beroleh tindak
kekerasan seksual suami dalam sebuah
perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian
marital rape merupakan tindak kekerasan atau
pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap
istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa
pertimbangan kondisi istri.
d) Kekerasan Ekonomis
Yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila
suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau
pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku
atau perjanjian antara suami dan istri tersebut.
Selain itu juga yang termasuk dalam kategori
penelantaran ekonomi adalah membatasi atau
melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau
di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali
orang tersebut.
Berkenaan dengan bentuk kekerasan dalam
rumah tangga yang dapat dinilai pengadilan
dalam menentukan putusnya perkawinan berikut
beberapa putusan pengadilan diangkat peneliti
sebagai bukti keterkaitan bentuk kekerasan






















































































































































Berdasarkan tabel ringkasan putusan yang
diangkat penulis sebagai bahan analisis
permasalahan perceraian dengan alasan kekerasan
dalam rumah tangga. Terdapat 8 (Delapan)
putusan yang tergolong cerai gugat dimana
kesemuanya mengandung kekerasan dalam
rumah tangga, seperti penganiayaan terhadap
istri, penghinaan, bahkan tidak membiayai
keluarga. Terdapat juga 2 putusan cerai talak
dengan alasan kekerasan rumah tangga yang
dilakukan oleh isteri terhadap suami dengan
berbagai alasan (dalil) yang disampaikan seperti
perzinahan, hinaan. Berdasarkan pengamatan
yang dilakukan penulis putusan perceraian
terutama denga alasan kekerasan dalam rumah
tangga paling banyak dilakukan oleh suami
terhadap isteri yang membuat cerai gugat lebih
banyak dibandingkan dengan cerai talak.
Sinkronisasi Hukum Perceraian Alasan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Akibat
Hukum Yang Ditimbulkanya
Perkawinan bukan hanya sebagai
sebuah sarana untuk keabsahan hubungan suami
isteri semata atau hanya sebuah perjanjian antara
laki-laki dan perempuan untuk hidup, namun
lebih dari itu perkawinan merupakan suatu ikatan
suci (mistaqon gholidhon), karena dalam suatu
perkawinan keyakinan dan keimanan kepada
Allah SWT yang memiliki dimensi ibadah, dan
juga merupakan sarana bagi pengembangan dan
penerusan dari satu generasi kepada generasi
berikutnya. Perkawinan memiliki tujuan yang
amat luhur dan mulia, yaitu membentuk sebuah
keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah
atau dengan kata lain membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal, hal ini sesuai dengan tujuan
perkawinan yang dalam Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam.
Namun tidak sedikit perkawinan yang
harus karena terjadinya sebuah perceraian,
sehingga tujuan perkawinan yang diimpikan dan
didambakan setiap orang tersebut tidak dapat
tercapai, salah satu alasan terjadinya perceraian
antara lain adalah karena adanya kekerasan dalam
rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu
pihak. Berdasarkan ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam
yang isinya yaitu “Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak”
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa
beberapa alasan untuk melakukan perceraian
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 adalah memiliki kesesuain atau
kesamaan dengan konsep kekerasan dalam rumah
tangga yang dirumuskan dalam Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004, yaitu ketentuan
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf a
dan f Kompilasi Hukum Islam yang isinya “Salah
satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan” dan “Antara suami dan isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam
rumah tangga” yang berkesesuaian dengan
konsep kekerasan psikis atau mental yang
terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 5
juncto Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun
2004 yang berbunyi “Kekerasan psikis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,
dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”
Kemudian ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116
huruf b Kompilasi Hukum Islam yang isinya
“Salah satu pihak meninggalkan pihak lainn
selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena
hal di luar kemampuannya” yang berkesesuaian
dengan konsep kekerasan penelantaran rumah
tangga yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)
juncto Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun
2004.
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Walaupun konsep kekerasan dalam
rumah tangga dalam kompilasi hukum islam tidak
diseluas yang dibahas pada Undang-undang
kekerasan dalam rumah tangga ( UU Nomor 23
Tahun 2004). Prinsip keterkaitan kedua  norma
tersebut didasarkan pada pemenuhan rasa
berkeadilan terhadap para pihak dalam keluarga
yang pada pelaksanaanya pada kompilasi hukum
islam cenderung dipersempit cakupanya.
Penyempitan tersebut bukan membatasi cakupan
Undang-undang tentang perilaku kekerasan
dalam rumah tangga terhadap kompilasi hukum
islam. Tetapi secara harfiah hukum islam
mengatur dan memveri ketentuan terhadap
perilaku kekerasan dalam rumah tangga
Secara redaksional pengertian kekerasan
dalam rumah tangga yang sama seperti di atas
memang tidak dapat ditemui dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam, namun dalam Penjelasan Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975
juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah
menentukan beberapa alasan yang dapat
digunakan untuk melakukan perceraian, yaitu :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi
pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain
selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5
(lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat
setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan
pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau
penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun dalam rumah
tangga;
Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan
tersebut ditambah dengan :
g. Suami melanggar taklik talaknya; dan
h. Peralihan agama (murtad) yang
menyebabkan ketidakrukunan dalam
rumah tangga.
Apabila dibandingkan antara rumusan kekerasan
dalam rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 1
ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
dengan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk
melakukan perceraian, maka beberapa alasan
tersebut secara subtansial sesuai dengan rumusan
kekerasan dalam rumah tangga, alasan-alasan
tersebut adalah :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi
pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan
(Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
juncto Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum
Islam);
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain
selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan
pihak lain;
d. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun dalam rumah
tangga;
Hal tersebut di atas menunjukan bahwasanya
konsep kekerasan dalam rumah tangga yang
terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai
berikut :
a. Kekerasan Psikis;
Kekerasan psikis adalah setiap
perbuatan yang baik secara langsung
maupun tidak langsung mengakibatkan
penderitaan atau kesengsaraan
psikis/mental yang berat pada seseorang.
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam,
konsep kekerasan dalam rumah tangga
seperti di atas dapat ditemui pada
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) juncto Pasal
116 huruf a Kompilasi Hukum Islam,
yaitu “Salah satu pihak berbuat zina atau
menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan
lain sebagainya yang sukar
disembuhkan”.
Kemudian dalam Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara
suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun dalam
rumah tangga”. Kedua alasan perceraian
tersebut termasuk dalam kekerasan psikis
dalam rumah tangga, karena baik secara
langsung maupun tidak langsung dapat
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mengakibatkan tekanan jiwa yang
kemudian dapat menimbulkan penderitaan
psikis/mental berat pada seseorang
(suami/istri).
Penggunaan alasan kekerasan
dalam rumah tangga dalam bentuk
keklerasan psikis ditemukan dalam
putusan yang diangkat oleh penulis
sebagai bahan analisa beberapa diataranya
yaitu pada putusan cerai gugat nomor.
2452/Pdt.G/2017/PA. Medan, pada
gugatan isteri menyampaikan penyebab
perceraian adalah suami seorang pemakai
narkoba, suami bersikap kasar dan sering
memaki penggugat yang mengakibatkan
sakit hati. Pada putusan cerai gugat nomor
119 /Pdt.G/PA.Medan, diterangkan bahwa
alasan perceraian yang diajukan
penggugat adalah sifat suami yang kasar,
kekasaran tersebut ditunjukkan dengan
kata kata makian serta hinaan yang
dilontarkan kepada isteri. Selanjutnya
pada putusan cerai talak nomor
25/Pdt.G./2018/PA.Medan yang
menerangkan bahwa alasan perceraian
yang ajukan suami kepada pengadilan
yaitu karena isteri melakukan
perselingkuhan. Bagitu juga pada putusan
lainya sebagaimana penulis daftarkan
pada tabel 3.1.
Alasan dengan adanya
penghinaan, makian, perselingkuhan baik
oleh suami maupun isteri dapat dietrima
sebagai bagian dari kekerasan psikis.
Kekerasan psikis sebagaimana dalam
kompilasi hukum islam maupun Undang-
undang tentang larangan kekerasan dalam
rumah tangga tidak bisa diterima, artinya
perilaku tersebut harus dihindarkan karena
dapat merusak psikologi maupun mental
yang mendapat cacian, makian maupun
hinaan. Keterkaitan perselingkuhan
sebagai bentuk dari kekerasan secara
psikologis diterjemahkan sebagai bagian
dari perilaku yang dapat menekan
kejiwaan pasangan yang diselingkuhi.
Pasangan yang telah diselingkuhi
cenderung akan mengalami ketertekanan,
direndahkan.
b. Kekerasan fisik;
Kekerasan fisik adalah setiap
perbuatan seseorang yang dapat
menimbulkan atau mengakibatkan rasa
sakit, jatuh sakit atau luka berat.
Kekerasan fisik ini lebih mengarah
kepada jasmani atau raga seseorang.
Konsep kekerasan secara fisik dalam
rumah tangga seperti tersebut di atas dapat
ditemukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat
(2) juncto Pasal 116 huruf d Kompilasi
Hukum Islam, yang memuat ketentuan
salah satu alasan perceraian adalah “Salah
satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan
pihak lain”. Dalam putusan pengadilan
yang dianalisis penulis terdapat beberapa
putusan yang mendalilkan kekerasan
dalam bentuk fisik, seperti putusan cerai
gugat nomor 119/Pdt.G/2018/PA. Medan
yang memberikan salah satu alasan
perceraian yaitu suami melakukan
pemukulan. Pada putusan cerai gugat lain
nomor 50/Pdt.G/PA.Mtk  memberikan
penjelasan bahwa dalil gugatan yang
diajukan penggugat adalah bahwa
tergugat melakukan kekerasan dalam
bentuk pemukulan terhadap penggugat.
Kekerasan fisik sebagai alasan
perceraian menjadi bagian yang sangat
mendalam untuk dipahami. Kekerasan
fisik dalam putusan perceraian hampir
keseluruhanya tidak dapat didalilkan
dalam pengambilan keputusan hakim.
Akan tetapi terdapat sebagain kecil yang
dapat memaparkan hal tersebut.
Keterkaitan kekerasan fisik dalam alasan
perceraian akan diterima oleh pengadilan
agama apabila kekerasan tersebut sudah
dilaporkan pada pihak berwajib dan sudah
memperoleh status hukum yang
berkekuatan sempurna. Dalam hal
tersebut hakim akan menggunakan salinan
perkara pada proses pidana sebagai wujud
bukti perilaku kekerasan fiisik yang dapat
diterima pengadilan agama sebagai alasan
perceraian.27
c. Penelantaran rumah tangga.
Penelantaran rumah tangga adalah
perbuatan seseorang yang berupa
penelantaran atau menelantarkan
seseorang dalam lingkup rumah
tangganya, sedangkan menurut ketentuan
yang berlaku, ia berkewajiban
memberikan penghidupan, perawatan atau
pemeliharaan kepada orang tersebut.




walaupun dalam redaksi yang berbeda
dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2004, secara jelas juga telah ditentukan
dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi
Hukum Islam, yaitu mengenai salah satu
alasan yang dapat digunakan untuk
melakukan perceraian adalah “Salah satu
pihak meninggalkan pihak lain selama 2
(dua) Tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal di luar kemampuannya”.28
Uraian di atas secara tidak
langsung juga telah menunjukan bahwa
konsep kekerasan dalam rumah tangga
yang terdapat dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam lingkupnya lebih sempit
dan tidaklah seluas konsep yang
dirumuskan dalam Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga, hal tersebut dapat terlihat bahwa
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun
2004 menyebutkan pula kekerasan yang
dilakukan terhadap pembantu rumah
tangga, namun dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam lebih mempersempit
lingkup kekerasan dalam rumah tangga,
yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang
dapat digunakan sebagai alasan
mengajukan gugatan/permohonan
perceraian adalah kekerasan yang
dilakukan oleh salah satu pihak, baik
pihak suami maupun pihak istri dalam
suatu ikatan perkawinan.
Penelantaran menjadi dasar
perceraian ditemukan dalam kasus yang
analisis peneulis yaitu. Putusan cerai
gugat nomor 1834/Pdt.G/PA. Medan
menerangkan bahwa, puncak
pertenmgkaran antara penggugat dengan
tergugat pada Tahun 2009 dima tergugat
meninggalkan kediaman bersama tanpa
pamit hingga sampai putusan gugatan
diajukan kepengadilan agama medan
tergugat tidak memberitahu keberadaanya
serta tidak memberi nafkah kepada isteri
28Rasyidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di
Malaysia dan Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.
dan anak. Berdasarkan dalil diatas
yangmana hakim menerimnaya atas dasar
telah melakukan penelantaran dengan
tidak memberi nafkah selama kurang
lebih delapan Tahun.
Penelantaran sebagaimana
dijelaskan pada Undang-undang larangan
kekerasan dalam rumah tangga dan
kompilasi hukum islam melarang salah
satu pihak dari kuarga (suami atau isteri)
meninggalkan keluarga melebihi 2 Tahun
(KHI). Oleh sebab hal tersebut hakim
dapat menerima perceraia dengan alasan
tidak menafkahi.
Berdasarkan tabel ringkasan dalil diatas
penulis memberikan kesimpulan bahwa dalil
yang digunakan pada perceraian alasan adanya
KDRT dilakukan dengan mengakumulasikan
lebih dari satu dalil, walaupun pembuktian yang
dilakukan dipengadilan agama terhadap perkara
perceraian bersifat alternatif bukan bersifat
kumulatif. Keterlibatan KDRT dalam lingkup
perceraian apabila dipandang secara sederhana
hal ini akan bertentangan dimana lingkup KDRT
berada pada peradilan umum. Menurut penulis
pentingnya perlindungan bagi para pihak yang
Hak asasinya diberlakukan semena-mena
menyebabkan norma tersebut dikaitkan sebagai
alasan yang sah dalam kasus perceraian.
Majelis Hakim dalam merumuskan
pertibangan hukumnya sebagaimana dalam
putusan yang diangkat oleh penulis tidak serta
memerta mencantumkan UU No. 23 Tahun 2004
tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Ketidak munculan Undang-undang
tersebut menurut penulis dikarenakan perbedaan
tujuan dari apa yang dilakukan hakim dengan
tujuan UU tersebut. Hakim dalam dalam kasus
perceraian bertugas memutuskan pasangan
pertalian pasangan suami-isteri apabila upaya
mediasi telah dilakukan, sedangkan tujuan UU
No. 23 Tahun 2004 adalah menjaga keutuhan
keluarga atau perkawinan. Hal tersebut lah yang
mendasari hakim tidak menyertakan UU tersebut.
Putusnya status keluarga oleh perceraian
hendaknya menjadi sorotan kepada masing-
masing pihak hal ini dimaksudkan sebagai
pertimbangan bagi para pihak (suami-isteri) yang
akan bercerai. Banyaknya akibat atau dampak
yang diperoleh oleh masing-masing pihak setelah
melakukan perceraian bukan saja akibat
perceraian yang disebutkan dalam Undang-
undang perkawinan Pasal 41. Kenyataan yang
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terjadi di ranah umum lebih mendominankan
kepada dampak negatif dari perceraian tersebut.
Undang-undang perkawinan mengatur
tentang akibat perkawinan tidak lain dan tidak
bukan berfokus kepada kebebasan dan tanggung
jawab masing-masing pihak, sementara yang
cenderung tampak pada masyarakat yaitu dampak
buruk perceraian tersebut. Akibat perceraian yang
didasarkan pada kekerasan dalam rumah tangga
tidak memiliki perbedaan yang signifikan hakim
dalam memberikan putusanya hanya mengacu
pada Pasal 41 UUP. Berdasarkan hemat penulis
diatas maka layaknya dikaji akibat hukum
perceraian berdasarkan Undang-undang
perkawinan dan akibat yang tampak di
masyarakat.
1. Terhadap Anak Hasil Perkawinan
Menurut Undang-undang No 1 Tahun
1974 tentang perkawinan, Pasal 41 : akibat
putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya,
bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak pengadilan memberikan
keputusan.
b. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan
anak, bilamana bapak dalam kenyataannya
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,
pengadilan memutuskan ibu ikut memikul
biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas
suami untuk memberikan biaya penghidupan
dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi
bekas isteri. Dengan adanya putusan
pengadilan tentang putusnya suatu
perkawinan, karena kedua belah pihak tidak
dapat berdamai kembali maka perceraianlah
terbaik bagi keduanya.
Namun demikian dengan adanya
perceraian tersebut, selain akibat yang disebutkan
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41,
perceraian antara suami isteri dapat pula
berdampak terhadap isteri, suami, anak-anaknya
(apabila sudah mempunyai anak) dan juga
terhadap kedua orang tua dari kedua belah pihak
atau keluarganya. Dampak perceraian tersebut
secara ekonomi dan psikologi tentu saja tidak
hanya di rasakan mantan pasangan suami dan
isteri saja tetapi juga pada anak-anak mereka.29
29 E.N.Hayati, Derita Di Balik Harmoni, Rifka Anisa
Women Crisis Center, Yogyakarta, 2001.
Perceraian yang timbul antara suami dan
isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah
pembagian harta bersama. Harta bersama adalah
harta yang didapat atau diperoleh selama
perkawinan. Harta tersebut akan menjadi
harta bersama, jika tidak ada perjanjian mengenai
status harta tersebut sebelum ada pada saat
dilangsungkan pernikahan, kecuali harta yang
dapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau
bawaan masing-masing suami isteri yang
dimiliki sebelum dilangsungkan pernikahan,
seperti tercantum pada Pasal 35 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974.
Menurut Undang-undang perkawinan,
apabila putus perkawinan karena perceraian harta
bersama harus diselesaikan menurut hukumnya
masing-masing yaitu:
Pasal 35
1) Harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama.
2) Harta bawaan dari masing-masing suami
dan isteri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau
warisan, adalah di bawah penguasaan
masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain.
Pasal 36
1) Mengenai harta bersama suami atau isteri
dapat bertindak atas persetujuan kedua
belah pihak.
2) Mengenai harta bawaan masing-masing,
suami dan isteri mempunyai
hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum mengenai harta
bendanya.
Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta
bersama diatur dalam hukumnya masing-masing.
Nafkah iddah dan mut’ah merupakan
kewajiban dari mantan suami kepada isteri yang
telah diceraikan.30 Hal ini merupakan suatu sikap
yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena
pada perkara cerai talak pihak suami yang
berkeinginan untuk bercerai atau putus
perkawinan dengan isterinya. Sehingga sebagai
penghargaan atau imbalan walaupun belum
cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi
nafkah iddah dan mut’ah bisa sedikit
meringankan beban hidup ketika menjalani masa
iddah dan bisa menjadi penggembira bagi isteri
yang diceraikan. Dengan merujuk pada
30Sastroatmodjo, Aryo, Hukum Perkawianan Islam,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1981)
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kepentingan nafkah bagi isteri yang sedang
menjalani masa iddahnya, maka tepat kiranya
dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia,
jika suami menceraikan isterinya ia harus
membayar sejumlah uang sebagai wujud
pemberian nafkah, maskan, dan kiswah isteri
sebagaimana yang telah penulis jelaskan.
Adapun yang menjadi pertimbangan
hakim dalam menghukum pemohon secara ex
officio diantaranya adalah nusyuz tidaknya isteri
dan kemampuan suami secara materi.31 Nusyuz
isteri adalah suatu bentuk kedurhakaan atau
ketidaktaatan isteri terhadap suami baik dalam
bentuk perbuatan maupun dalam bentuk
perkataan. Berikut adalah perbuatan perbuatan
yang tergolong nusyuz isteri.
a. Menolak berhubungan dengan suaminya tanpa
alasan yang sah;
b. Isteri meninggalkan rumah kediaman bersama
tanpa alasan yang sah dan tanpa izin suami;
c. Isteri tidak mau mengikuti suaminya dalam
hal-hal yang dibenarkan oleh agama tanpa
alasan yang sah;
d. Memukul atau menyakiti suami secara fisik;
e. Perselingkuhan;
f. Boros membelanjakan harta bersama atau
harta suami termasuk boros belanja makanan,
minuman, dan pakaian.32
Adapun nusyuz isteri dalam bentuk perkataan
adalah sebagai berikut.
a. Isteri mengusir suaminya dari rumah.
b. Menghina dan menyepelekan suaminya. Hal
ini terkadang dilakukan isteri ketika
pendidikan suaminya lebih rendah atau
ketidaksetaraan status sosial, dalam hal ini
status sosial isteri lebih tinggi dari suami.
c. Berkata-kata kasar pada suaminya.
d. Menceritakan rahasia suaminya kepada orang
lain. Menceritakan  rahasia suami kepada
orang lain dapat membawa kerusakan diri
sendiri. Setiap orang memiliki hak privasi.33
Isteri yang tergolong nusyuz haknya
untuk memperoleh nafkah iddah dari suaminya
pasca perceraian menjadi gugur. Suami selaku
pemohon tidak wajib memberikan nafkah iddah
pada isteri yang nusyuz, sesuai dengan Pasal 152
KHI yang telah penulis jelaskan pada bab
II.Pertimbangan hakim Pengadilan Agama
31Mudjib, Abdul. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta :
Kalam Mulia, 2001
32Sabiq, Sayid.Op Cit , 2013. Halaman 12
33 Supriadi, Dedi Dan Mustofa, Perbandingan Hukum
Perkawinan Di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis,
2009
Makassar untuk menghukum pemohon secara ex
officio adalah jika isteri terbukti tidak nusyuz dan
suami mempunyai penghasilan yang cukup.
Selain itu hakim juga melihat kemampuan dari
isteri untuk menghidupi dirinya sendiri. Hakim
sangat perlu memberikan perlindungan kepada
isteri terlebih jika isteri tidak bekerja dan tidak
mempunyai penghasilan sendiri.
Pembebanan nafkah terhadap isteri pada
kasus diatas disesuaikan dengan penghasilan
suami. Pemberian hal tersebut itu juga telah
diatur dalam UUP yang mana menyebutkan pada
saat perceraian talak suami berkewajiban
menyerahkan sejumlah uang sebagai nafkah
kepada isteri. Hal ini dilakukan untuk mejamin
kebutuhan hidup isteri  yang diceraikan.
Ketentuan pemberian nafkah pada kasus diatas
disesuaikan dengan KHI yang mana
menyebutkan apabila terjadi perceraian oleh
suami (talak) maka nafkah diserahkan sebesar 1/3
dari penghasilan suami. Berdasarkan pemberian
putusan hakim pada pengadilan tingkat banding
maka si suami memiliki kewajiban memberikan
nafkah sebesar Rp.4.500.000,-
Sedangkan penyerahan mut’ah dalam
putusan diatas dilakukan suami dengan
penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,-. Dalam
putusan diatas kelakuan yang didalilkan oleh
pemohon (suami) yaitu bahwa termohon (isteri)
telah mempermalukan pemohon, dalam hal
tersebut pengadilan menilai alasan tersebut tidak
menjdikan hak isteri untuk menerima nafkah dan
Mut’ah di hilangkan.
Ketentuan tentang nafkah isteri yang tidak
harus diberikan oleh suami yang menceraikan
dapat dilihat pada putusanNomor :
1801/Pdt.G/2011/PA.Bgl dalam putusan tersebut
hakim menggugurkan nafkah yang harus
diserahkan oleh suami terhadap isteri. Gugurnya
pemberian nafkah tersebut berdasarkan penilaian
oleh hakim bahwa termohon yatu isteri telah
Nusyuz dalam bentuk melakukan perselingkuhan
dan perzinahan. Keadaan tersebut berdasarkan
hukum yang berlaku. Menyebabkan hak nafkah
isteri gugur karena tergolong dari beberapa
ketentuan nusyuz yang diberlakukan hukum yang
berlaku.
Pasca perceraian ada penyesuaian-
penyesuain yang harus dilakukan oleh kedua
belah pihak (mantan suami dan mantan isteri)
terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama
masalah finansial, apalagi dari perkawinan antara
mereka telah dilahirkan anak. Abdullah bin Umar
radhiallahu anhuma berkata: Aku mendengar
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap
pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban
atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin
yang akan diminta pertanggungjawaban atas
rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan
akan dimintai pertanggungjawaban atas
keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di
dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan
dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah
tangga tersebut. Seorang pembantu adalah
pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan
dimintai pertanggung jawaban atas urusan
tanggung jawabnya tersebut.” (HR. Al-Bukhari
No. 844 dan Muslim No. 1829)
Jika didalam keluarga bapak-ibunya baik,
rukun dan menyanyangi maka anak akan
mendapatkan unsur positif dari kepribadiannya
dan apabila orangtuanya beragama serta taat
melaksanakan agama dalam kehidupan sehari-
hari, maka anak mendapatkan pengalaman
keagamaan yang menjadi unsur dalam
kepribadiannya.
Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang
kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orangtua
adalah yang pertama-tama bertanggung jawab
atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara
fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab
orangtua atas kesejahteraan anak mengandung
kewajiban memelihara dan mendidik anak
sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh
dan berkembang menjadi orang yang cerdas,
sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti
luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berkemauan, serta berkemampuan untuk
meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan
Pancasila. Penjelasan Pasal 9 UU No.4 Tahun
1979 Kesejahteraan Anak.
Pemeliharaan anak juga mengandung arti
sebuah tanggung jawab orang tua untuk
mengawasi, memberikan pelayanan yang
semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup
anak dari orangtuanya, kewajiban untuk
melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat
tetap sampai sianak mampu berdiri sendiri.34
Didalam beberapa aturan Perundang-undangan
dapat kita lihat beberapa hal yang mengatur
kewajiban orangtua terhadap anak diantaranya,
yaitu : Kewajiban orangtua terhadap anak setelah
perceraian menurut Undang-undang perkawinan
Nomor 1 Tahun 1979.
Secara hukum kewajiban antara suami dan isteri
34 M.Yahya Harahap,Op.cit,hal.204
akan timbul apabila apabila perkawinan tersebut
telah dilakukan atau dilangsungkan, dengan kata
lain kewajiban seorang isteri atau suami tidak
akan ada apabila seorang pria atau wanita belum
melangsungkan perkawinan. Adapun kewajiban
dan hak yang seimbang antara suami maupun
isteri apabila dibarengi dengan kewajiban yang
sama pula yaitu kewajiban untuk membina dan
menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan
menjadi dasar dalam membangun rumah tangga.
Kewajiban bersama antara suami dan isteri dalam
membina dan menjalin rumah tangga akan luntur
apabila rumah tangga yang dibangun tersebut
mengalami goncangan dan terlebih parahnya lagi
apabila tatkala rumah tangga tersebut bubar,
perihal mengenai hal ini ini sebelumnya telah ada
dan diatur dalam UU Perkawinan. Di dalam Pasal
45 disebutkan sebagai berikut :
1) Kedua orangtua wajib memelihara dan
mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya.
2) Kewajiban orangtua yang dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai
anak anak itu kawin atau berdiri sendiri,
kewajiban mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara keduanya putus.
Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai
berikut :
1) Anak yang belum mencapai umur 18
Tahun atau belum pernah melangsungkan
perkawinan ada dibawah kekuasaan
orangtuanya selama mereka tidak dicabut
dari kekuasaannya.
2) Orang tua mewakili anak tersebut
mengenai perbuatan hukum di dalam dan
diluar pengadilan.
Dari beberapa penjelasan UU diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa UU Perkawinan mengatur
kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya
sekalipun rumah tangga telah putus karena
perceraian. Kewajiban orangtua tersebut meliputi
:
1) Orangtua wajib memelihara dan mendidik
anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2) Orangtua mewakili anak mengenai
perbuatan hukum di dalam dan diluar
pengadilan
3) sebagaimana adapun di dalam Pasal 41
UU Perkawinan dijelaskan bapak
bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak, bilamana bapak dalam
kenyataannya tidak dapat memenuhi
kewajibannya, pengadilan dapat
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menentukan bahwa ibu ikut memikul
biaya pemeliharaannya dan pendidikan
yang diperlukan anak, Kewajiban tersebut
tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai
orangtua dicabut.
Menyimak pada putusan cerai talak yang
diangkat peneliti sebagai bahan analisasi
penelitian ini pemberlakuan penerapan
kewajiban suami dalam rangka memenuhi




a) Mengabulkan gugatan Penggugat
Rekonvensi sebagian ;
b) Menetapkan Penggugat Rekonvensi
sebagai pemegang hak pemeliharaan
(hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi, masing-masing bernama :
ANAK I bin Rasit Pelupessy, umur 11
Tahun ;
ANAK II binti Rasit Pelupessy, umur 5
Tahun ;
c) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk
membayar nafkah pemeliharaan kedua
anak pada butir 2 melalui Penggugat
Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,
ditambah dengan kenaikan sebesar 10 %
(sepuluh perseratus) untuk setiap Tahun,
diluar biaya pendidikan dan kesehatan
terhitung sejak terjadinya perceraian
hingga anak-anak tersebut mencapai umur
21 Tahun (dewasa) ;
Keadaan tersebut menjadi menjadi bukti
bahwa perceraian antara suami-isteri tidak
menghilangkan kwajiban dalam pemeliharaan
anak sampai pada batas yang telah ditentukan
hukum yang berlaku. Pemberian 10% kenaikan
untuk jangkauan kenaikan ekonomi dimasa yang
akan datang menjadi pandangan yang sangat
baik. Mengingat indonesia adalah negera yang
sedang berkembang serta memperhatikan
kebutuhan anak yang akan meningkat seiring
dengan pertumbuhna anak tersebut yang
mengakibatkan kebutuhan dapat meningkat
pemenuhanya dalam keseharianya.  Ketentuan
berlainan diberikan pada putusan Nomor :
1801/Pdt.G/2011/PA.Bgl. hakim dalam
memberikan putusanya tidak menyertakan
tentang hak nafkah anak. Kedaan tersebut
disebabkan hak asuh anak berada pada suami atau
ayah. Oleh sebab itu secara langsung ayah akan
menjamin nafkah tersebut baik kebutuahn
pangan, sandang maupun pendidikan anak
tersebut.
Ketentuan tentang harta bersama dalam
penelitian ini penulis mengangkat satu buah
putusan Nomor : 1801/Pdt.G/2011/PA.Bgl. dalam
putusan tersebut pemohon (suami) maupun
termohon (isteri) mengakui adanya harta bersama
sebagai berikut :
a) (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri
sebuah bangunan rumah tinggal permanen
dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat
Hak Milik Nomor . 3364, Surat ukur tangga)
25-09-2007 nomor 20/Karangrejo /2007, lugs
194 M2dengan tanda-tanda batas : telah
terpasang sesuai PMNA/ KBPN No. Tahun
1997 Pasal 22, atas nama PEMOHON terletak
di Gempol, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa
Timur ;
b) (satu) unit mobil mini bus, merek Toyata
Avanza 1300 G, Tahun 2011, warna hitam
metalik, Nomor Polisi N-753-VG, atas nama
(Termohon alamat Gempol, Kab. Pasuruan)
yang saat ini ada dalam penguasaan tergugat ;
c) (satu) unit sepeda motor, marek Honda Nomor
Polisi N-3313-VK, Tahun 2008 warna
Hitam/Merah, atas nama Termohon, Alamat
Gempol, Kab. Pasuruan) yang saat ini ada
dalam penguasaan tergugat
Penyelesaian putusan diatas tentang harta
bersama baik suami (pemohon) maupun
termohon (isteri) tidak bertentangan, serta kedua
belah pihak saling terima untuk dilakukan
pembagian secara rata antara suami dan isteri.
Pembagian yang merata dalam putusan dapat
dilihat pada jawaban pemohon (suami) yang
menyatakan harta bersama yang diperoleh akan
dibagi dengan ketentuan ½ dari harta untuk suami
dan ½ lainya untuk isteri. Pemohon juga
melengkapkan terkait harta tidak berherak tanah
dan rumah maka pembagianya dilakukan setelah
rumah tersebut dijual.
Ketentuan pembagian tersebut diterapkan
dikarenakan antara pemohon dan termohon
sebelumnya tidak melakukan perjanjian
perkawinan. Ketidak terdapat perjanjian
perkawinan tersebut dapat dilihat dari dalil yang
diberikan masing-masing pihak yang tidak ada
sama sekali menyinggung adanya perjanjian
perkawinan. Oleh sebab itu ketentuan yang
diterapkan pengadilan berdasarkan Pasal 97
Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda
cerai hidup masing-masing berhak ½ (seperdua)
dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan
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lain dalam perjanjian perkawinan, hal tersebut
menurut hemat penulis menjadi akibat hukum
yang berkeadilan.
Berdasarkan putusan yang diangkat oleh
penulis putusan Nomor :
1801/Pdt.G/2011/PA.Bgl dimana majelis hasil
memberikat putusan bahwa hak asus terhadap
kedua anak pemohon dan termohon yaitu anak I
dan ke-II jatuh ketangan pemohon yaitu Suami.
Ketentuan tersebut diberikan oleh pengadilan
lewat hakim yang memutuskan dengan
memperhatikan kronologi perceraian tersebut
termasuk penyebab perceraian yang di dalilkan
oleh pemohon. Percerian antara pemohon dan
termohon yaitu didasari karena percekcokan yang
secara terus menerus, selanjutnya termohon
melakukan perselingkuhan dengan sesama rekan
kerja di kepolisian.
Pembuktian perselingkuhan yang
dilakukan oleh termohon dengan rekan kerja
sesama polisi diperoleh dari laporan pemohon
sebagaimana termuat dalam Surat tanda lapor
STPL  Nomor :05/I/2012/YANDUAN tanggal 04
Januari 2012 yang selanjutnya di adili. Dalam
pengakualnya PIL sebagai pihak ketiga teman
selingkuh termohon mengakui perselingkungan
tersebut. Sedangkan termohon telah mengakui
bahwa termohon telah melakukan hubungan
layaknya suami isteri dengan teman selingkuhnya
yang dilakukan didepan anak ke-II pemohon dan
Termohon. Oleh dalil pembuktian tersebut diatas
hakim maka hakim dalam memberikan putusanya
terhadap hak asuh anak tidak memberikan kepada
ibu kandung anak tersebut.
Hak asuh yang tidak diberikan oleh
pengadilan terhadap ibu kandung yang pada
dasarnya ibu lah yang seharusnya berhak
mengingat umur kedua anak yang beluh dapat
dikategorikan dewasa (dapat membedakan mana
yang baik dan yang buruk terhadap dirinya)
didasarkan pada ketidakmampuan ibu tersebut
dari segi mendidik. oleh karena perselingkuhan
yang dilakukan akan memperburuk psikologi dan
mental anak. Keadaan tersebut menjadi
pertimbangan mendasar hakim sebagaimana juga
telah diatur dalam UUP bahwa apabila ibu tidak
layak untuk mengasuh anak hasil perkawinan
maka secara sah dan berdasarkan putusan
pengadilan hak asuh tersebut dipegang oleh
suami.
Menurut hemat penulis bahwa putusan
hakim tersebut sangat sesuai mengingat anak
yang perlakuanya sangat vital. Kedaan tersebut
juga sangat mendukung mengingat anak sangat
labil keadaanya yang mungkin akan segera
menirukan sikap ibunya. Keadaan tersebut patut
dan layak dihindarkan dari kehidupan anak
mengingat anak anak membutuhkan pertumbuhan
dan perkembangan yang positif, agar nantinya
menjadi anak yang sesuai harapan.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Alasan perceraian dalam hukum perkawinan
yang berlaku di negara indonesia adalah
Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi
pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebaga
inya yang sukar disembuhkan, Salah satu
pihak meninggalkan pihak lain selama dua
Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di
luar kemampuannya, Salah satu mendapatkan
hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah
perkawinan berlangsung, Salah satu pihak
melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak yang lain,
Salah satu pihak mendapatkan cacat badan
atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami
atau isteri, Antara suami dan isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan
dua alasan perceraian di tambahkan oleh
Kompilasi Hukum Islam yaitu Suami
melanggar taklik talak dan Peralihan agama
atau murtad yang menyebabkan ketidak
rukunan dalam rumah tangga.
2. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang
dapat dijadikan alasan perceraian yaitu : 1)
Kekerasan Fisik yaitu Perbuatan yang
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau
luka berat (Pasal 6), meliputi pemukulan,
penganiayaan dan sebagainya. 2) Kekerasan
Psikis yaitu Perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa
tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis
berat pada seseorang (Pasal 7), 3) Kekerasan
Seksual yaitu Pemaksaan hubungan seksual
yang dilakukan terhadap orang yang menetap
dalam lingkungan rumah tangga atau
terhadap seseorang dalam lingkup rumah
tangganya dengan orang lain untuk tujuan
komersil dan /atau tujuan tertentu (Pasal 8);
4) Penelantaran Keluarga yaitu Setiap orang
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dilarang menelantarkan orang dalam lingkup
rumah tangganya, padahal menurut hukum
yang berlaku baginya atau karena persetujuan
atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
kepada orang tersebut (Pasal 9 Ayat 1)
Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang
yang mengakibatkan ketergantungan
ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
melarang untuk bekerja yang layak di dalam
atau di luar rumah sehingga korban berada di
bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 Ayat
(2).
3. Kekerasan dalam rumah tangga dapat
berkibat fatal terhadap para pihak seperti,
putusnya hubungan perkawinan yang
menyebabkan para pihak harus berdiri
sendiri, terpisahnya harta (walaupun dalam
putusan yang diangkat peneliti tidak
mermbahas harta), gangguan terhadap anak
baik psikologis seperti hilangnya sosok
pelindung baginya dan gangguan psikologis
terhadap suami maupun isteri yang
menyebabkan trauma dalam membentuk
kehidupan baru.
Saran
1. Walaupun Undang-undang memberikan alasan
yang dapat diajukan sebagai dasar perceraian
sebagaimana tertuang dalam Pasal 128-131
Kompilasi Hukum Islam Jo UU Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 39 yaitu (a).Salah satu pihak
berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar
ditentukan, (b). Salah satu pihak meninggalkan
yang lain selama dua tahun berturut-turut
tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar
kemampuannya, (c). Salah satu pihak
mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung, (d). Salah satu pihak melakukan
kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain, (e).
Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau
penyakit yang mengakibatkan tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau
isteri, (f). Antara suami-isteri terus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, (g). Suami melanggar ta‟lik talak,
Peralihan agama atau (h). Murtad hendaknya
para pihak berpikir jauh untuk melakukan
perceraian, hal ini akan berdampak buruk dan
luas bagi kehidupan selanjutnya. Bagi para
pihak yang hendak melakukan perkawinan hal
ini menjadi bahan sorotan untuk lebih
mempersiapkan segalanya demi terciptanya
keluarga damai dan harmonis. Kepada setiap
para keluarga
2. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai
alasan perceraian sebagaimana pada hukum
islam yaitu : (a). Kekerasan Fisik (Dalam
ajaran agama islam tidak membenarkan
adanya kekerasan fisik), (b). Kekerasan
psikologis (Kekerasan psikologis dalam
pembahasan agama islam didefenisikan
dengan menghindari makian, hinaan yang
dapat menjatuhkan perasaan bahkan melukai
persaan salah satu pihak dalam keluarga), (c).
Kekerasan seksual (tindak kekerasan atau
pemaksaan yang dilakukan oleh suami
terhadap istri untuk melakukan aktifitas
seksual tanpa pertimbangan kondisi istri) dan
(d). Kekerasan Ekonomis (kekerasan ekonomi
ialah apabila suami tidak memberikan nafkah,
perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan
hukum yang berlaku atau perjanjian antara
suami dan istri tersebut). Bagi pengadilan
agama dalam rangka menyikati bentuk KDRT
yang diajukan dalam putusan perceraian
hendaknya memperdalam ilmu seperti
psikologi, hal ini penulis rasa sangat penting
mengingat bentuk kekerasan dalam rumah
tangga yaitu kekerasan psikis ini dinilai
berdasarkan perasaan dengan ketentuan harus
tetap mengindahkan norma yang berlaku.
3. Mengingat akibat perceraian yang didasari
KDRT sangatlah kompleks masalahnya.
seperti pada psikologi dapat membuat rasa
ketakutan pada isteri maupun anak hasil
perkawinan, terhadap Ekonomi memberikan
pengaruh akan terpuruknya keadaan ekonomi
karena pada dsarnya ayah menjadi penopang
ekonomi keluarga sedangkan isteri mngurus
keluarga. Oleh sebab itu penting memegang
prinsip keluarga yang saling mengalah dan
mengasihi serta mencintai pasanganya dalam
rumah tangga. Secara hukum penulis
menyarakan agar tidak begitu mudah
memberikan putusan terutama yang sifatnya
verstek hal ini dapat memperparah keadaan
keluarga. Hendaknya mediasi lebih di
tingkatkan mengingat bukan satu sisi yang
dirugikan melainkan banyak sisi.
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